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KATA PENGANTAR AJI

Setidaknya, ada tiga hal saat ini menjadi ancaman terkait 
isu pangan. Laju pertumbuhan penduduk tinggi, 
yang mengakibatkan permintaan pangan meningkat. 

Pemanasan global berdampak pada perubahan iklim, 
berpotensi anomali iklim dan mengancam ketidakpastian 
produksi hingga gagal panen. Serta adanya persaingan 
pangan untuk komsumsi dan bioenergi, yang menambah 
parah kelangkaan pangan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat tentang pentingnya isu 
pangan masih rendah. Publik masih sebatas merespon soal 
ketersediaan pangan dan harga. Sementara masalah produksi,  
ketersediaan lahan, perlindungan pangan lokal, tingkat gizi 
dan nutrisi, diversifikasi pangan, maupun mengenai kondisi 
produsen pangan, belum banyak diketahui masyarakat luas.

Selain itu, banyak potensi pangan yang dimiliki negara,  
tidak didukung karena kebijakan yang dipilih masih 
cenderung pada impor pangan. Padahal Indonesia memiliki 
beraneka ragam jenis pangan yang masih dapat dimanfaatkan 
dengan lebih baik lagi, seperti pembuatan tepung dari bahan 
umbi, diversifikasi bahan makanan pokok selain beras dapat 
digantikan dengan jagung atau sagu, serta masih banyak lagi 
pangan lokal yang belum dimanfaatkan dengan baik. 

Ancaman serius yang dihadapi negara bukan tanpa 
peluang. Potensi  sumber daya alam, dengan kekayaan 
keanekaragaman hayati, tanah yang subur, air melimpah, 
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dan sumber daya manusia besar, seharusnya bukan dihadapi 
dengan memperbesar impor bahan makanan. Kebijakan yang 
berorientasi kerakyatan, mendorong produksi, melindungi 
pangan lokal, memperkecil ketergantungan produk impor 
seharusnya menjadi keniscayaan.

Di sini media massa memainkan peran penting untuk 
memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun 
menjadi penghubung dengan pemerintah. Keberadaannya 
diperlukan untuk memberikan pemahaman, terkait ancaman 
yang dihadapi, peluang yang terbuka lebar, potensi yang 
dimiliki hingga jalan keluar bagi yang tengah dilanda 
kebingungan menghadapi problem-problem baru seperti di 
atas. Media tidak hanya memberikan penyadaran, pendidikan, 
namun juga menjadi pembuka ruang interaksi antar sesama 
yang lebih luas, hingga kontrol sosial bagi masyarakat dan 
pemerintah.

Hal ini lah yang melatar belakangi Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) bekerjasama dengan OXFAM mengadakan 
“Penghargaan untuk Liputan Media Terbaik tentang Isu 
Keadilan Pangan”. Penghargaan ini diharapkan menjadi 
bentuk apresiasi kepada jurnalis yang telah peduli dan 
membuat liputan isu Keadilan Pangan. Di  tengah-tengah 
industri media massa yang berlomba menyajikan liputan 
yang hanya mengejar rating, sebagian jurnalis meliput  tema 
berbeda, hingga isu keadilan pangan mendapatkan tempat.

Sejak diumumkan ke masyarakat, khususnya jurnalis, AJI 
telah menerima 147 karya, yang dibagi dalam 2 kategori. Untuk 
kategori cetak-online 95 karya dan kategori foto sebanyak 
52 karya. Karya ini dijaring sejak Oktober 2014 hingga awal 
Januari 2015. Dari segi tema, kami menilai karya jurnalistik 
yang masuk sudah cukup beragam. 
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Pada akhirnya, saya berharap liputan media dapat 
menyebarkan informasi lebih luas lagi mengenai isu 
keadilan pangan serta melahirkan kebijakan yang berpihak 
pada kepentingan publik. Isu pangan tidak hanya milik 
rakyat miskin yang memiliki akses terbatas, namun menjadi 
kesadaran semua pihak, masyarakat pada umumnya hingga 
pemerintah.

Tak lupa AJI mengucapkan terimakasih kepada OXFAM 
atas kerjasama dan dukungan penuh dalam penyelenggaraan 
penghargaan ini. Demikian pula kepada para pihak yang 
telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
Terima kasih kami ucapkan kepada semua Dewan Juri yang 
telah memberikan waktu dan kompetensinya untuk memilah, 
menilai, dan menentukan pemenang. Juga kepada seluruh 
jurnalis di Indonesia yang peduli terhadap nasib masa depan 
bangsa.

—Suwarjono

Ketua Umum AJI
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KATA PENGANTAR OXFAM

“A nation of sheep will beget a government of wolves.”

 ― Edward R. Murrow

Media massa adalah pemangku kepentingan kunci 
dalam kerja kampanye dan advokasi Oxfam 
di Indonesia. Seperti halnya telah dikupas 

dalam banyak literatur, media massa bisa berperan dalam 
menyebarkan informasi kepada publik (information role), 
membangun opini publik dan mempengaruhi agenda 
kebijakan (leadership role), serta memantau dan mendorong 
akuntabilitas kebijakan (watchdog role). Secara ringkas, 
media massa menjadi penting karena mereka mempunyai 
tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga Negara 
mampu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan guna 
memampukan mereka untuk menyatakan sikap dan pendapat 
atas perihal yang menjadi kepentingan mereka.

Dalam konteks kampanye keadilan pangan di 
bawah program GROW yang telah dimulai sejak tahun 
2012, Oxfam melalui kemitraan dengan AJI Indonesia 
berupaya untuk mengoptimalkan peran media massa 
untuk mendukung tujuan program dalam mewujudkan 
perubahan kebijakan serta menguatkan dukungan bagi 
keberlanjutan sistem produksi pangan lokal dan 
penghormatan bagi hak-hak produsen pangan skala 
kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan 
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kita. Melalui program GROW, Oxfam tidak hanya 
merengkuh keterlibatan media massa sebagai institusi 
namun juga membangun kapasitas para jurnalis untuk 
memahami dan mewartakan isu keadilan pangan dengan 
lebih baik dan secara lebih dalam.

Penganugerahan GROW Award tahun 2015 dan penerbitan 
buku ini merupakan bentuk upaya Oxfam untuk mengapresiasi 
dukungan dan keterlibatan media massa dan para jurnalis 
dalam mendorong isu keadilan pangan dalam ranah wacana 
publik di Indonesia. Inisiatif ini, selain menjadi penanda 
komitmen Oxfam untuk berjemba tangan dengan media massa, 
juga diharapkan bisa memberikan insentif bagi para jurnalis 
di tingkat nasional maupun lokal untuk terus mewartakan 
dan membangun kesadaran publik atas pentingnya isu 
keadilan pangan di Indonesia.

—Darmawan Triwibowo

Koordinator Nasional Advokasi dan Kampanye,  
OXFAM di Indonesia
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KATA PENGANTAR  
DEWAN JURI KATEGORI 
CETAK-ONLINE

Ketika media mengutamakan melayani 20-30% warga di 
puncak piramida penduduk – mereka yang memiliki 
kekuatan membeli - maka akan sulit mendapatkan 

liputan mengenai keadilan pangan atau kedaulatan pangan. 
Liputan terkait pangan lebih terfokus pada makanan seperti di 
mana restoran atau tempat makan terkenal dan terenak atau 
mengenai makanan sehat dan berbagai pola makan agar tidak 
kelebihan berat badan.

Liputan media bukan mengenai 40% warga di dasar 
piramida penduduk yang terpaksa hanya mampu makan 
sekali dalam sehari, yang tidak pernah memikirkan makanan 
sehat atau buruh tani yang tidak memiliki lahan atau petani 
yang terpaksa menjual gabah untuk membeli beras murah.

Tidak adil ketika produksi pangan berlebih dan sebagian 
warga mengeluarkan uang untuk makanan sehat tetapi masih 
banyak warga yang terpaksa hanya makan sekali dalam sehari 
atau warga di Rimbang Baling, Riau, dan Samosir kesulitan 
mendapatkan makanan karena tidak bisa bertani. 

Tidak adil ketika pemerintah mencanangkan swasembada 
pangan dengan mengadopsi sistem produksi pangan (baca: 
padi) modern dengan lahan pertanian maha luas (ekstensifikasi), 
benih bersertifikat, pupuk kimia dan pestisida (ekstensifikasi) 
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dari perusahaan multinasional, malah mengabaikan petani 
organik kreatif penghasil benih, pupuk dan pestisida sendiri, atau 
tanpa upaya mengembangkan jenis pangan asli, menutup akses 
petani pada sarana produksi pangan, yang ujungnya menambah 
jumlah petani gurem. Tidak adil ketika sistem sertifikasi benih 
tidak memungkinkan petani kreatif mendapatkan sertifikat 
untuk benih unggul yang mereka hasilkan.

Tidak adil ketika pemerintah - yang didukung para 
penyedot rente ekonomi - terjebak teori ekonomi “suplai 
banyak, harga turun” mengimpor daging sapi malah 
menaikkan harga daging sapi di pasar-pasar, mengimpor 
beras sementara harga beras petani anjlok, mengimpor gula 
yang memukul petani tebu.

Tidak adil ketika upaya petani Pulau Buru mempertahan
kan budi daya hotong, sebagian kecil warga Papua yang masih 
setia mengonsumsi sagu, petani kreatif yang masih menanam 
benih padi lokal tidak masuk dalam sistem produksi pangan. 

Setelah membaca, mencoba menangkap esensi, dan 
menilai 95 tulisan – judul tunggal maupun serial – para juri 
menyimpulkan: 

•	 Sebagian besar tulisan tidak menyajikan kondisi 
ketidakadilan dalam sistem produksi pangan

•	 Jurnalis masih perlu memahami keadilan pangan agar 
bisa mendorong sistem produksi pangan yang lebih 
berkelanjutan dan menyejahterakan petani

Dari sudut pandang jurnalistik, para juri menilai:

•	 Sebagian tulisan serial cenderung berpanjang-panjang 
yang akibatnya banyak pengulangan tidak perlu 
padahal sebagian tergolong liputan menyelidik 
(investigatif)
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•	 Masih minim liputan lapangan

•	 Sebagian besar tulisan tidak deskriptif terutama 
terbitan media lokal

•	 Ada kecenderungan terlalu banyak kutipan langsung 
yang tidak menggambarkan karakter nara sumber 
atau banyak kutipan langsung yang bukan suara asli 
nara sumber

•	 Masih banyak kesalahan tata bahasa 

Setelah menimbang, juri memilih 10 judul yang bisa 
memberikan gambaran kondisi sistem produksi pangan 
di Indonesia yang jauh dari pertimbangan keadilan untuk 
diterbitkan dalam satu buku. 

Media memiliki kekuatan mendorong pelaksanaan sistem 
produksi pangan yang berkeadilan jika para jurnalis betul-
betul memahami persoalan keadilan pangan. Organisasi nir-
laba seperti Oxfam harus lebih strategis bagaimana mendorong 
media lebih banyak meliput persoalan keadilan pangan. 

Organisasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) bertanggung jawab meningkatkan 
pemahaman para anggotanya untuk berbagai isu tidak umum 
seperti isu keadilan pangan. 

Mudah-mudahan ke-10 tulisan ini bisa menginspirasi para 
pembaca – terutama jurnalis dan editor – lebih peduli untuk 
mendorong pemerintah agar membangun sistem produksi 
pangan yang lebih adil bagi semua warganegara Indonesia.

—Harry Surjadi
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Pangan meski merupakan hak asasi manusia, namun 
keberadaannya tidak terlalu dianggap penting. Di 
media, sangat sedikit liputan yang lengkap tentang 

pangan. Apalagi yang berfokus pada penghasil pangannya 
dan cara mereka berjuang menghasilkannya dan terus 
berusaha menjaga alamnya. Termasuk di dalamnya cara 
mereka menggapai kesejahteraan dengan segala peluh mereka. 
Sementara booming kuliner dan gaya hidup sehat pun belum 
menyentuh dan terhubung dengan pangan karya mereka.

Sudah saatnya isu pangan ditampilkan secara lengkap 
lewat media, sehingga masyarakat bisa mempunyai 
pengetahuan yang lengkap. Dan pada akhirnya bisa tumbuh 
keberpihakan pada produksi lokal dari penghasil pangan kita 
sendiri. Di situlah fondasi pangan yang berkeadilan mulai 
terbangun. Semoga

—Tejo Wahyu Jatmiko

Tujuan sebuah penghargaan bukan hanya merangsang 
jurnalis menghasilkan liputan bermutu, namun juga 
membiasakan mereka peka terhadap isu-isu penting 

yang seringkali luput dari pengamatan. Oxfam dan AJI ingin 
mengajak jurnalis peduli terhadap persoalan keadilan dan 
ketahanan pangan. 

—Renjani Puspo Sari
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KATA PENGANTAR DEWAN 
JURI KATEGORI FOTO

Pemahaman yang umum ada tentang fotografi adalah, dia 
menyampaikan realita. Yang kurang dipahami secara 
umum adalah, seberapa jauh realita bisa digambarkan 

oleh selembar foto ?

Demikian pula jargon ini: selembar foto setara seribu kata. 
Benarkah ?

Kenyataan menunjukkan tidaklah demikian karena kedua 
jargon di atas, ---yaitu foto adalah wakil realita dan foto 
mewakili seribu kata--, hanya benar manakala fotonya dibuat 
dan disajikan dengan benar pula. Dalam dunia jurnalistik, 
tantangan tentang penyampaian sebuah foto adalah hal utama, 
bukan soal teknis lagi.

Selain itu, kadang realita-realita visual yang sudah ada (foto-
foto)  itu harus dikumpulkan lagi  agar menjadi “realita baru”. 
Itulah yang terjadi dengan lomba foto keadilan pangan ini.

Selama ini foto-foto tentang realita pangan kita, tentang 
makin berkurangnya lahan pertanian, tentang tantangan para 
petani dalam berproduksi, dan berbagai hal tentang pangan 
yang lain hanya muncul bergantian dan tersebar di berbagai 
media. Kekuatan foto-foto itu satu persatu tentu tak akan bisa 
menyamai kekuatan saat mereka ditampilkan sekaligus dan 
seketika.

Lomba foto keadilan pangan 2015 ini sungguh menyentak 
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kesadaran kita bahwa Indonesia kurang tangguh dalam hal 
swa sembada ini.  Berbagai hal telah menggerogoti secara terasa 
mau pun tidak. Maka, sebuah foto dari topik ekonomi, yaitu 
pengubahan area sawah menjadi sebuah toko swalayan mini, 
sungguh telah bertansformasi menjadi foto tentang  pangan. 
Dari masalah ekonomi semata, ternyata bisa menjadi masalah 
pangan manakala cara berpikir dan melihat kita diubah.

Secara umum lomba foto tentang keadilan pangan ini 
sungguh dilakukan di saat yang tepat. Foto-foto yang masuk 
pun telah menunjukkan bahwa kesadaran ini sebenarnya telah 
ada pada kita semua.

—Arbain Rambey

Lahan   pertanian yang tergusur industrialisasi, pemba
ngunan infrastuktur masih menjadi isu kuat dalam tema 
Isu Keadilan Pangan. Begitu juga masalah    serbuan 

produk pangan import dan kearifan lokal masyarakat 
pedesaan. Permasalahan yang muncul di petani ,  yang hampir 
semuanya jauh dari ibukota, direkam dengan baik oleh pewarta 
foto. Pewarta foto di luar Jakarta lebih sensitif menangkap isu 
ini, karena masalah  lahan dan produk pertanian lebih terasa 
langsung di daerah.

—Rully Kesuma
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Memahami isu dan menggambarkannya secara 
visual merupakan tantangan bagi setiap pewarta 
foto. Termasuk mereka yang mengikuti lomba 

foto bertema Keadilan Pangan ini. Mayoritas peserta lomba 
memahami tema Keadilan Pangan terkait dengan alih fungsi 
lahan pertanian. Beberapa foto menarik secara visual, namun 
kurang mencerminkan isu atau tema yang ditentukan. Dalam 
proses penjurian kami berusaha menemukan foto-foto yang 
memiliki bobot isu dan visual yang berimbang.

—Ng Swan Ti
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Budi Suwarna 
Pria kelahiran Tasikmalaya ini sudah makan asam garam dalam karirnya di dunia jurnalistik. 
Pada tahun 1996 sudah mengawali karir jurnalisnya, dimulai dari reporter Radio Mara FM 
Bandung, lalu bekerja di Majalah Tajuk dan sejak tahun 2002 sampai sekarang bergabung 
di Harian Kompas. Budi Suwarna selama di Kompas sudah bertugas di Desk Nusantara, 
Desk Internasional, Desk Kompas Minggu, dan Desk Olahraga. Kepiawaiannya dalam 
mengolah kata, sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yiatu S1 Jurusan Jurnalistik, 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

Aryo Wisanggeni G.  
Bekerja di harian Kompas sejak 2003. Pernah meliput di Jawa Timur (2003-2005), Papua 
(2005-2007), Sulawesi Selatan (2007-2010). Sejak 2010 bekerja di Jakarta.

Josie Susilo 
Sebagai jurnalis di Harian Kompas, Josie Susilo pernah berkarya di Papua, Medan, 
Lampung dan Batam. Berasal dari Bojonegoro, 26 Februari 1973, Josie saat ini  bertugas di 
desk internasional berkedudukan di Jakarta. 

Demitrius Wisnu Widiantoro 
Setelah lulus kuliah di Jurusaan Sosiologi, FISIP UNS tahun 2003, Demitrius Wisnu 
Widiantoro langsung diterima bekerja di Harian Kompas di Surabaya.  Perkembangan 
karir berikutnya, Wisnu kemudian bertugas di Bandung dan  tak lama kemudian berpindah 
ke Jakarta hingga saat ini bertuhas di desk Politik Hukum dengan tugas meliput kegiatan 
Presiden.
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Tanah Papua, wilayah paling luas di negeri ini, memiliki banyak kisah tentang
makanan, alam, dan manusianya. Tak ada kisah yang akan utuh menuturkan
tradisi bersantap Papua. Ini cerita tentang makin pudarnya penghormatan
terhadap keberagaman pangan di Nusantara dan kisah tentang surutnya

kemandirian pangan masyarakat Papua.

SEPOTONG KISAH
DARI PAPUA

ARYO WISANGGENI, BUDI SUWARNA, WISNU WIDIANTORO

ak ada api yang tersisa, tak ada semerbak
aroma rempah yang menggantung di
udara. Yang ada hanya asap tipis me-
ngepul dari tumpukan batu di samping
hunila atau honai panjang dapur ke-
luarga Iriana Wetipo. Ketika memasak

belum lagi dimulai, kayu yang membakar
tumpukan batu itu tinggal menyisakan abu.

Hangat menyelusup di antara dinginnya angin
sore Lembah Baliem di Kampung Hepuba, Distrik
Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Minggu
(8/12).
Maria Lokobal, mertua Iriana, mengambil se-

buah tongkat yang ujungnya terbelah untuk men-
jepit danmemindahkan batu-batu panas ke dalam
sebuah liang bulat. Ia menyusun batu-batu panas
itu melapisi dinding liang sedalam 70-an se-
ntimeter. ”Inilah bakar batu, memasak dengan
batu yang dibakar sampai panas,” tutur Maria.
Magda Lokobal, adik Maria, mengambil peran

lain. Ia menaruh sepelukan daun lokop, sisika,
jeleka, dan daun dari tanaman serua pohon kapas
untuk melapisi batu-batu panas. Maria dan Iriani
menyusul Magda dengan memasukkan aneka je-
nis ubi. Orang Hepuba menyebutnya hupuru,
orang Wamena menamainya hipere. Di daerah
barat Papua, barang yang sama disebut erom atau
mbik.
Setelah hupuru, giliran berbonggol-bonggol ja-

gung dibenamkan di sela-sela ubi. Magda kembali
menimbun liang itu dengan sepelukan lain daun
lokop. Timbunan itu dilapisi lagi daun pisang dan

setumpuk daun lokop. Maria menambahkan garam
dan menuangkan minyak goreng nabati hingga
tumpukan itu nyaris kuyup.

Tidak berhenti di situ, Magda dan Iriana kembali
melapisi tumpukan itu dengan daun pisang lebar
dan daun lainnya. Agar tak ada uap panas yang
keluar dari liang,merekamelapisi lagi timbunan itu
dengan plastik bening dan kain-kain usang. Be-
gitulah, ada berlapis-lapis bahan yang dimasukkan
untuk mengunci suhu panas batu tetap berada di
dalam liang. ”Kita tinggal menunggu, satu jam saja
hupuru akan matang sempurna. Daun-daun itu
tidak sekadar melapisi batu agar ubi jalar tidak
gosong, tetapi juga memberi rasa,” kata Maria
tersenyum.
Ketiga ”koki”bakarbatu itu segeramenghilangke

dalam hunila Iriana, meninggalkan lubang bakar
batunya yang kini menjadi gundukan kecil dengan
asap tipis mengudara. Suami Maria, Ferry Asso,
tertawamelihat wajah tetamunya digantungi aneka
pertanyaan. ”Kita akan menyantap hupuru yang
lezat. Bakar batu selalu menawarkan sajian yang
lebih lezat dari sepiring nasi,” katanya.
Asso menunjuk ke pagar panjang mendaki bukit

yang memagari tiga hunila dan sebuah honai
(rumah tradisional berbentuk bulat) di kaki bukit di
Hepuba itu. ”Seluruh kompleks rumah-rumah ini
kami sebut silimo. Hunila yang paling atas ini
menjadi dapur menantu saya, Iriana. Bakar batu di
samping hunila dimasak untuk santapan keluarga
hunila-nya. Hunila Maria ada di bawah, dan lain
hari Maria membuat bakar batu di sana untuk

santapan kami.”
Pelan tetapi pasti, aroma yang memompa selera

kian tercium dari gundukan itu. Setelah satu jam
berlalu, Iriana, Maria, dan Magda membongkar
kembali liang bakar batunya, membebaskan panas
yang terperangkap timbunan dedaunan, kain tua,
dan plastik. Segenap orang di silimo beranjak
mendaki tanjakan kecil menuju hunila Iriana, me-
rubung Maria yang menggali puluhan ubi jalar
bakar. ”Ini yang paling enak,” ujar Asso mengambil
sebuah ubi jalar berkulit ungu yang tampak kering,
nyaris serupa ubi jalar mentah.
Begituubi di genggamanmerekah, uap yang lebih

pekat segeramenebar harum. Pada gigitan pertama,
sensasi rasanya begitu berbeda. Ubi itu begitu
bersih, polos, namun sungguh pulen dan lembut
hingga nyaris melumer di lidah. Rasanya manis
seperti madu dengan jejak asap yang menyusup
hingga ke pori-pori daging ubi.
Maria menyodorkan sebonggol jagung. Begitu

pelepahnya terkelupas, biji jagung yang kering
langsungmenebar rasamanis. ”Rasamanisnya jauh
berbeda jika jagung itu kami rebus atau kami
kukus,” tutur Maria, terbahak.
Asso puas dengan bakar batu Minggu sore itu.

”Ini bakar batu yang baik, semua sajiannya matang
sempurna,” tuturnya.
Dia menjelaskan, bakar batu untuk santapan

harian dengan bakar batu untuk ritual sangat
berbeda. Untuk keperluan ritual, bakar batu harus
digelardihalaman silimoOtilu. Iamenunjuk sebuah
halaman yang diapit dua hunila dan sebuah honai

perang di tengahnya. Aturan bakar batunya pun
lebih ketat. Liang bakar batu biasanya bergaris
tengah dua meteran yang cukup untuk me-
nampung setumpuk ubi dan dua ekor babi. ”Ha-
nya daun lokop dan lukata yang boleh dipakai
untukmelapisi batu panasnya. Selain itu, hasilnya
harus dinikmati segenap keluarga yang tinggal di
silimo,” tutur Asso.
Begitulah, bakar batu di halaman silimo bukan

sekadar aktivitas memasak, melainkan bagian
dari ritus. Apa yang keluar dari liang batu bakar
adalah isyarat atas doa dan harapan yang meng-
iringi upacara adat. Jika semua bahan termasak
sempurna, itu pertanda baik. Jika ada bagian yang
mentah, itu berarti ada sesuatu yang salah. ”Kita
harus mencari tahu. Pasti ada saja sesuatu yang
salah,” kata Asso.
Sebagai medium berkomunikasi dengan roh

leluhur, ritus bakar batu diyakini harus selalu ada
dalam beragam upacara menyangkut laku hidup
manusia suku Hubula di Lembah Baliem. Bakar
batu jugamenjadi tradisi pokok beratus ribu anak
adat dari suku-suku lain di kawasan pegunungan
tengah Papua yang membentang mulai Kabu-
paten Paniai di barat hingga Kabupaten Pe-
gunungan Bintang di ujung timur di perbatasan
Indonesia-Papua Niugini.

”Tak ada bakar batu tanpa hupuru dan babi.
Tanpa keduanya, kami tak bisa menjalani ritus
menjadi manusia dewasa, menikah, ataupun
membuka kebun yang subur. Jika seperti itu,
kami bukan lagi anak adat Hubula,” tegas Asso.
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Warga bersama-sama
menikmati jagung dan ubi
yang telah dimasak dengan
bakar batu di samping rumah
keluarga di Kampung
Hepuba, Distrik Asolokobal,
Jayawijaya, Papua, Minggu
(8/12).
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yunan alat pangkur itu ber-
ayun secepat tarikan dua
lengan kuat. Dalam satu ta-
rikan napas, pangkur itu
mengacung tinggi.Ketika ia
menghela napas, seluruh

badan bagian atas Agustina
berayun cepat menghujamkan

pangkurnya ke daging batang pohon
amosatau saguberduri (Metroxylon rum-
phii). Di punggung Agustina, Lobeka (3),
putrinya, menempel rapat dalam gen-
dongan. Sudah dua hari Lobeka menjadi
bagian dari ribuan ayunan kuat tubuh
ibunya. Dan, ia tidak jera.
Daging amos berwarna krem hancur

terserak di antara kedua kaki Agustina.
Yang tersisa tinggal semeteran batang
sagu sepelukan orang dewasa itu. Saat
daging sagu menggunduk, Agustina me-
mindahnya ke dalam sebuah tas ber-
bahan karung beras ukuran 10 kilogram.
Begitu tas itu penuh, Agustinamenyung-
ginya menuju pinggir Sungai Siratz di
Distrik Kaibar, Asmat, Papua. Ketika
Agustina datang, Ruben—suaminya—be-
lum selesai menapis sari pati sagu yang
dipangkur Agustina sebelumnya. Dalam
sebuntalan kain yang ada di pangkal
pelepah sagu, tangan Ruben meremas
kuat-kuat sabut daging sagu. Perasan
putih mengaliri pelepah sagu menuju
pelepah lain yang menjadi ”kolam peng-
endapan” sagu.
Kegiatan menangkur sagu telah di-

lakukan suami istri itu selama dua hari
terakhir. Keduanya pergi meninggalkan
Kampung Pinerbis di Distrik Kaibar de-
ngan membawa dua anak balitanya, Lo-
kebadanYosekin (1). Setelahmendayung
perahu berkilo-kilometer, mereka tiba di
hutan sagu ulayat sukunya. ”Kami akan
memangkur sagu hingga cukup perse-
diaan selamaduabulankedepan. Setelah
itu barulah kami pulang ke Pinerbis,”
kata Ruben.

Itu berarti dua-tiga pekan Ruben,
Agustina, Lobeka, dan Yoseakin bakal
tidur dalam bivak berdinding dan ber-
atap daun sagu. Musim pangkur sagu
juga diiringi perburuan singkat aneka
satwa dan ikan di hutan dataran rendah
yang lebat dan basah, tempat berbagai
burung, reptil, danmamalia, seperti tikus
hutan, posum, kuskus, ataupun kele-
lawar, bisa ditemukan.
Dari sagu yang dipangkur dengan se-

genap keringat dan entakan napas itulah,
lempeng-lempeng sagu bakar dihasilkan.
Parutan endapan pati sagu yang meng-
gumpal keras melumer perlahan, me-
nebar bau terbakar yang khas. Aroma
gosong itu mengimbuhi rasa tawar sagu
bakar. Sagu bakar selalu menyodorkan
sensasi rasa mengunyah karet kenyal
yang hangat dan berbulir-bulir kasar.
Setiap otot geraham serasa bekerja eks-
tra melumat bola dan lempeng sagu.
Sensasi itu bisa ditemukan di hampir
setiap tempat di Asmat dan pesisir se-
latan Papua lainnya.

Ratusan kilometer dari bivak Ruben,
di dapur Martina Bateh yang ada di
tepian dusun sagu, KampungWorkwana,
Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sagu
yang tersuguhkan sama sekali berbeda.
Tangan Bateh meremas kuat gumpalan
pati sagu dalam baskom, lantas me-
larutkannya dengan air bercampur pe-
rasan jeruk nipis. Setelah ditapis, air
seputih susu itu dituangi air mendidih.
Dua tongkat seukuran sumpit di tangan
Bateh berputar cepat mengaduk adonan
pati sagu yang segeramengentalmenjadi
jenang. ”Inilah papeda,” ujar Bateh sam-
bil mengangkat baskom itu ke meja
dapurnya.
Dari meja itu tercium aroma lezat

sepanci sajian ikan kuah kuning yang
menjadi teman menyantap papeda. Sup
ikan berkuah kuning itu lebih dahulu
dituangkan ke piring kosong, mengalasi

papeda agar tak lengket di piring. Be-
ramai-ramai kami menyantapnya di ke-
bun di belakang dapur Bateh. Bateh dan
para kerabatnya tertawa melihat kami
kelabakan menggulung gumpalan sagu
dan menumpahkannya ke atas piring.
Segala kepanikan itu langsung terbayar
ketika sesuap sagu yang basah kuyup
oleh kuah kuningmenggelontor ke teng-
gorokan sambil meninggalkan jejak pe-
das cabai dan harum serai.

Dari antropolog Mansoben, barulah
kami tahu betapa istimewanya sajian
papeda dari dapur Bateh. ”Masyarakat
adat di Sentani dan Arso mengenal be-
langa yang dibuat dari tanah liat yang
mudah didapati di kawasan Danau Sen-
tani. Belanga membuat mereka piawai
mengolah sagu menjadi papeda atau je-
nang sagu yang membutuhkan air men-
didih. Berbeda dengan di Asmat, karena
tak mengenal belanga, mereka menyan-
tap sagu lempeng dan sagu bola yang
dibakar dan diparut,” kata Mansoben.
Serupa dengan bakar batu, sagu bakar

dan papeda juga terkait dengan kisah
leluhur dan alam roh. Setiap manusia
adat Papua pastilah menghormati sagu
lebih daripada sekadar santapan. Banyak
suku di Papua mengenal mitologi sagu
yang dikisahkan sebagai penjelmaanma-
nusia dengan beragam kisah dan nama.
Manusia mengorbankan dirinya demi
memberi makan anak-keturunannya.
”Sagu adalah inti dari berbagai ritual
masyarakat adat di pesisir dan dataran
rendah Papua,” kata Mansoben.
Dalam budaya patriarkat masyarakat

adat Asmat, misalnya, setiap tahun di-
gelar pesta ulat sagu. Pesta ulat sagu
menjadi satu-satunya hari ketika pe-
rempuan Asmat boleh memasuki jew
atau rumahkomunal tempat setiap lelaki
dewasa bertempat tinggal di kampung
tradisional Asmat. Para perempuan ber-
pesta dilayani para suami yangmemasak

untukmereka. Di hadapan beratus orang
di dalam jew, setiap istri berkesempatan
mengutarakan segenap isi hati, kema-
rahan, kekecewaan, juga cercaan. Se-
baliknya, setiap suami harus mendengar
danmemintamaaf kepada istrinya. Pesta
yang kerap diakhiri isak tangis haru.

”Ritual ulat sagu adalah ritus me-
muliakan perempuan Asmat, dan pesta
ulat sagu selalumenebar energi barubagi
tiap kampung Asmat untukmelanjutkan
kehidupanmereka sebagai manusia. Ada
banyak ritus suku lain yang juga men-
jadikan sagu sebagai persembahan uta-
ma,” kata Mansoben.
Karena itulah, generasi tua mulai gu-

sar melihat cucu-cucu mereka tak lagi
mau menyantap sagu dan lebih memilih
nasi. ”Anak-anak belasan tahun tidak
mau lagi makan sagu. Mereka tidak tahu
cara membuat sagu. Hanya orang ber-
umurlah yang masih menokok sagu dan
menyantapnya. Rasanya sagu bakal se-
gera hilang dari sajian di meja makan
kami,” tutur Bateh dengan nada sedih.
Di pegunungan tengah, nasi jugamulai

menggeser ubi, keladi, dan jagung.
Tengoklah suguhan pesta kecil menyam-
but Natal di hunila keluarga Wes Togotli
di Bolakme, Jayawijaya.Menunya adalah
seketel besar nasi, sewajan rica babi,
sepanci besarmi instan dengan beberapa
helai kubis, dan sepiring kecil ikan sar-
den. ”Silakan, mari kita bersantap,” ajak
Togotli kepada para tamunya.
Kami pun segera menyerbu suguhan

itu. Keriangan suasana santap siang di
hunila Wes Togotli adalah keriangan
yang sama seperti yang kami temukan di
hunila Iriana di Hepuba, Distrik Aso-
lokobal. Yang berbeda hanya pada ma-
sakannya. Di hunila Iriani, kami me-
nemukan sajian otentik masyarakat pe-
gunungan Papua, yakni ubi bakar batu.
Sementara itu, dihunilaWesTigotli kami
menyantapmasakan yang hampir semua

bahannya didatangkan dari luar.
Ini keseharian santapan di honai, san-

tapan yang semua bahannya pabrikan
dari luar Wamena,” tutur Sekretaris Dis-
trik Bolakme Cyrillus Willem seperti
membaca pikiran kami.
Mau tahu berapa harga sebungkus mi

instan di Pasar Bolakme yang berjarak
500 meter dari hunila Wes Togotli? Rp
10.000!Mau tahuharga segenggamberas
yang hanya akan cukup untuk memasak
sepiring nasi? Rp 10.000! Harga-harga
ajaib itu muncul lantaran semua ”ma-
kanan asing” itu harus diangkut dari
Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawi-
jaya, dengan mobil bergandan ganda ke
distrik-distrik nan jauh, termasuk Bo-
lakme.
Kacaunya, harga barang di Wamena

sudah jauh dari normal. Intiplah harga
barangdiUDUsahaBaru, salah satu toko
kelontong di Wamena. ”Beras Rp 19.000
per kilogram, gula Rp 20.000 per ki-
logram, kopi Rp 15.000 per 165 gram,
minyak goreng kemasan Rp 25.000 per
liter. Sekali berbelanja, uang belanja ti-
dak mungkin kurang dari Rp 100.000.
Semua komoditas selalu diburu warga.
Stok 2,5 ton beras pasti tandas dalam
dua-tiga hari,” kata Udin, penjaga toko
kelontong itu.
Udin punya penjelasan sederhana soal

harga serba mahal itu. ”Semua barang
memang mahal karena didatangkan dari
Jayapura dengan pesawat. Harga satu
kilogram garam di Jayapura Rp 3.500,
diangkut dengan biaya Rp 8.000 per
kilogram. Silakan dijumlah sendiri harga
jualnya, lebih mahal ongkos angkut ke-
timbang nilai barangnya. Itu belum
menghitung kelangkaan yang kerap ter-
jadi karena kami gagal mengangkut ba-
rang jualan dari Jayapura ke Wamena.
Sudah dua pekan ini, stokmi instan kami
kosong,” keluh Udin, awal Desember
lalu.

engan seluruh kemahalan dis-
tribusi barang di Papua, nya-
tanya orang Papua semakin
tergantungkepadaberasun-
tuk memenuhi kebutuhan
pangannya. Berbagai pro-

gram bantuan uang jadi pemi-
cunya karenamemupus etos ker-

ja orang Papua untuk bertani dan beter-
nak. Alih fungsi hutan menjadi perke-
bunan tanaman industri, seperti sawit,
jugamembabat gudang panganmasyara-
kat adat Papua sehingga lagi-lagi mem-
buat ketergantungan orang Papua akan
beras semakin tinggi.

Senin (9/12) siang itu, halamanKantor
Pos Wamena di ibu kota Kabupaten
Jayawijaya penuh sesak oleh ratusan
warga yang mengantre pencairan ban-
tuan langsung sementara masyarakat
(BLSM). Para warga antre untuk meng-
ambil bantuan uang cair tahap 1 dan 2
periode 2013 senilai Rp 600.000 per
keluarga sasaran.

Awalnya, Pieter Gaspersz yang juga
Sekretaris II Satgas BLSM Kantor Area
XI Papua Maluku cukup duduk manis di
mejanya, mengawasi pencairan uang
bantuan dari pemerintah pusat itu. Se-
pertinya urusan pembagian dana Rp 8
miliar untuk penerima BLSM di Distrik
Wamena Kota dan Distrik Asologaima
bakal mulus. Namun, tiba-tiba terdengar
protes dari kerumunan warga yang
mengantre.

”Bantuan itu tidak betul. Kenapa ada
warga yang dulumenerima dan sekarang
tidak menerima?” seru salah satu kepala
desa yang berdiri di hadapan meja Gas-
persz. Di belakang si kepala desa itu,
beberapa warga turut meneriaki Gas-
persz, sementara puluhan orang lainnya
sibuk berdebat soal siapa saja penerima
bantuan langsung tunai (BLT) yang kini
tak kebagian jatah BLSM.

Suasana makin gaduh karena setiap
orang meneriakkan pendapatnya, saling
berebut bicara. Gasperszmemotong per-
debatan itu sebelum situasi semakin
gaduh dan kacau. ”Ini bukan pencairan
BLT. Bapak harus ingat, dulu saat penca-
iran BLT, semua penerimanya meme-
gang kartu bukti penerima BLT. Seka-
rang ini tidak ada kartu karena ini me-
mang bukan BLT. Ini program BLSM,
kartu BLSM semua ada di kami. Kalau
ada penerima BLT yang tidak menerima
dana BLSM itu karena sasaran BLSM
memang berbeda dengan sasaran BLT,”
ujar Gaspersz, juga dengan setengah ber-
teriak.

Gaspersz menghela napas seperti le-
mas. ”Menjelaskan beda BLT dan BLSM
di kota saja sudah susah seperti ini.
Padahal, BLSM juga harus dibagikan di
puluhan distrik lainnya. Di Jayawijaya,

ada 35.330 rumah tangga sasaran BLSM,
yang secara total akan menerima dana
Rp 21miliar. Anda bisa bayangkan protes
yang akan kami hadapi di titik pencairan
lainnya?” Gaspersz bertanya.

BLSM hanya satu dari sekian banyak
program ”bagi-bagi uang” pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah. Pe-
merintahProvinsi Papua,misalnya, sejak
tahun 2007menggelontorkan dana Ren-
cana Strategis Pembangunan Kampung
atauRespekberupauang cairRp 100 juta
per kampung. Tiap tahun, anggaran Pe-
merintah Provinsi Papua untuk program
itu tak kurang dari Rp 470 miliar.

Pemerintah pusat dan daerah juga
bersama-sama menggelontorkan bantu-
an langsung masyarakat (BLM). Begini-
lah kerumitan rumus ”bagi-bagi uang”
BLM, terinci menjadi program PNPM
Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM In-
frastruktur Pedesaan, dan PNPM Infra-
struktur Sosial Ekonomi Wilayah. Nilai

BLM Papua pada 2013 mencapai Rp
742,7 miliar. Di Papua Barat, program
yang sama menggelontorkan dana Rp
255 miliar.

Bermanfaat bagi masyarakat? ”Sama
sekali tidak,” kata pegiat hak asasimanu-
sia, Pater JohnDjongaPr. ”Bantuanuang
tunai dan beras miskin menghancurkan
etoskerja. Sekitar tahun1995, Jayawijaya
adalah daerah pertanian produktif, yang
bahkan mengirimkan banyak hasil bumi
ke Jayapura dan Mimika. Semua itu
sekarang tinggal cerita,” kata Pater John
Djonga.

Ada begitu banyak bantuan uang dan
beras miskin diberikan sehingga waktu
orang habis untuk mengantre bantuan.
Orang semakin malas berkebun, apalagi
beternak. Semua berpikir pintas. Toh,
ada beras bantuan dari pemerintah. ”Ka-
laupun tak ada beras miskin, orang di
Wamena akan memakai uang bantuan
untuk membeli beras yang harganya Rp

19.000 per kilogram itu. Itu takmember-
dayakan orang Jayawijaya, yang pada
dasarnya adalah petani dan peternak
hebat,” ujar Pater John Djonga.

Seluruh kekacauan itu digenapi oleh
alih fungsi hutan besar-besaran, hasil
utak-atik dan corat-coret di peta yang
nyatanya jugamenguapkan kemandirian
pangan orang asli Papua. Perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Keerom ada-
lah satu contoh alih konversi hutan yang
menghilangkan dusun sagu dan hutan
perburuan masyarakat adat.

Pada tahun 2007, di Arso telah terda-
pat sekitar 1.500 hektar kebun sawit PT
Perkebunan Negara (PTPN) II yang ter-
bengkalai karena telah melewati masa
produktif. Tanpa pernah mencari solusi
atas lahan sawitmangkrak itu, pada2008
pemerintah justru menerbitkan izin
pembukaan 26.300 hektar hutan di Dis-
trik Arso Timur, Kabupaten Keerom
untuk dijadikan kebun sawit.

Dari 26.300 hektar hutan yang dija-
tahkan pemerintah, 18.338 hektar di an-
taranya telah dikuasai Rajawali Group
melalui anak perusahaannya, PT Tandan
Sawita Papua. Awal Desember lalu, Yu-
liana Langwuyo mengajak kami me-
ngunjungibekashutanyang telahbersalin
wajah menjadi kebun sawit muda itu.

”Perkebunan kelapa sawit PTPN II
dibuka pada 1983. Orang Arso adalah
masyarakat adat berburu dan meramu,
yang selama 30 tahun gagal beralihmen-
jadi pekerja kebun sawit. Masyarakat
adat di Arso Timur juga pemburu dan
peramu, persis orang Arso. Ketika hutan
lumbung pangannya hilang, orang Arso
Timur pun mengandalkan beras untuk
memenuhi kebutuhan pangannya. Dulu
orang Arso Timur pemilik hutan yang
kaya pangan itu. Sekarangmereka hanya
menjadi buruh kebun sawit,” kata Lang-
wuyo yang juga staf SekretariatKeadilan,
Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
Fransiskan Papua itu.

Kondisi itu serupa dengan situasi ma-
syarakat adat Malind-Anim di Merauke,
yang hutannya sedang disulap menjadi
kawasan Merauke Integrated Food and
Energy Estate (MIFEE). Lewat MIFEE,
lagi-lagi hutan Papua bakal disulapmen-
jadi lahan penanaman padi, tebu, dan
kelapa sawit. Hanya di beberapa kam-
pung kecil, seperti di Wendu, kurang
lebih satu jam perjalanan dari Merauke,
dusun sagu masih bertahan.

Di Distrik Okaba yang termasuk cetak
biru MIFEE, warga mencoba menahan
lajuMIFEEdenganmenggelar pesta dan
lombamembakar sagu.Berbagai sep sagu
muncul dengan aneka cita rasa sagu
bakar. Mulai dari wanggilamo, berupa
sagu bakar berisi daging bercampur pa-
rutan kelapa, sampai dengan kumabo
yang berupa sagu bakar dari adonan
parutan kelapa muda serta pisang.

Sekretaris Dewan Adat Wilayah V Ha
Anim John Wob mengatakan, percam-
puran sagu, kelapa, dan daging melam-
bangkan relasi dan persatuan integral
antarmarga. Sagu atau Mahuze, kelapa
atau Gebze, dan daging babi atau Ba-
sik-Basik yang merupakan bagian dari
totem marga komunitas Malind Anim
menjadi satu keutuhan yang menjadi
jaminan bagi kelestarian kehidupan.

”Ketika seorang Malind makan sagu
bakar atau sep sagu, sebenarnya ia tidak
hanya sedangmemenuhi kebutuhan fisik
semata, tetapi sekaligusmenyatukan diri
dengan totemnya. Saatmenyantapnya, ia
merayakan Mahuze, Gebze, dan Ba-
sik-Basik. Yang jasmani dan rohani di-
penuhi sekaligus,” kata John Wob. Tak
ada yang tahu, sampai kapan Wob dan
manusia Malind Anim lainnya bisa me-
rayakan totem-totem mereka….

Kemandirian yang Hilang

Kemakmuran Sagu

A

D

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ratusan warga antre untuk mendapatkan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat di Kantor Pos Wamena,
Jayawijaya, Papua, Senin (9/12).

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sambil menggendong Lobeka, anaknya, Agustina mengumpulkan sagu yang
telah dipangkurnya di hutan di pinggir Sungai Welderman, Distrik Kaibar,
Kabupaten Mappi, Papua.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Warga memasak ikan kuah kuning dan papeda untuk makan
siang keluarga mereka di Kampung Workwana, Distrik Arso,
Keerom, Papua.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Beras yang telah diturunkan dari pesawat kargo di Bandara Wamena, Jaya-
wijaya, Papua, siap diangkut menuju gudang, Rabu (11/12). Selain melemahkan
budaya bertani warga Papua, pasokan beras miskin juga rawan diselewengkan.
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JENIS-JENIS
UBI JALAR

Masyarakat Papua
mengenal dua jenis makanan:
sagu dan ikan untuk mereka yang
hidup di wilayah pantai, serta ubi

jalar dan daging babi untuk
mereka yang hidup di
pegunungan. Dulu, sebelum
beras masuk ke Papua,
masyarakat pegunungan di
Papua mempunyai kebiasaan
”menyimpan” ubi di kebun. Ubi itu
masih melekat di dalam tanah dan

siap dimakan bila dibutuhkan.
Ada beraneka jenis varietas ubi

jalar. Perbedaannya terletak pada
bentuk, ukuran, warna daging umbi,
warna kulit, daya simpan, komposisi
kimia, sifat pengolahan, dan umur
panen. Ubi jalar yang dibudidayakan di

Pegunungan Tengah bisa dipanen
setelah enam bulan. Setiap

satu hektar lahan
mampu meng-
hasilkan 100-145
ton ubi jalar.
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Sumber: Litbang ”Kompas”/Bey dari ”Ubi Jalar Si Manis
Pemberi Kehidupan”, Oxfam, 2012

anusia diduga telah mendiami
lembah dataran tinggi Nugini
sekitar 30.000 tahun (Eko-
logi Papua, Sri Nurani Kar-
tikasari et al, 2012). Pulau
Nugini seluas 786.000 kilo-
meter persegi adalah pulau

terbesar kedua di dunia setelah
Pulau Greenland dengan kondisi

lingkungan yangmendekati kondisi eko-
logis Australia. Sejak ratusan tahun si-
lam, kawasan pegunungan tengah Nu-
gini menjadi kawasan berpenduduk ter-
banyak. Mereka hidup ditopang kepi-
awaian bertani.

Matahari nyaris seubun-ubun, tetapi
Tina Matuan belum selesai dengan pe-
kerjaannya. Ia berjongkok. Tangan kiri-
nya menjambak setiap rumput gulma di
gundukan tanah, menyibak daun ubi
jalar yang jarang-jarang. Tangan kanan-
nya menancapkan tongkat kecil untuk
mencongkeli gulma dari ladang tum-
pang sari ubi jalar, bayam, dan jagung-
nya.Tiapkalimenemukandedaunanubi
jalar yang merimbun, tongkatnya men-
congkel tanah untuk mengintip ukuran
ubi jalarnya. Ia menemukan ubi jalar
seukuran kepalan tangan. Dicabutnya
ubi itu kemudian dilemparkan ke sudut
ladang, tempat puluhan ubi jalar lain
terserak.

”Kami memanen hipere secukupnya
untuk makan hari ini. Besok kami bisa
ambil lagi,” tutur Matuan sambil terus
menyisir ladang di kaki bukit landai di
Muai, Distrik Hubikosi, Kabupaten Ja-
yawijaya. ”Pagi makan hipere, sore ma-
kan hipere,” tuturnya. ”Makan beras…?
Ya, kalau punya uang…,” Matuan terke-
keh.

Ladang ubi jalar, pisang, jagung, dan
bayam terserak di tiap sudut Kabupaten
Jayawijaya. Tak hanya di tanah datar
seperti ladangMatuan, guludan-guludan
ladang sambung menyambung seperti
kain perca yang menyelimuti bentang
alam lereng dan lembah di Jayawijaya.
Antropolog dan Ketua Lembaga Riset
Papua Johszua Robert Mansoben me-
nyebut peladang seperti Matuan adalah
ahli waris tradisi berladang di kawasan
pegunungan tengah Papua. ”Hipere atau
hupuru itu menjadi tanaman terpenting

bagi para peladang
di Papua. Gara-gara
bertanam hipere, pe-
ladang talas yang ber-
pindah-pindah
menjadi pe-
tani kebun
hipere yang
menetap,”
kata Manso-
ben.

Tanah Pa-
pua—sebutan ba-
gi Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Ba-
rat—memiliki beratus-ratus
suku dengan 269 bahasa yang
berbeda. Suku-suku itu hidup di wi-
layah seluas 422.000 kilometer yang
terdiri dari kepulauan, pesisir, tanah da-
tar, dan pegunungan. Populasi penduduk
di pegunungan lebih besar. Dan, sejak
lama kehidupan mereka ditopang la-
dang-ladang ubi jalar yang entah kapan
masuk ke Papua dari habitat pertamanya
di Benua Amerika. Faktanya, kini ada
lebih dari 100 varietas ubi jalar, dengan
beragam warna, ukuran, dan rasa.

LembahBaliemmemang teristimewa.
Dibandingkan daerah pesisir Papua yang
panas, iklimnya lebih lembab dan lebih
sering diterpa hujan deras. Di Baliem,
suhu begitu sejuk, rata-rata hanya 15,2
derajat celsius dengan kelembaban ber-

kisar 78 persen. Mungkin faktor alam
yangmelenakan itumembuat daerah itu
menjadi pilihan tempat tinggal banyak
orang.

Populasi penduduk yang besar mem-
buat kebutuhan pangan terus mening-
kat. Hal itu sekaligus merangsang mun-
culnya inovasi teknologi pertanian tra-
disional dan menuntun evolusi perta-
nianmenjadi kian canggih. Sebagaimana
para peladang menetap di kawasan pe-
gunungan tengah lainnya, para peladang
di Lembah Baliem piawai menaklukkan
tiap jengkal lereng yangmendominasi 75
persen bentang alam Jayawijaya. Suku

Yali di bagian timur
Lembah Baliem, misal-
nya, memiliki lima teknik
menanam hipere, bergan-

tung pada kemiringan tanah ladang-
nya.

Petani di lembah ini juga selalu me-
numpangsarikan ubi jalar, ubi kayu (Ma-
nihot esculenta), uwi (Dioscorea sp), dan
keladi/talas (Colocasia esculenta) di satu
ladang. Tanaman seperti pisang (Musa
sp), buah merah (Pandanus conoideus),
pandan kacang (Pandanus julianettii),
dan beberapa tanaman sayuran juga se-
lalu ada di ladang guludan.

Budidaya dengan cara ladang guludan
(membuat gundukan tanah memanjang
demimempertahankan suhudankelem-
babanmikro tanah) telah ada sejak 7.000
sampai 6.400 tahun lalu. Teknik itu kian
maju oleh teknologi pengairan dan dra-
inase yang tumbuh sejak 4.400 sampai

4.000 tahun lalu.
Ladang-ladang guludan itu sekaligus

menyangga pakan ternak babi—komodi-
tas tradisional terpenting karena men-
jadimas kawin dan hewan persembahan
yang harus ada di setiap acara bakar
batu. Karena itu, mereka juga menjelma
menjadi peternak babi yang andal. Di
samping itu, mereka berburu dan mera-
mu. Hasilnya buruan mereka olah de-
ngan teknik memasak bakar batu. ”Me-
reka tidakmengenal periuk atau belanga
sehingga bakar batu menjadi satu-satu-
nya cara memasak,” kata Mansoben.

Masyarakat di pesisir juga bercocok
tanam ubi jalar dan aneka tanaman,
seperti keladi/talas, ubi kayu, ataupun
uwi. Namun, hasil pertanian di pesisir
Papua tidak seintensif peladangan di
pegungungan tengah.Alammengonversi
kekurangan hasil ladang orang pesisir
dengan menyediakan sagu yang melim-
pah. Setiap kampung atau marga di
pesisir dan dataran rendah lazimnya
memiliki hutan ulayat penuh dengan
pohon sagu nan rapat. Orang pesisir
biasa menyebut hutan sagu sebagai ”du-
sun sagu.

”Belum lagi binatang buruan, ikan
sungai, ikan danau, ataupun ikan laut
yang melimpah. Masyarakat adat di pe-
sisir kaya bahanmakanan sehingga tidak
ada desakan untuk melakukan inovasi
teknologi pertanian seperti yang dialami
masyarakat adat di pegunungan tengah,”
kata Mansoben.

JELAJAH KULINER NUSANTARA

M
Peladang Ulung dari Lereng Gunung

Lihat Video Terkait
”Petani Hipere di Hu-
bikosi”
di vod.kompas.com/
petanihipere
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Selain menjadi cara
untuk memasak

santapan harian, bakar
batu juga memiliki
fungsi ritual dalam

upacara inisiasi
kedewasaan,

pernikahan, dan
kematian.

Alam mengonversi
kekurangan hasil la-
dang orang pesisir
dengan menyedia-
kan sagu yang me-
limpah.
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Mengubah Arah Kebijakan Pangan

JELAJAH KULINER NUSANTARA

atu kata kunci yang kerap terabaikan
dalam menyusun cetak biru menye-
jahterakan masyarakat adat Papua
adalah keberagaman masyarakat
adat Papua. Tidak ada satu kebijakan
yang bisa dengan pukul rata diberla-

kukan di Papua, pun dalam pangan.
Jumat (6/12) siang itu,wargaKampung

Muai, Distrik Hubikosi, Kabupten Jayawijaya, ter-
kumpul di sawah-sawah yang penuh padi yang siap
dipanen. Di beberapa sudut petak sawah mereka,
tumpukan panenan padi menunggu giliran untuk
dirontokkan gabahnya. Sebuah bilik tak beratap
dibentuk dari terpal plastik menjadi tempat para
lelaki merontokkan padi.

Dari balik bilik itu terdengar suara seikat padi
yang dihantamkan ke sebuah drum ukuran 200
liter yang terguling di tengah bilik. ”Beginilah cara
kami merontokkan gabah panenan kami karena
kami tak puya mesin perontok,” kata Boas Hisage.

Ya, di Kampung Muai, beras adalah harapan
Hisage dan para petani lain yang memimpikan
kembalinya kejayaan budidaya padi di sana. ”Kami
mengenal budidaya beras sejak awal tahun
1990-an. Dahulu, luasan sawah di Muai jauh lebih
besar dari luasan padi saat ini. Kini semakin banyak
sawah yang ditinggalkan petaninya karena kami
kesulitanmemasarkan padi ke pasar. Jalanmenuju
pasar rusak, sewamesin perontok padi punmahal,”
tutur Hisage.

Inilah salah satu ironi pembangunan di Papua.
Sementara orang-orang diWamena harusmerogoh
kocek dalam-dalam gara-gara membeli beras ter-
bang seharga Rp 19.000 per kilogram, potensi
budidaya beras diMuai yang berjarak hanya sekitar
dua jam perjalanan dari Wamena justru terbeng-
kalai.

”Saya hanya ingin kalianmelihat bahwamasalah
pangan di Papua itu bukan perkara ’beras atau
bukan beras’,” kata Pater John Djonga Pr.

”Kalau orang Muai makan beras, apakah itu
masalah? Tidak, karena mereka menanam sendiri
berasnya.Yang jadi soal hari ini adalahketikabegitu
banyak orang Jayawijaya mengonsumsi sesuatu
yang tidak mereka tanam, sambil meninggalkan
tradisinya bertani. Bayangkan jika begitu banyak
bantuan uang tunai dan anggaran beras miskin itu
dialihrupakan menjadi peralatan kerja petani di
Muai,” kata Pater John.

Distrik Hubikosi bukan satu-satunya distrik
penghasil beras di Jayawijaya. Sekretaris Jenderal
Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua

Markus Haluk menuturkan, kampungnya di Hu-
sinati, Distrik Walagama, juga menjadi lumbung
beras sejak 1985.

”Penanaman beras diperkenalkan seorang guru
yang berasal dari Toraja kepada tetua kami, Make
Itlay. Sejak saat itu, Make Itlay mengajak orangtua
kami bercocok tanam beras. Sesekali kami me-
nyantap beras, tetapi panenan beras lebih banyak
dijual di pasar. Hasilnya, saya bersekolah. Saya ini
anak beras,” kata Haluk.

Mirip dengan Muai, pertanian padi di Husinati
mulai surut pada 1996 dan kini semakin hancur
oleh kebijakan bantuan uang tunai dan beras
miskin. ”Kebijakan seperti itu merendahkan mar-
tabat kami sebagai petani-petani yang ulet. Sejak
kecil kami diajarkan bahwa sumber kekayaan,
kemakmuran, dan kejayaan orang gunung adalah
cacing tanah dan, kini, kami justru meninggalkan
cacing demi bantuan uang dan beras,” papar Mar-
kus.

Antropolog Johszua Robert Mansoben menye-
butkan, latar belakang masyarakat adat pegunung-
an tengah Papua sebagai petani hipere membuat
wargaMuai danHusinati cepat belajar berbudidaya
beras. ”Hal yang sebaliknya justru terjadi di sejum-
lah kantong transmigrasi di Nabire,Merauke, atau-
pun Keerom yang masyarakatnya terbiasa hidup
dengan berburu danmeramu.Mereka sulitmenye-
rap keterampilan budidaya beras,” kata Manso-
ben.

Kandidat Doktor Graduate School of Internati-
onal Relations Ritsumeikan University, Kyoto, Je-
pang, yang meneliti konflik sosial di Papua, Nino
Viartasiwi, menyebutkan, Papua mengalami ber-
bagai perubahan sosial yang terlalu cepat dalam
setengah abad terakhir dan perubahan sosial yang
terlalu cepat menghalangi tumbuhnya budaya ag-
raris pada masyarakat pemburu dan peramu di
Papua, sebagaimana kegagalan orang Arso menjadi
petani sawit.

”Dalam sebagian besar masyarakat adat di Pa-
pua, ada satu mata rantai perubahan sosial yang

terlompati, yakni masyarakat agraris. Masyarakat
melompat dari budaya berburu dan meramu ke
budaya industri. Di sisi lain, pergeseran konsumsi
adalah keniscayaan, orang Papua yang menjadi
pegawai jelas tak mungkin mengandalkan peme-
nuhan pangan dari hipere yang tak bisa disimpan
lama, padahal ia tak bisa lagi berkebun setiap hari,”
tutur Nino.

Nino menilai ketahanan pangan di Papua bukan
serta-merta menjadi lebih baik jika masyarakatnya
tetap berbudidaya hipere. ”Sekadar menarik kem-
bali masyarakat Papua untuk kembali menyantap
hipere juga tidak akan menyelesaikan masalah.
Artinya, pilihan pangan bukanlah persoalan utama.
Yangmenjadi persoalan adalah apakahmasyarakat
mampumemenuhi kebutuhanpanganmereka sen-
diri. Itu harus menjadi arah perbaikan kebijakan
pangan di Papua,” ungkap Nino.

Di petak sawahnya sore itu, Boaz Hisage dan
Pater John Djonga memperbincangkan kemung-
kinan warga Muai mendapatkan mesin perontok
danpenggiling padi. ”Sebenarnya itu bukan sesuatu
yang sangat mahal. Kalau saja uang raskin itu
dipakai untuk membelikan kami mesin perontok
dan penggiling padi,” kata Pater John. Kalau sa-
ja….
Kerusakan dan ancaman bencana kebijakan pa-

ngan yang terjadi di Papua seharusnya mulai
membuat kitamenahan diri untukmain pukul rata
soal Papua. Arah kebijakan ”memenuhi kebutuhan
pangan sendiri” sebagaimana yang digagas Nino
hanyamungkin tercapai jika kebijakan disesuaikan
dengan tiap-tiap keragaman di Papua. Tanpa itu,
alih-alihmemanen pangan, kita justru akanmema-
nen konflik. (B JOSIE SUSILO)

Kalau saja uang raskin
itu dipakai untuk mem-
belikan kami mesin pe-
rontok dan penggiling
padi.

S

Lihat Video Terkait
”Pepeda Kian Langka”
di vod.kompas.com/
pepedalangka

Lihat Video Terkait
”Beras di Wamena”
di vod.kompas.com/
beraswamena
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Petani Distrik Hubikosi, Jayawijaya, merontokkan padi dengan cara sederhana, Kamis (5/12). Untuk sekali panen, kelompok ini mampu memproduksi 10 ton beras. Tidak adanya mesin perontok, penggiling gabah, dan mahalnya ongkos angkut
menjadi kendala utama kelompok tani ini.

SEPTA

CARA ORANG ASMAT MEMBUAT SAGU

Pohon sagu ditebang menggunakan kapak.1

Batang dikuliti lalu dipangkur (melumat
daging sagu).

2

Hasil memangkur diperas di pelepah
daun pohon sagu.

3

Pati sagu diendapkan.4

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Seorang anak, Alfinus Tinoso, menikmati nasi dan ikan bakar untuk makan siang di rumah kakeknya
di Kampung Bayun, Distrik Pantai Kasuari, Asmat, Papua.
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SEPOTONG KISAH  
DARI PAPUA

Oleh: BUDI SUWARNA, ARYO WISANGGENI, JOSIE SUSILO, 
dan WISNU WIDIANTORO 
dimuat dalam Kompas pada 22 Desember 2013

Tanah Papua, wilayah paling luas di negeri ini, memiliki 
banyak kisah tentang makanan, alam, dan manusianya. 
Tak ada kisah yang akan utuh menuturkan tradisi 
bersantap Papua. Ini cerita tentang makin pudarnya 
penghormatan terhadap keberagaman pangan di 
Nusantara dan kisah tentang surutnya kemandirian 
pangan masyarakat Papua.

Tak ada api yang tersisa, tak ada semerbak aroma 
rempah yang menggantung di udara. Yang ada hanya 
asap tipis mengepul dari tumpukan batu di samping 

hunila atau honai panjang dapur keluarga Iriana Wetipo. Ketika 
memasak belum lagi dimulai, kayu yang membakar tumpukan 
batu itu tinggal menyisakan abu. Hangat menyelusup di antara 
dinginnya angin sore Lembah Baliem di Kampung Hepuba, 
Distrik Asolokobal, Kabupaten Jayawijaya, Minggu (8/12).

Maria Lokobal, mertua Iriana, mengambil sebuah tongkat 
yang ujungnya terbelah untuk menjepit dan memindahkan 
batu-batu panas ke dalam sebuah liang bulat. Ia menyusun 
batu-batu panas itu melapisi dinding liang sedalam 70-an 
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sentimeter. ”Inilah bakar batu, memasak dengan batu yang 
dibakar sampai panas,” tutur Maria.

Magda Lokobal, adik Maria, mengambil peran lain. Ia 
menaruh sepelukan daun lokop, sisika, jeleka, dan daun dari 
tanaman serupa pohon kapas untuk melapisi batu-batu panas. 
Maria dan Iriani menyusul Magda dengan memasukkan aneka 
jenis ubi. Orang Hepuba menyebutnya hupuru, orang Wamena 
menamainya hipere. Di daerah barat Papua, barang yang sama 
disebut erom atau mbik.

Setelah hupuru, giliran berbonggol-bonggol jagung 
dibenamkan di sela-sela ubi. Magda kembali menimbun 
liang itu dengan sepelukan lain daun lokop. Timbunan itu 
dilapisi lagi daun pisang dan setumpuk daun lokop. Maria 
menambahkan garam dan menuangkan minyak goreng nabati 
hingga tumpukan itu nyaris kuyup.

Tidak berhenti di situ, Magda dan Iriana kembali melapisi 
tumpukan itu dengan daun pisang lebar dan daun lainnya. 
Agar tak ada uap panas yang keluar dari liang, mereka melapisi 
lagi timbunan itu dengan plastik bening dan kain-kain usang. 
Begitulah, ada berlapis-lapis bahan yang dimasukkan untuk 
mengunci suhu panas batu tetap berada di dalam liang. 
”Kita tinggal menunggu, satu jam saja hupuru akan matang 
sempurna. Daun-daun itu tidak sekadar melapisi batu agar 
ubi jalar tidak gosong, tetapi juga memberi rasa,” kata Maria 
tersenyum.

Ketiga ”koki”bakar batu itu segera menghilang ke dalam 
hunila Iriana, meninggalkan lubang bakar batunya yang 
kini menjadi gundukan kecil dengan asap tipis mengudara. 
Suami Maria, Ferry Asso,tertawa melihat wajah tetamunya 
digantungi aneka pertanyaan. ”Kita akan menyantap hupuru 
yang lezat. Bakar batu selalu menawarkan sajian yang lebih 
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lezat dari sepiring nasi,” katanya.

Asso menunjuk ke pagar panjang mendaki bukit yang 
memagari tiga hunila dan sebuah honai (rumah tradisional 
berbentuk bulat) di kaki bukit di Hepuba itu. ”Seluruh 
kompleks rumah-rumah ini kami sebut silimo. Hunila yang 
paling atas ini menjadi dapur menantu saya, Iriana. Bakar batu 
di samping hunila dimasak untuk santapan keluarga hunila-
nya. Hunila Maria ada di bawah, dan lain hari Maria membuat 
bakar batu di sana untuk santapan kami.”

Pelan tetapi pasti, aroma yang memompa selera kian 
tercium dari gundukan itu. Setelah satu jam berlalu, Iriana, 
Maria, dan Magda membongkar kembali liang bakar batunya, 
membebaskan panas yang terperangkap timbunan dedaunan, 
kain tua, dan plastik. Segenap orang di silimo beranjak mendaki 
tanjakan kecil menuju hunila Iriana, merubung Maria yang 
menggali puluhan ubi jalar bakar. ”Ini yang paling enak,” ujar 
Asso mengambil sebuah ubi jalar berkulit ungu yang tampak 
kering, nyaris serupa ubi jalar mentah.

Begitu ubi di genggaman merekah, uap yang lebih pekat 
segera menebar harum. Pada gigitan pertama, sensasi rasanya 
begitu berbeda. Ubi itu begitu bersih, polos, namun sungguh 
pulen dan lembut hingga nyaris melumer di lidah. Rasanya 
manis seperti madu dengan jejak asap yang menyusup hingga 
ke pori-pori daging ubi.

Maria menyodorkan sebonggol jagung. Begitu pelepahnya 
terkelupas, biji jagung yang kering langsung menebar rasa 
manis. ”Rasa manisnya jauh berbeda jika jagung itu kami 
rebus atau kami kukus,” tutur Maria, terbahak.

Asso puas dengan bakar batu Minggu sore itu. ”Ini bakar 
batu yang baik, semua sajiannya matang sempurna,” tuturnya.

Dia menjelaskan, bakar batu untuk santapan harian dengan 
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bakar batu untuk ritual sangat berbeda. Untuk keperluan 
ritual, bakar batu harus digelar di halaman silimo Otilu. Ia 
menunjuk sebuah halaman yang diapit dua hunila dan sebuah 
honai perang di tengahnya. Aturan bakar batunya pun lebih 
ketat. Liang bakar batu biasanya bergaris tengah dua meteran 
yang cukup untuk menampung setumpuk ubi dan dua ekor 
babi. ”Hanya daun lokop dan lukata yang boleh dipakai untuk 
melapisi batu panasnya. Selain itu, hasilnya harus dinikmati 
segenap keluarga yang tinggal di silimo,” tutur Asso.

Begitulah, bakar batu di halaman silimo bukan sekadar 
aktivitas memasak, melainkan bagian dari ritus. Apa yang 
keluar dari liang batu bakar adalah isyarat atas doa dan harapan 
yang mengiringi upacara adat. Jika semua bahan termasak 
sempurna, itu pertanda baik. Jika ada bagian yang mentah, itu 
berarti ada sesuatu yang salah. ”Kita harus mencari tahu. Pasti 
ada saja sesuatu yang salah,” kata Asso.

Sebagai medium berkomunikasi dengan roh leluhur, ritus 
bakar batu diyakini harus selalu ada dalam beragam upacara 
menyangkut laku hidup manusia suku Hubula di Lembah 
Baliem. Bakar batu juga menjadi tradisi pokok beratus ribu 
anak adat dari suku-suku lain di kawasan pegunungan tengah 
Papua yang membentang mulai Kabupaten Paniai di barat 
hingga Kabupaten Pegunungan Bintang di ujung timur di 
perbatasan Indonesia-Papua Niugini.

”Tak ada bakar batu tanpa hupuru dan babi. Tanpa 
keduanya, kami tak bisa menjalani ritus menjadi manusia 
dewasa, menikah, ataupun membuka kebun yang subur. Jika 
seperti itu, kami bukan lagi anak adat Hubula,” tegas Asso.
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PELADANG ULUNG  
DARI LERENG GUNUNG

Manusia diduga telah mendiami lembah dataran 
tinggi Nugini sekitar 30.000 tahun (Ekologi Papua, 
Sri Nurani Kartikasari et al, 2012). Pulau Nugini 

seluas 786.000 kilometer persegi adalah pulau terbesar kedua 
di dunia setelah Pulau Greenland dengan kondisi lingkungan 
yang mendekati kondisi ekologis Australia. Sejak ratusan 
tahun silam, kawasan pegunungan tengah Nugini menjadi 
kawasan berpenduduk terbanyak. Mereka hidup ditopang 
kepiawaian bertani.

Matahari nyaris seubun-ubun, tetapi Tina Matuan belum 
selesai dengan pekerjaannya. Ia berjongkok. Tangan kirinya 
menjambak setiap rumput gulma di gundukan tanah, 
menyibak daun ubi jalar yang jarang-jarang. Tangan kanannya 
menancapkan tongkat kecil untuk mencongkeli gulma dari 
ladang tumpang sari ubi jalar, bayam, dan jagungnya.

Tiap kali menemukan dedaunan ubi jalar yang merimbun, 
tongkatnya mencongkel tanah untuk mengintip ukuran ubi 
jalarnya. Ia menemukan ubi jalar seukuran kepalan tangan. 
Dicabutnya ubi itu kemudian dilemparkan ke sudut ladang, 
tempat puluhan ubi jalar lain terserak.

”Kami memanen hipere secukupnya untuk makan hari 
ini. Besok kami bisa ambil lagi,” tutur Matuan sambil terus 
menyisir ladang di kaki bukit landai di Muai, Distrik Hubikosi, 



MENGGANTANG ASA

24

Kabupaten Jayawijaya. ”Pagi makan hipere, sore makan 
hipere,” tuturnya. ”Makan beras…? Ya, kalau punya uang…,” 
Matuan terkekeh. Ladang ubi jalar, pisang, jagung, dan bayam 
terserak di tiap sudut Kabupaten Jayawijaya. Tak hanya di 
tanah datar seperti ladang Matuan, guludan-guludan ladang 
sambung menyambung seperti kain perca yang menyelimuti 
bentang alam lereng dan lembah di Jayawijaya. Antropolog 
dan Ketua Lembaga Riset Papua Johszua Robert Mansoben 
menyebut peladang seperti Matuan adalah ahli waris tradisi 
berladang di kawasan pegunungan tengah Papua. ”Hipere 
atau hupuru itu menjadi tanaman terpenting bagi para 
peladang di Papua. Gara-gara bertanam hipere, peladang talas 
yang berpindah- pindah menjadi petani kebun hipere yang 
menetap,” kata Mansoben.

Tanah Papua— sebutan bagi Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat— memiliki beratus-ratus suku dengan 269 bahasa 
yang berbeda. Suku-suku itu hidup di wilayah seluas 422.000 
kilometer yang terdiri dari kepulauan, pesisir, tanah datar, 
dan pegunungan. Populasi penduduk di pegunungan lebih 
besar. Dan, sejak lama kehidupan mereka ditopang ladang-
ladang ubi jalar yang entah kapan masuk ke Papua dari habitat 
pertamanya di Benua Amerika. Faktanya, kini ada lebih dari 
100 varietas ubi jalar, dengan beragam warna, ukuran, dan 
rasa. Lembah Baliem memang teristimewa. Dibandingkan 
daerah pesisir Papua yang panas, iklimnya lebih lembab 
dan lebih sering diterpa hujan deras. Di Baliem, suhu begitu 
sejuk, rata-rata hanya 15,2 derajat celsius dengan kelembaban 
berkisar 78 persen. Mungkin faktor alam yang melenakan itu 
membuat daerah itu menjadi pilihan tempat tinggal banyak 
orang.

Populasi penduduk yang besar membuat kebutuhan 
pangan terus meningkat. Hal itu sekaligus merangsang 
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munculnya inovasi teknologi pertanian tradisional dan 
menuntun evolusi pertanian menjadi kian canggih. 
Sebagaimana para peladang menetap di kawasan pegunungan 
tengah lainnya, para peladang di Lembah Baliem piawai 
menaklukkan tiap jengkal lereng yang mendominasi 75 
persen bentang alam Jayawijaya. Suku Yali di bagian timur 
Lembah Baliem, misalnya, memiliki lima teknik menanam 
hipere, bergantung pada kemiringan tanah ladangnya. Petani 
di lembah ini juga selalu menumpangsarikan ubi jalar, ubi 
kayu (Manihot esculenta), uwi (Dioscorea sp), dan keladi/talas 
(Colocasia esculenta) di satu ladang. Tanaman seperti pisang 
(Musa sp), buah merah (Pandanus conoideus), pandan kacang 
(Pandanus julianettii), dan beberapa tanaman sayuran juga 
selalu ada di ladang guludan.

Budidaya dengan cara ladang guludan (membuat 
gundukan tanah memanjang demi mempertahankan suhu 
dan kelembaban mikro tanah) telah ada sejak 7.000 sampai 
6.400 tahun lalu. Teknik itu kian maju oleh teknologi 
pengairan dan drainase yang tumbuh sejak 4.400 sampai 4.000 
tahun lalu. Ladang-ladang guludan itu sekaligus menyangga 
pakan ternak babi—komoditas tradisional terpenting karena 
menjadi mas kawin dan hewan persembahan yang harus ada 
di setiap acara bakar batu. Karena itu, mereka juga menjelma 
menjadi peternak babi yang andal. Di samping itu, mereka 
berburu dan meramu. Hasilnya buruan mereka olah dengan 
teknik memasak bakar batu. ”Mereka tidak mengenal periuk 
atau belanga sehingga bakar batu menjadi satu-satunya cara 
memasak,” kata Mansoben.

Masyarakat di pesisir juga bercocok tanam ubi jalar dan 
aneka tanaman, seperti keladi/talas, ubi kayu, ataupun uwi. 
Namun, hasil pertanian di pesisir Papua tidak seintensif 
peladangan di pegunungan tengah. Alam mengonversi 
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kekurangan hasil ladang orang pesisir dengan menyediakan 
sagu yang melimpah. Setiap kampung atau marga di pesisir 
dan dataran rendah lazimnya memiliki hutan ulayat penuh 
dengan pohon sagu nan rapat. Orang pesisir biasa menyebut 
hutan sagu sebagai ”dusun sagu.

”Belum lagi binatang buruan, ikan sungai, ikan danau, 
ataupun ikan laut yang melimpah. Masyarakat adat di pesisir 
kaya bahan makanan sehingga tidak ada desakan untuk 
melakukan inovasi teknologi pertanian seperti yang dialami 
masyarakat adat di pegunungan tengah,” kata Mansoben.
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KEMAKMURAN SAGU

Ayunan alat pangkur itu berayun secepat tarikan dua 
lengan kuat. Dalam satu tarikan napas, pangkur itu 
mengacung tinggi. Ketika ia menghela napas, seluruh 

badan bagian atas Agustina berayun cepat menghujamkan 
pangkurnya ke daging batang pohon amos atau sagu berduri 
(Metroxylon rumphii). Di punggung Agustina, Lobeka (3), 
putrinya, menempel rapat dalam gendongan. Sudah dua hari 
Lobeka menjadi bagian dari ribuan ayunan kuat tubuh ibunya. 
Dan, ia tidak jera.

Daging amos berwarna krem hancur terserak di antara ke
dua kaki Agustina. Yang tersisa tinggal semeteran batang sagu 
sepelukan orang dewasa itu. Saat daging sagu menggunduk, 
Agustina memindahnya ke dalam sebuah tas berbahan karung 
beras ukuran 10 kilogram. Begitu tas itu penuh, Agustina me-
nyungginya menuju pinggir Sungai Siratz di Distrik Kaibar, 
Asmat, Papua. Ketika Agustina datang, Ruben—suaminya—
belum selesai menapis sari pati sagu yang dipangkur Agus-
tina sebelumnya. Dalam sebuntalan kain yang ada di pangkal 
pelepah sagu, tangan Ruben meremas kuat-kuat sabut daging 
sagu. Perasan putih mengaliri pelepah sagu menuju pelepah 
lain yang menjadi ”kolam pengendapan” sagu.

Kegiatan menangkur sagu telah dilakukan suami istri 
itu selama dua hari terakhir. Keduanya pergi meninggalkan 
Kampung Pinerbis di Distrik Kaibar dengan membawa dua 
anak balitanya, Lokeba dan Yosekin (1). Setelah mendayung 
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perahu berkilo-kilometer, mereka tiba di hutan sagu ulayat 
sukunya. ”Kami akan memangkur sagu hingga cukup 
persediaan selama dua bulan ke depan. Setelah itu barulah 
kami pulang ke Pinerbis,” kata Ruben.

Itu berarti dua-tiga pekan Ruben, Agustina, Lobeka, dan 
Yoseakin bakal tidur dalam bivak berdinding dan beratap daun 
sagu. Musim pangkur sagu juga diiringi perburuan singkat 
aneka satwa dan ikan di hutan dataran rendah yang lebat dan 
basah, tempat berbagai burung, reptil, dan mamalia, seperti tikus 
hutan, posum, kuskus, ataupun kelelawar, bisa ditemukan. Dari 
sagu yang dipangkur dengan segenap keringat dan entakan 
napas itulah, lempeng lempeng sagu bakar dihasilkan.

Parutan endapan pati sagu yang menggumpal keras 
melumer perlahan, menebar bau terbakar yang khas. Aroma 
gosong itu mengimbuhi rasa tawar sagu bakar. Sagu bakar 
selalu menyodorkan sensasi rasa mengunyah karet kenyal 
yang hangat dan berbulir-bulir kasar. Setiap otot geraham 
serasa bekerja ekstra melumat bola dan lempeng sagu. Sensasi 
itu bisa ditemukan di hampir setiap tempat di Asmat dan 
pesisir selatan Papua lainnya.

Ratusan kilometer dari bivak Ruben, di dapur Martina 
Bateh yang ada di tepian dusun sagu, Kampung Workwana, 
Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sagu yang tersuguhkan 
sama sekali berbeda. Tangan Bateh meremas kuat gumpalan 
pati sagu dalam baskom, lantas melarutkannya dengan air 
bercampur perasan jeruk nipis. Setelah ditapis, air seputih 
susu itu dituangi air mendidih. Dua tongkat seukuran sumpit 
di tangan Bateh berputar cepat mengaduk adonan pati sagu 
yang segera mengental menjadi jenang. ”Inilah papeda,” ujar 
Bateh sambil mengangkat baskom itu ke meja dapurnya.

Dari meja itu tercium aroma lezat sepanci sajian ikan kuah 
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kuning yang menjadi teman menyantap papeda. Sup ikan 
berkuah kuning itu lebih dahulu dituangkan ke piring kosong, 
mengalasi papeda agar tak lengket di piring. Beramai- ramai kami 
menyantapnya di kebun di belakang dapur Bateh. Bateh dan 
para kerabatnya tertawa melihat kami kelabakan menggulung 
gumpalan sagu dan menumpahkannya ke atas piring. Segala 
kepanikan itu langsung terbayar ketika sesuap sagu yang basah 
kuyup oleh kuah kuning menggelontor ke tenggorokan sambil 
meninggalkan jejak pedas cabai dan harum serai.

Dari antropolog Mansoben, barulah kami tahu betapa 
istimewanya sajian papeda dari dapur Bateh. ”Masyarakat 
adat di Sentani dan Arso mengenal belanga yang dibuat dari 
tanah liat yang mudah didapati di kawasan Danau Sentani. 
Belanga membuat mereka piawai mengolah sagu menjadi 
papeda atau jenang sagu yang membutuhkan air mendidih. 

Berbeda dengan di Asmat, karena tak mengenal belanga, 
mereka menyantap sagu lempeng dan sagu bola yang dibakar 
dan diparut,” kata Mansoben. Serupa dengan bakar batu, sagu 
bakar dan papeda juga terkait dengan kisah leluhur dan alam 
roh. Setiap manusia adat Papua pastilah menghormati sagu lebih 
daripada sekadar santapan. Banyak suku di Papua mengenal 
mitologi sagu yang dikisahkan sebagai penjelmaan manusia 
dengan beragam kisah dan nama. Manusia mengorbankan 
dirinya demi memberi makan anak-keturunannya. ”Sagu 
adalah inti dari berbagai ritual masyarakat adat di pesisir dan 
dataran rendah Papua,” kata Mansoben.

Dalam budaya patriarkat masyarakat adat Asmat, 
misalnya, setiap tahun digelar pesta ulat sagu. Pesta ulat sagu 
menjadi satu-satunya hari ketika perempuan Asmat boleh 
memasuki jew atau rumah komunal tempat setiap lelaki 
dewasa bertempat tinggal di kampong tradisional Asmat. Para 
perempuan berpesta dilayani para suami yang memasak untuk 
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mereka. Di hadapan beratus orang di dalam jew, setiap istri 
berkesempatan mengutarakan segenap isi hati, kemarahan, 
kekecewaan, juga cercaan. Sebaliknya, setiap suami harus 
mendengar dan meminta maaf kepada istrinya. Pesta yang 
kerap diakhiri isak tangis haru.

”Ritual ulat sagu adalah ritus memuliakan perempuan 
Asmat, dan pesta ulat sagu selalu menebar energi baru bagi tiap 
kampung Asmat untuk melanjutkan kehidupan mereka sebagai 
manusia. Ada banyak ritus suku lain yang juga menjadikan 
sagu sebagai persembahan utama,” kata Mansoben.

Karena itulah, generasi tua mulai gusar melihat cucu-cucu 
mereka tak lagi mau menyantap sagu dan lebih memilih nasi. 
”Anak-anak belasan tahun tidak mau lagi makan sagu. Mereka 
tidak tahu cara membuat sagu. Hanya orang berumurlah 
yang masih menokok sagu dan menyantapnya. Rasanya sagu 
bakal segera hilang dari sajian di meja makan kami,” tutur 
Bateh dengan nada sedih. Di pegunungan tengah, nasi juga 
mulai,menggeser ubi, keladi, dan jagung. Tengoklah suguhan 
pesta kecil menyambut Natal di hunila keluarga Wes Togotli 
di Bolakme, Jayawijaya. Menunya adalah seketel besar nasi, 
sewajan rica babi, sepanci besar mi instan dengan beberapa 
helai kubis, dan sepiring kecil ikan sarden.

”Silakan, mari kita bersantap,” ajak Togotli kepada 
para tamunya. Kami pun segera menyerbu suguhan itu. 
Keriangan suasana santap siang di hunila Wes Togotli adalah 
keriangan yang sama seperti yang kami temukan di hunila 
Iriana di Hepuba, Distrik Asolokobal. Yang berbeda hanya 
pada masakannya. Di hunila Iriani, kami menemukan sajian 
otentik masyarakat pegunungan Papua, yakni ubi bakar batu. 
Sementara itu, di hunila Wes Tigotli kami menyantap masakan 
yang hampir semua bahannya didatangkan dari luar. Ini 
keseharian santapan di honai, santapan yang semua bahannya 
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pabrikan dari luar Wamena,” tutur Sekretaris Distrik Bolakme 
Cyrillus Willem seperti membaca pikiran kami.

Mau tahu berapa harga sebungkus mi instan di Pasar 
Bolakme yang berjarak 500 meter dari hunila Wes Togotli? 
Rp 10.000! Mau tahu harga segenggam beras yang hanya 
akan cukup untuk memasak sepiring nasi? Rp 10.000! Harga-
harga ajaib itu muncul lantaran semua ”makanan asing” itu 
harus diangkut dari Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, 
dengan mobil bergandan ganda ke distrik-distrik nan jauh, 
termasuk Bolakme. Kacaunya, harga barang di Wamena 
sudah jauh dari normal. Intiplah harga barang di UD Usaha 
Baru, salah satu toko kelontong di Wamena. ”Beras Rp 19.000 
per kilogram, gula Rp 20.000 per kilogram, kopi Rp 15.000 
per 165 gram, minyak goreng kemasan Rp 25.000 per liter. 
Sekali berbelanja, uang belanja tidak mungkin kurang dari Rp 
100.000. Semua komoditas selalu diburu warga. Stok 2,5 ton 
beras pasti tandas dalam dua-tiga hari,” kata Udin, penjaga 
toko kelontong itu. Udin punya penjelasan sederhana soal 
harga serba mahal itu. ”Semua barang memang mahal karena 
didatangkan dari Jayapura dengan pesawat. Harga satu 
kilogram garam di Jayapura Rp 3.500, diangkut dengan biaya 
Rp 8.000 per kilogram. Silakan dijumlah sendiri harga jualnya, 
lebih mahal ongkos angkut ketimbang nilai barangnya. Itu 
belum menghitung kelangkaan yang kerap terjadi karena kami 
gagal mengangkut barang jualan dari Jayapura ke Wamena. 
Sudah dua pekan ini, stok mi instan kami kosong,” keluh 
Udin, awal Desember lalu.
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KEMANDIRIAN  
YANG HILANG

Dengan seluruh kemahalan distribusi barang di Papua, 
nyatanya orang Papua semakin tergantung kepada 
beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. 

Berbagai program bantuan uang jadi pemicunya karena 
memupus etos kerja orang Papua untuk bertani dan beternak. 
Alih fungsi hutan menjadi perkebunan tanaman industri, 
seperti sawit, juga membabat gudang pangan masyarakat 
adat Papua sehingga lagi-lagi membuat ketergantungan orang 
Papua akan beras semakin tinggi.

Senin (9/12) siang itu, halaman Kantor Pos Wamena di ibu 
kota Kabupaten Jayawijaya penuh sesak oleh ratusan

warga yang mengantre pencairan bantuan langsung 
sementara masyarakat (BLSM). Para warga antre untuk 
mengambil bantuan uang cair tahap 1 dan 2 periode 2013 
senilai Rp 600.000 per keluarga sasaran.

Awalnya, Pieter Gaspersz yang juga Sekretaris II Satgas 
BLSM Kantor Area XI Papua Maluku cukup duduk manis di 
mejanya, mengawasi pencairan uang bantuan dari pemerintah 
pusat itu. Sepertinya urusan pembagian dana Rp 8 miliar 
untuk penerima BLSM di Distrik Wamena Kota dan Distrik 
Asologaima bakal mulus. Namun, tiba-tiba terdengar protes 
dari kerumunan warga yang mengantre.

”Bantuan itu tidak betul. Kenapa ada warga yang dulu 
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menerima dan sekarang tidak menerima?” seru salah satu 
kepala desa yang berdiri di hadapan meja Gaspersz. Di 
belakang si kepala desa itu, beberapa warga turut meneriaki 
Gaspersz, sementara puluhan orang lainnya sibuk berdebat 
soal siapa saja penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang 
kini tak kebagian jatah BLSM.

Suasana makin gaduh karena setiap orang meneriakkan 
pendapatnya, saling berebut bicara. Gaspersz memotong 
perdebatan itu sebelum situasi semakin gaduh dan kacau. ”Ini 
bukan pencairan BLT. Bapak harus ingat, dulu saat pencairan 
BLT, semua penerimanya memegang kartu bukti penerima 
BLT. Sekarang ini tidak ada kartu karena ini memang bukan 
BLT. Ini program BLSM, kartu BLSM semua ada di kami. 
Kalau ada penerima BLT yang tidak menerima dana BLSM itu 
karena sasaran BLSM memang berbeda dengan sasaran BLT,” 
ujar Gaspersz, juga dengan setengah berteriak. 

Gaspersz menghela napas seperti lemas. ”Menjelaskan 
beda BLT dan BLSM di kota saja sudah susah seperti ini. 
Padahal, BLSM juga harus dibagikan di puluhan distrik 
lainnya. Di Jayawijaya, ada 35.330 rumah tangga sasaran BLSM, 
yang secara total akan menerima dana Rp 21 miliar. Anda bisa 
bayangkan protes yang akan kami hadapi di titik pencairan 
lainnya?” Gaspersz bertanya. BLSM hanya satu dari sekian 
banyak program ”bagi-bagi uang” pemerintah pusat ataupun 
pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua, misalnya, 
sejak tahun 2007 menggelontorkan dana Rencana Strategis 
Pembangunan Kampung atau Respek berupa uang cair Rp 100 
juta per kampung. Tiap tahun, anggaran Pemerintah Provinsi 
Papua untuk program itu tak kurang dari Rp 470 miliar. 

Pemerintah pusat dan daerah juga bersama-sama 
menggelontorkan bantuan langsung masyarakat (BLM). 
Beginilah kerumitan rumus ”bagi-bagi uang” BLM, terinci 
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menjadi program PNPM Pedesaan, PNPM Perkotaan, PNPM 
Infrastruktur Pedesaan, dan PNPM Infrastruktur Sosial 
Ekonomi Wilayah. Nilai BLM Papua pada 2013 mencapai 
Rp. 742,7 miliar. Di Papua Barat, program yang sama 
menggelontorkan dana Rp. 255 miliar.

Bermanfaat bagi masyarakat? ”Sama sekali tidak,” kata 
pegiat hak asasi manusia, Pater John Djonga Pr. ”Bantuan uang 
tunai dan beras miskin menghancurkan etos kerja. Sekitar 
tahun 1995, Jayawijaya adalah daerah pertanian produktif, 
yang bahkan mengirimkan banyak hasil bumi ke Jayapura dan 
Mimika. Semua itu sekarang tinggal cerita,” kata Pater John 
Djonga. Ada begitu banyak bantuan uang dan beras miskin 
diberikan sehingga waktu orang habis untuk mengantre 
bantuan.

Orang semakin malas berkebun, apalagi beternak. Semua 
berpikir pintas. Toh, ada beras bantuan dari pemerintah. 
”Kalaupun tak ada beras miskin, orang di Wamena akan 
memakai uang bantuan untuk membeli beras yang harganya 
Rp 19.000 per kilogram itu. Itu tak memberdayakan orang 
Jayawijaya, yang pada dasarnya adalah petani dan peternak 
hebat,” ujar Pater John Djonga.

Seluruh kekacauan itu digenapi oleh alih fungsi hutan 
besar-besaran, hasil utak-atik dan corat-coret di peta yang 
nyatanya juga menguapkan kemandirian pangan orang asli 
Papua. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Keerom adalah 
satu contoh alih konversi hutan yang menghilangkan dusun 
sagu dan hutan perburuan masyarakat adat.

Pada tahun 2007, di Arso telah terdapat sekitar 1.500 
hektar kebun sawit PT Perkebunan Negara (PTPN) II yang 
terbengkalai karena telah melewati masa produktif. Tanpa 
pernah mencari solusi atas lahan sawit mangkrak itu, pada 
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2008 pemerintah justru menerbitkan izin pembukaan 26.300 
hektar hutan di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom

untuk dijadikan kebun sawit. Dari 26.300 hektar hutan 
yang dijatahkan pemerintah, 18.338 hektar di antaranya

telah dikuasai Rajawali Group melalui anak 
perusahaannya, PT Tandan Sawita Papua. Awal Desember 
lalu, Yuliana Langwuyo mengajak kami mengunjungi bekas 
hutan yang telah bersalin wajah menjadi kebun sawit muda 
itu.

”Perkebunan kelapa sawit PTPN II dibuka pada 1983. 
Orang Arso adalah masyarakat adat berburu dan meramu, 
yang selama 30 tahun gagal beralih menjadi pekerja kebun 
sawit. Masyarakat adat di Arso Timur juga pemburu dan

peramu, persis orang Arso. Ketika hutan lumbung 
pangannya hilang, orang Arso Timur pun mengandalkan 
beras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dulu orang 
Arso Timur pemilik hutan yang kaya pangan itu. Sekarang 
mereka hanya menjadi buruh kebun sawit,” kata Langwuyo 
yang juga staf Sekretariat Keadilan,

Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua itu. 
Kondisi itu serupa dengan situasi masyarakat adat Malind-
Anim di Merauke, yang hutannya sedang disulap menjadi 
kawasan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). 
Lewat MIFEE, lagi-lagi hutan Papua bakal disulap menjadi 
lahan penanaman padi, tebu, dan kelapa sawit. Hanya di 
beberapa kampong kecil, seperti di Wendu, kurang lebih satu 
jam perjalanan dari Merauke, dusun sagu masih bertahan. 

Di Distrik Okaba yang termasuk cetak biru MIFEE, warga 
mencoba menahan laju MIFEE dengan menggelar pesta dan 
lomba membakar sagu. Berbagai sep sagu muncul dengan 
aneka cita rasa sagu bakar. Mulai dari wanggilamo, berupa 
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sagu bakar berisi daging bercampur parutan kelapa, sampai 
dengan kumabo yang berupa sagu bakar dari adonan parutan 
kelapa muda serta pisang.

Sekretaris Dewan Adat Wilayah V Ha Anim John 
Wob mengatakan, percampuran sagu, kelapa, dan daging 
melambangkan relasi dan persatuan integral antarmarga. Sagu 
atau Mahuze, kelapa atau Gebze, dan daging babi atau Basik-
Basik yang merupakan bagian dari totem marga komunitas 
Malind Anim menjadi satu keutuhan yang menjadi jaminan 
bagi kelestarian kehidupan.

”Ketika seorang Malind makan sagu bakar atau sep sagu, 
sebenarnya ia tidak hanya sedang memenuhi kebutuhan fisik 
semata, tetapi sekaligus menyatukan diri dengan totemnya. 
Saat menyantapnya, ia merayakan Mahuze, Gebze, dan Basik-
Basik. Yang jasmani dan rohani dipenuhi sekaligus,” kata John 
Wob. Tak ada yang tahu, sampai kapan Wob dan manusia 
Malind Anim lainnya bisa merayakan totem-totem mereka….
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MENGUBAH ARAH KEBIJAKAN 
PANGAN

Satu kata kunci yang kerap terabaikan dalam menyusun 
cetak biru menyejahterakan masyarakat adat Papua 
adalah keberagaman masyarakat adat Papua. Tidak ada 

satu kebijakan yang bisa dengan pukul rata diberlakukan di 
Papua, pun dalam pangan.

Jumat (6/12) siang itu, warga Kampung Muai, Distrik 
Hubikosi, Kabupten Jayawijaya, terkumpul di sawah-sawah 
yang penuh padi yang siap dipanen. Di beberapa sudut 
petak sawah mereka, tumpukan panenan padi menunggu 
giliran untuk dirontokkan gabahnya. Sebuah bilik tak beratap 
dibentuk dari terpal plastik menjadi tempat para lelaki 
merontokkan padi.

Dari balik bilik itu terdengar suara seikat padi yang 
dihantamkan ke sebuah drum ukuran 200 liter yang terguling 
di tengah bilik. ”Beginilah cara kami merontokkan gabah 
panenan kami karena kami tak puya mesin perontok,” kata 
Boas Hisage. Ya, di Kampung Muai, beras adalah harapan 
Hisage dan para petani lain yang memimpikan kembalinya 
kejayaan budidaya padi di sana. ”Kami mengenal budidaya 
beras sejak awal tahun 1990-an. Dahulu, luasan sawah di Muai 
jauh lebih besar dari luasan padi saat ini. Kini semakin banyak 
sawah yang ditinggalkan petaninya karena kami kesulitan 
memasarkan padi ke pasar. Jalan menuju pasar rusak, sewa 
mesin perontok padi pun mahal,” tutur Hisage.
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Inilah salah satu ironi pembangunan di Papua. Sementara 
orang-orang di Wamena harus merogoh kocek dalam-dalam 
gara-gara membeli beras terbang seharga Rp 19.000 per 
kilogram, potensi budidaya beras di Muai yang berjarak hanya 
sekitar dua jam perjalanan dari Wamena justru terbengkalai. 
”Saya hanya ingin kalian melihat bahwa masalah pangan di 
Papua itu bukan perkara ’beras atau bukan beras’,” kata Pater 
John Djonga Pr. ”Kalau orang Muai makan beras, apakah itu 
masalah? Tidak, karena mereka menanam sendiri berasnya. 
Yang jadi soal hari ini adalah ketika begitu banyak orang 
Jayawijaya mengonsumsi sesuatu yang tidak mereka tanam, 
sambil meninggalkan tradisinya bertani. Bayangkan jika 
begitu banyak bantuan uang tunai dan anggaran beras miskin 
itu dialihrupakan menjadi peralatan kerja petani di Muai,” 
kata Pater John.

Distrik Hubikosi bukan satu-satunya distrik penghasil 
beras di Jayawijaya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa 
Pegunungan Tengah Papua Markus Haluk menuturkan, 
kampungnya di Husinati, Distrik Walagama, juga menjadi 
lumbung beras sejak 1985. ”Penanaman beras diperkenalkan 
seorang guru yang berasal dari Toraja kepada tetua kami, 
Make Itlay. Sejak saat itu, Make Itlay mengajak orangtua kami 
bercocok tanam beras. Sesekali kami menyantap beras, tetapi 
panenan beras lebih banyak dijual di pasar. Hasilnya, saya 
bersekolah. Saya ini anak beras,” kata Haluk.

Mirip dengan Muai, pertanian padi di Husinati mulai 
surut pada 1996 dan kini semakin hancur oleh kebijakan 
bantuan uang tunai dan beras miskin. ”Kebijakan seperti 
itu merendahkan martabat kami sebagai petani-petani yang 
ulet. Sejak kecil kami diajarkan bahwa sumber kekayaan, 
kemakmuran, dan kejayaan orang gunung adalah cacing tanah 
dan, kini, kami justru meninggalkan cacing demi bantuan 
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uang dan beras,” papar Markus.

Antropolog Johszua Robert Mansoben menyebutkan, latar 
belakang masyarakat adat pegunungan tengah Papua sebagai 
petani hipere membuat warga Muai dan Husinati cepat belajar 
berbudidaya beras. ”Hal yang sebaliknya justru terjadi di 
sejumlah kantong transmigrasi di Nabire, Merauke, ataupun 
Keerom yang masyarakatnya terbiasa hidup dengan berburu 
dan meramu. Mereka sulit menyerap keterampilan budidaya 
beras,” kata Mansoben. Kandidat Doktor Graduate School 
of International Relations Ritsumeikan University, Kyoto, 
Jepang, yang meneliti konflik sosial di Papua, Nino Viartasiwi, 
menyebutkan, Papua mengalami berbagai perubahan 
sosial yang terlalu cepat dalam setengah abad terakhir dan 
perubahan sosial yang terlalu cepat menghalangi tumbuhnya 
budaya agraris pada masyarakat pemburu dan peramu di 
Papua, sebagaimana kegagalan orang Arso menjadi petani 
sawit.

”Dalam sebagian besar masyarakat adat di Papua, ada satu 
mata rantai perubahan sosial yang terlompati, yakni masyara-
kat agraris. Masyarakat melompat dari budaya berburu dan 
meramu ke budaya industri. Di sisi lain, pergeseran konsumsi 
adalah keniscayaan, orang Papua yang menjadi pegawai jelas 
tak mungkin mengandalkan pemenuhan pangan dari hipere 
yang tak bisa disimpan lama, padahal ia tak bisa lagi berkebun 
setiap hari,” tutur Nino.

Nino menilai ketahanan pangan di Papua bukan serta-
merta menjadi lebih baik jika masyarakatnya tetap berbudidaya 
hipere. ”Sekadar menarik kembali masyarakat Papua untuk 
kembali menyantap hipere juga tidak akan menyelesaikan 
masalah. Artinya, pilihan pangan bukanlah persoalan utama. 
Yang menjadi persoalan adalah apakah masyarakat mampu 
memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Itu harus 
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menjadi arah perbaikan kebijakan pangan di Papua,” ungkap 
Nino.

Di petak sawahnya sore itu, Boaz Hisage dan Pater 
John Djonga memperbincangkan kemungkinan warga 
Muai mendapatkan mesin perontok dan penggiling padi. 
”Sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat mahal. Kalau 
saja uang raskin itu dipakai untuk membelikan kami mesin 
perontok dan penggiling padi,” kata Pater John. Kalau saja….

Kerusakan dan ancaman bencana kebijakan pangan yang 
terjadi di Papua seharusnya mulai membuat kita menahan diri 
untuk main pukul rata soal Papua. Arah kebijakan ”memenuhi 
kebutuhan pangan sendiri” sebagaimana yang digagas Nino 
hanya mungkin tercapai jika kebijakan disesuaikan dengan 
tiap-tiap keragaman di Papua. Tanpa itu, alih-alih memanen 
pangan, kita justru akan memanen konflik.
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Antonius Ponco Anggoro 
Kelahiran Bandung, 5 Januari 1982, Antonius Ponco Anggoro sehari-hari adalah jurnalis 
dari Harian Kompas. Saat ini tinggal di daerah Pamulang, Tangerang Selatan.

Gregorius Magnus Finesso 
Jurnalis Harian Kompas, berasal dari  Yogyakarta, 13 Agustus 1982

M Clara Wresti 
Jurnalis di Harian Kompas sejak 1995, bidang liputan yang pernah dilakukan : Perkotaan, 
kriminal, gaya hidup, transportasi dan infrastruktur. Lulusan S1 Sastra Cina Universitas 
Indonesia ini, mempunyai hobi travelling dan memasak.
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  

    
    
   
   


   
  
    
   
    
    
     
   

    
  
     
    
     
    
     
   
   
   
     

   
    

   
   
     
    
   

  
   
   

    
   
   
     
   
    
    
   
     
     
    
  
  

   
    
    
     
     
  

   
    
    
    
   
    
    
    
    
 

  
   
    
   
    
 

  
   
     
    
  
    
    
   
    
    
   

    
    
    
   
   
     
    
   
    
   
    
    
    
 

   

   
   
   
   
    
   
   
    
    
    
  
 
  
  

 
 
  
  
   
  
  
     
    
    


   
   
   
   
   
   
    
    

   
     
   

   
    
   
    
    
    
    

  
 

  
  
  
  
  
   
   
  
   

    
     
   
    
    
    
   
  

   
   
    
     

   
    
   
   
  

   
    
   
  
   
   
  

  
  
    
  
    
   
   
    
   
 

   
    
    
    
    
    
   
    

  

   



 

           
            

 





 






 







 



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JEJAK PERADABAN

HOTONG, PANGAN ASLI 
PULAU BURU

Oleh: A PONCO ANGGORO, GREGORIUS M FINESSO, 
M CLARA WRESTI 
dimuat dalam Kompas pada 19 Oktober 2013

Dari kejauhan, tanaman yang terhampar di lahan 
kering seluas sekitar 8 hektar di Waeperang, pesisir 
timur laut Pulau Buru, Maluku, itu terlihat seperti 

ilalang. Tingginya sekitar 1,5 meter. Namun setelah didekati, 
ternyata hotong (Setaria italica) atau yang disebut masyarakat 
setempat sebagai feten.

Berbeda dengan ilalang, di ujung setiap tangkai hotong 
dipenuhi malai atau untaian biji hotong. Malai yang berwarna 
coklat itu berimpitan dan memanjang hingga sekitar 15 
sentimeter. Biji yang ada di malai itulah yang kemudian diolah 
menjadi makanan setelah dibersihkan dan dijemur.

”Sejak menanamnya tahun 2006, biji hotong hasil panen 
kami selalu dicari orang. Pembelinya tidak hanya dari Buru, 
tetapi juga dari Ambon, bahkan dari Jakarta,” ujar Arsyad 
Umasugi (52), salah satu petani hotong di Waeperang, 
Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru.

Tahun 2004, Dinas Pertanian Kabupaten Buru mengambil 
bibit hotong yang banyak tumbuh di Waepotih, pedalaman 
Buru. Bibit itu lalu ditanam di Waeperang.
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”Sejak dulu, hotong menjadi sumber makanan penduduk 
asli Pulau Buru yang hingga kini masih ada dan tinggal di 
pedalaman pulau. Karena itu, dinas pertanian mengambil 
bibitnya di pedalaman Buru untuk dibudidayakan di pesisir,” 
kata Ketua Gabungan Kelompok Tani Wal Holobagut, di 
Waeperang, Ismail Ang.

Budidaya hotong tidak memerlukan pemeliharaan yang 
intensif. Hotong juga bukan tanaman manja sehingga dapat 
tumbuh dengan baik tanpa diberi pupuk. Hotong juga cocok 
di lahan kering, seperti di Waeperang atau di Buru.

Di awal penanaman, 153 petani Waeperang membudida
yakan hotong di 153 hektar lahan kering. Dari setiap hektar 
diperoleh 1 ton biji hotong. Namun, sejak tahun lalu, hanya 
tersisa 10 petani, itu pun mereka menanam hotong dengan 
sistem tumpang sari dengan jagung, umbi-umbian, dan sayur- 
sayuran di lahan seluas 30 hektar.

”Kalau murni hotong sekitar delapan hektar saja,” ujar Ang.

Minat petani menanam hotong berkurang setelah 
ditemukan emas di kawasan Waeapo, di tengah Buru. Petani 
lebih memilih menambang emas secara tradisional daripada 
bertani. Akhirnya kebanyakan lahan pertanian itu dibiarkan 
telantar.

Meski harga jual hotong sebenarnya cukup tinggi, 
masyarakat menilai keuntungan dari emas jauh lebih besar. 
Satu kilogram (kg) hotong dihargai hingga Rp 50.000. Arsyad 
yang beberapa waktu lalu baru panen hotong, bisa memperoleh 
sekitar 50 kg hotong. Artinya dalam waktu 90 hari, masa waktu 
tanam hingga panen hotong, ia bisa memperoleh pendapatan 
Rp 2,5 juta.

”Itu belum seluruh hotong dipanen. Total ada satu 
hektar yang saya tanami hotong, dan dari satu hektar itu bisa 
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diperoleh sampai satu ton biji hotong,” kata Arsyad.

Menurut Ang, tingginya harga jual hotong lebih karena 
hukum pasar, yaitu pasokan hotong petani yang belum bisa 
mencukupi permintaan. ”Pembeli antre untuk bisa membeli 
hotong. Mereka senang dengan hotong sehingga ketika panen 
tidak perlu menunggu lama, selalu habis dibeli,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Buru sering membawa hotong saat 
pameran di luar Buru. Inilah yang mendorong orang-orang di 
luar Buru kian mengenal hotong dan mencarinya.

Karena minimnya pasokan, tidak mudah untuk 
memperoleh hotong di Buru, baik dalam bentuk biji maupun 
sudah berupa makanan. Untuk memperoleh hotong harus 
pergi ke Waeperang, sekitar 30 kilometer dari Namlea, ibu 
kota Kabupaten Buru. Karena itu pula, belum banyak warga 
Buru yang tinggal di pesisir mengenal hotong.

Dulu, hotong tak sebatas makanan bagi penduduk Buru. 
Hotong juga menjadi bagian dari budaya masyarakat Buru 
karena hotong merupakan bagian utama dari upeti kepada 
raja yang ditaruh di dolang atau wadah persembahan bersama 
hasil bumi lainnya. Bahkan, konon, feten diibaratkan seperti 
seorang puteri karena bijinya yang halus dan ujung malai 
yang berubah merah seperti bibir puteri saat siap dipanen.

Namun, kini, beras telah menggeser hotong. Padahal, 
penelitian Institut Pertanian Bogor menyebut kandungan 
karbohidrat pada hotong sebanyak 81,32 persen atau lebih 
tinggi daripada beras yang hanya 70-80 persen. Kandungan 
protein hotong mencapai 14,05 persen atau lebih tinggi 
daripada beras yang hanya 4-5 persen. Hotong juga dinilai 
memiliki kandungan antioksidan yang dapat mencegah 
kanker.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buru Wara 
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mengatakan, potensi budidaya hotong di Buru sangat besar 
mengingat luasnya lahan kering di sana. Dari lahan kering 
seluas sekitar 6.000 hektar, baru sekitar 400 hektar yang 
dimanfaatkan.

Kian dikenalnya hotong pun mendorong Dinas Pertanian 
Kabupaten Buru terus mengembangkan hotong, apalagi 
hotong merupakan pangan lokal Buru. Perluasan budidaya 
hotong sedang diupayakan di kawasan lain, seperti di Wabloy, 
Kecamatan Waeapo. ”Kami rencanakan ada sekitar 50 hektar 
lahan yang siap ditanami hotong,” ujarnya.

Namun, upaya ini tidaklah mudah mengingat saat ini 
petani lebih memilih mencari emas. ”Tidak hanya petani 
lahan kering yang berkurang, juga petani lahan basah. Ini 
mengancam posisi Buru sebagai lumbung beras Maluku,” ujar 
Wara.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 
Maluku Arivin Rivaie mengatakan, di Maluku, hotong hanya 
dapat ditemui di Buru. Dia menilai, budidaya hotong juga 
cocok dilakukan di tenggara dan selatan Maluku atau daerah 
lain di Indonesia yang udaranya panas dan lahannya kering, 
seperti di Buru. ”Hotong tidak bisa terkena banyak air karena 
justru akan membuat hotong membusuk,” ujar Arivin.

Hingga kini, masyarakat Buru biasanya mengolah hotong 
untuk menjadi bubur. Padahal selain bubur, hotong bisa 
juga diolah menjadi wajik, makanan ringan, mi, bahkan roti. 
BPTP Maluku telah menguji coba pengolahan hotong menjadi 
beragam makanan itu.

Namun, harga hotong yang tinggi menjadi salah satu 
kendala pengolahan hotong menjadi beragam makanan. 
Tingginya harga itu membuat produk olahan hotong kalah 
bersaing dengan makanan sejenis.
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Arivin mengatakan, untuk meningkatkan produksi hotong, 
BPTP Maluku pada 2012 melakukan penelitian memanfaatkan 
limbah sagu sebagai pupuk organik untuk tanaman hotong. 
Pemberian pupuk dan pengaturan jarak tanam ini diharapkan 
mampu memperbaiki teknik budidaya hotong.

Hasilnya, produksi panen hotong bisa ditingkatkan lebih 
dari 40 persen dan pendapatan petani bisa dinaikkan hingga 
lebih dari 20 persen. ”Tinggal pemerintah saja mau mendorong 
budidaya dan pengembangan hotong atau tidak,” kata Arivin.
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BALIK KE BERAS LOKAL, 
SEHAT DAN BERDAULAT  

Oleh: SHINTA MAHARANI
dimuat dalam Tempo.co pada 24 Desember 2014

Yogyakarta - Bibit padi tumbuh subur menghijau pada 
petak sawah tergenang air. Sarjono, 56 tahun, duduk di timba 
kecil yang ia balik, menghadap petak bibit itu. Hati-hati 
Sarjono mencabut akar padi berumur dua puluh hari itu. Lalu, 
ia mencelupkannya ke dalam kubangan air supaya bersih. Bibit 
padi selanjutnya ia kumpulkan berjajar. Benih yang Sarjono 
cabut merupakan varietas padi lokal bernama Genjah Rante. 

Petani Gilangharjo, Pandak, Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta ini menanam benih itu pada petak lahan 150 meter 
persegi. Musim tanam akhir jelang penghujung Desember 
tahun ini telah tiba, Sarjono bersiap menanam benih padi itu 
di lahan miliknya. “Ini musim tanam yang baik. Saya ikut 
pranata mangsa (perkiraan waktu) tanam yang dibicarakan di 
dalam kelompok tani,” kata Sarjono. 

Sarjono merupakan anggota kelompok tani Lumbung 
Tani Lestari. Kelompok tani ini menerapkan sistem pertanian 
berbasis kemandirian. “Kami hanya menanam benih padi 
lokal, menggunakan pupuk alami dari kotoran ternak dan 
dedaunan agar menjadi kompos,” kata Koordinator Bidang 
Pertanian Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Tyas 
Manunggal Mulyono, Selasa, 23 Desember 2014.
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Kelompok tani Lumbung Tani Lestari merupakan anggota 
Koperasi Tyas Manunggal. Sebanyak 20 petani yang menjadi 
anggota kelompok. Sarjono satu di antaranya, punya saham 
di koperasi itu. Kelompok tani telah berdiri sejak enam tahun 
lalu. Mereka berhimpun ke koperasi sebagai upaya mereka 
untuk mandiri dalam keuangan.

Koperasi Tyas Manunggal berkantor pusat di Ganjuran, 
Kecamatan Bambanglipuro, Bantul. Koperasi ini punya bidang 
yang berhubungan dengan pertanian, seperti bidang pertanian 
maupun pangan lokal yang sehat. Selain petani, koperasi ini 
juga menghimpun anggota dari kalangan pedagang, pegawai 
negeri sipil, dan aneka jenis pekerjaan lainnya. Jumlah anggota 
sebanyak 1.300-an orang, dengan aset sekitar Rp 12 miliar. 

Sarjono mengatakan padi jenis Genjah Rante menghasilkan 
panenan yang baik. Sekali panen, ia bisa memetik 640 kilogram 
gabah pada petak lahan seluas 150 meter persegi. Sarjono 
punya total lahan sawah seluas 3 ribu meter persegi. Harga 
hasil panenan padi varietas lokal itu tak kalah dengan beras 
nonlokal IR64 yang lebih dikenal oleh masyarakat.

Harga gabah kering jenis Genjah Rante Rp 4.500 per 
kilogram dan dalam bentuk beras Rp 9.000. Sedangkan harga 
gabah kering IR64 Rp3.500-4.000 per kilogram. Dalam bentuk 
beras, IR64 per kilogram berharga Rp 8.600-Rp 9.000. Cita rasa 
beras lokal Gajah Rante pun tak kalah enak dengan beras IR64.

Sarjono memilih untuk menanam padi varietas lokal 
karena budidayanya jauh lebih mudah dibandingkan padi 
jenis lainnya, seperti IR64 dan jenis padi hibrida. Dia tak perlu 
menggunakan pupuk kimia dalam dosis besar seperti pada 
jenis padi nonlokal. Sarjono hanya menggunakan pupuk dari 
kotoran sapi miliknya.

Dia mencontohkan untuk lahan dengan panjang sepuluh 
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meter dan lebar satu meter hanya perlu biaya budi daya 
sebesar Rp 7 ribu. Biaya budi daya ini meliputi pembelian 
benih dan perawatan padi. Padi Genjah Rante lebih tahan 
terhadap hama. Sehingga, ia tak perlu keluar duit untuk beli 
pestisida. “Kalau menanam padi IR64 pasti ongkosnya lebih 
mahal karena perlu lebih banyak menggunakan pupuk pabrik 
dan pestisida,” katanya.

Koordinator bidang pertanian Koperasi Simpan Pinjam 
Credit Union Tyas Manunggal Mulyono mengatakan 
hampir semua anggota kelompok tani Lumbung Tani Lestari 
menggunakan benih padi varietas lokal. Setiap hektare petani 
mampu menghasilkan delapan ton gabah kering dalam sekali 
panen.

Harga gabah jenis ini tidak anjlok ketika panen raya tiba. 
Selain varietas Genjah Rante, petani juga menanam varietas 
lokal lainnya, di antaranya Mentik Susu. Beras produksi petani 
Kecamatan Pandak ini telah dijual ke Bandung, dan Jakarta 
secara ajek. “Pasar lambat laun menyukai beras varietas lokal 
yang lebih sehat dikonsumsi karena tak banyak pupuk kimia 
dan pestisida,” kata Mulyono. Ia juga jadi penggerak bagi anak 
muda agar suka menjadi petani.

Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan 
secara mandiri, mereka rata-rata memiliki tabungan di 
koperasi. Mereka bisa meminjam uang di koperasi untuk 
mengembangkan usahanya. Misalnya untuk beternak lele, 
sapi, kambing, membeli tanah pekarangan, dan memperluas 
kepemilikan lahan sawah.

Keberhasilan kelompok tani Lumbung Tani Lestari di 
Gilangharjo Pandak tak lepas dari peran Hery Astono. Ia 
ketua kelompok tani Lumbung Tani Lestari Dusun Dowaluh, 
Trirenggo, Bantul. Inisiatif mendirikan kelompok ini muncul 
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setelah gempa menghajar Yogyakarta pada Mei 2006. Tak 
lama setelah gempa, masyarakat trauma terhadap alam atau 
kurang bergairah pergi mengolah sawah.

Kondisi ini membuat organisasi non-pemerintah, Koalisi 
Rakyat Kedaulatan Pangan turun tangan. Supaya masyarakat 
bangkit, mereka meminjami benih beras merah varietas lokal 
bernama Saodah. Waktu itu benih ditanam pada lahan seluas 
dua hektare dan berhasil panen baik. “Ini jadi titik balik 
sehingga lumbung padi mulai hidup,” kata Hery Astono. 
Lalu, ia menularkannya kepada kelompok tani di Gilangharjo, 
Pandak, Kecamatan Trirenggo.

Sebenarnya, petani sudah sejak nenek moyang telah 
mengenal lumbung padi. Namun lumbung lambat laun mati 
sejak tahun 1976, akibat kebijakan revolusi hijau Presiden 
Soeharto. Padi varietas lokal kalah dan terpinggir karena 
pemerintah gencar mengenalkan varietas baru nonlokal yang 
tumbuhnya mengandalkan pupuk kimia dan semprotan 
pestisida.

Sehingga, beras jenis padi nonlokal lebih banyak 
mendominasi pasaran. Beras varietas lokal “hilang” dari petani. 
Namun buruk akibatnya, petani tak tertarik menyimpan 
padi nonlokal di lumbung. Sebab, jenis padi nonlokal pada 
umumnya tak tahan lama disimpan di lumbung. “Ini beda 
dengan padi lokal yang tahan lama,” kata Hery Astono.

Ia mengatakan lumbung adalah sebuah sistem, bukan 
hanya sebuah bangunan. Ketika musim paceklik tiba, petani 
meminjam gabah di lumbung milik kelompok tani. Ketika 
musim panen tiba, mereka akan mengembalikan gabah yang 
dipinjam. Mereka menggunakan sistem simpan pinjam 10-12. 
Jika mereka sebelumnya, misalnya pinjam sepuluh kilogram, 
ketika panen mengembalikannya 12 kilogram gabah. 
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Kelebihan pengembalian gabah ini menjadi milik bersama 
dalam koperasi, sekaligus menjadi cadangan menghadapi 
musim paceklik.

Lumbung menjaga keberlangsungan produksi pertanian. 
Sebab, lumbung menjaga benih padi. Stok beras akan habis 
kalau tak ada benih untuk ditanam. “Jadi, lumbung tak semata 
tumpukan gabah, tapi sitem kemandirian,” katanya.

Petani berdaulat atas pangan, benih, pupuk, dan sukses 
memasarkan produknya. Mereka tak pernah kelimpungan 
ketika harga benih naik karena punya cadangan sendiri. Selain 
itu, ketika pupuk kimia langka, mereka tenang karena mereka 
mengandalkan pupuk organik yang mereka olah sendiri dari 
kandang sapi dan kambing miliknya.

Setiap musim panen tiba, di satu lokasi bisa memanen 
hingga sebelas ton per hektare. Varietas nonlokal bisa panen 
hingga sepuluh ton per hektare. Ini sekaligus meruntuhkan 
cap buruk bahwa benih padi varietas lokal itu penyakitan dan 
rendah produktivitasnya.

Gagasan lumbung padi makin berkembang. Pada tahun 
2010, kelompok tani mulai memasarkan produknya yang 
melimpah. Mereka menjual beras panenannya ke Jakarta dan 
Bogor. Satu keluarga petani rata-rata mampu menjual seratus 
kilogram beras dalam sekali musim panen.

Tabungan petani di koperasi adalah satu di antara cara 
untuk mengukur petani di desa itu sejahtera. Aset koperasi 
setiap tahun selalu berkembang. Tahun 2013, misalnya, aset 
Koperasi Simpan Pinjam Tyas Manunggal sebesar Rp 12 miliar. 
Pada akhir tahun 2012, aset koperasi sebesar Rp 9 miliar. Ada 
kenaikan aset yang lumayan.

Aliansi Desa Sejahtera mengapresiasi usaha kelompok 
tani bertahan dengan benih varietas lokal dan menciptakan 
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kemandirian pangan. Organisasi non-pemerintah itu mencatat 
angka impor produk pertanian Indonesia sangat tinggi. Rata-
rata impor beras misalnya per tahun hampir mencapi 2 juta 
ton. Sedangkan, gandum mencapai tujuh ton. Angka impor 
Indonesia terhitung sejak tahun 2003-2013 melonjak hingga 
346 persen.

Koordinator Nasional Aliansi Desa Sejahtera Tejo Wahyu 
Jatmiko menyatakan, kondisi yang kian memprihatinkan 
menimpa petani yang jumlahnya semakin berkurang. Tejo 
merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2013 yang 
menyebutkan Indonesia kehilangan petani sebanyak 5 juta 
orang.

Selain itu, jumlah lahan pertanian semakin menyusut 
akibat alih fungsi lahan. Laju kehilangan sumber pangan 
mencapai 6,4 persen atau setara dengan 100 ribu hektare lahan 
hilang per tahun pada kurun 2003-2013. “Ini lampu merah, 
Indonesia darurat pangan,” katanya.

Peneliti Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta Amalia mengatakan Indonesia tidak perlu 
impor, jika pembuat kebijakan peduli tentang beragamnya 
varietas produk pertanian. Setiap daerah di Indonesia memiliki 
beraneka varietas lokal sumber karbohidrat dari pangan.

Dia mencontohkan, Papua yang punya 400 varietas 
sumber karbohidrat. “Pembuat kebijakan malas dan tak mau 
berkeringat untuk membela rakyat. Bagi mereka yang penting 
keluarkan regulasi,” katanya.

Menurut dia, peran kelompok tani di pedesaan penting 
untuk menjaga ketersediaan pangan. Selain itu, mereka 
menjalankan usaha mengikuti musim. Misalnya ketika musim 
kemarau tiba, kelompok tani di Yogyakarta memanfaatkan 
umbi-umbian untuk diolah menjadi tepung. Umbi-umbian 
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itu bisa ditanam pada lahan yang bukan untuk komersial. “Ini 
membuat mereka mandiri dan punya ketersediaan pangan 
yang cukup ,” katanya.
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PETANI BENIH BERDAULAT 
DI LAHAN SENDIRI

Oleh: IRVAN IMAMSYAH 
dimuat dalam Portalkbr.com pada 29 Januari 2014

KBR68H - lewat tangan Joharipin, benih padi Bongong 
bisa dipanen hingga 11 juta ton lebih di lahan seluas 
satu hektar. Hasil panen yang jauh lebih banyak jika 
dibandingkan dengan hasil produksi benih padi hibrida 
yang digagas pemerintah. Bongong adalah satu dari 50 
varietas benih yang telah dimurnikan terus menerus oleh 
Joharipin bersama kelompoknya. Tapi ironi, sampai kini 
pemerintah masih belum berpihak pada petani pemulia 
tanaman di dalam negeri.

D i areal persawahan Desa Jengkok, Kecamatan 
Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat para petani 
mulai beranjak pulang menuju rumah. Tapi di salah 

satu lahan seluas tiga kali lapangan bulutangkis, Joharipin 
sibuk mencermati pertumbuhan benih padi yang ditanamnya. 
Setiap musim tanam dimulai, Joharipin punya kerja tambahan. 
Dia punya gawe memurnikan benih padi rakitannya demi 
mencari benih unggul yang lebat bulir-bulirnya.

“Ini proses permurnian, kita bagi ini satu meter setengah. 
Ke sananya 20 meter. Nanti kita bisa hitung. Ini baru enam 
hari. Kurang menyenangkan. Kalau sudah ngelilir, segar. Ini 
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tanamnya satu-satu. Jangan satu lobang ramai-ramai,” jelas 
Johar.

Waktu disambangi, lelaki berusia hampir 40 tahunan itu 
tengah memurnikan 18 galur benih hasil rakitan di lahannya. 
Bapak tiga anak itu punya lebih dari dua hektar sawah untuk 
menopang kebutuhan hidup keluarganya. Dari dua hektar 
lahannya,lahan seluas tiga kali lapangan badminton disisakan 
untuk memurnikan benih-benih padi.

Joharipin punya alasan, mengapa ia tertarik melahirkan 
benih padi idaman.“Dengan program Revolusi Hijau itu, 
harus semua daerah harus pakai benih yang seragam satu 
jenis. Akhirnya benih-benih yang lain tidak ada. Monokultur. 
Jadi keanekaragaman hilang. Apalagi benih-benih lokal, tidak 
cocok, tidak dipakai lagi, karena harus pakai benih yang 
umurnya genjah (cepat tumbuh-red). Supaya mempercepat. 
Dengan berbagai dalih itulah, keanekaragaman benih-benih itu 
hilang. Nah bagaimana kita melakukan kerangka pemuliaan, 
intinya memperkaya varietas. Sehingga petani punya pilihan,” 
tegasnya.

Revolusi Hijau yang disinggung Joharipin berlangsung 
saat Soeharto memerintah negeri ini. Konsep Revolusi Hijau 
yang dikenal sebagai gerakan bimbingan masyarakat itu 
merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi 
pangan, khususnya swasembada beras. Sedang target 
swasembada beras ditetapkan dengan mitos bakal menjadi 
komoditas strategis, baik dari sisi pandang ekonomi, politik 
dan sosial.

Gerakan bimbingan masyarakat yang diserukan Soeharto 
dengan mengutamakan penggunaan benih unggul. Tapi 
agar bisa tumbuh optimal, petani diharuskan menggunakan 
pupuk kimia untuk menggenjot produksi, juga pestisida 
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untuk menghalau serangan organisme pengganggu tanaman 
(OPT). Revolusi Hijau yang diserukan saat itu oleh pemerintah 
Soeharto menurut Joharipin menyebabkan petani sangat 
bergantung pada benih, pupuk dan pestisida yang dijual oleh 
perusahaan negara, swasta dan multinasional. Tapi dengan 
upaya ekstra itu, swasembada pangan yang diraih hanya 
berumur lima tahun saja, yakni pada 1984 - 1989.

Untuk menghapus ketergantungannya kepada benih 
perusahaan itu pula yang mendorong Joharipin belajar 
memuliakan benih pada 2004 silam. Sejak itu pula, Joharipin 
menjadi paham mengapa benih menjadi hal yang utama dalam 
usaha taninya. “Jadi kita mencoba melakukan pemuliaan benih 
karena usaha pertanian 60 persen faktor utama keberhasilan 
adalah benih. Produktivitas tinggi dan kualitas bagus itu juga 
termasuk tergantung benihnya sendiri. Karena secara umum 
mahluk hidup itu ada empat. Tumbuhan, manusia, binatang 
dan mikro organisme. Jadi harus hidup bebarengan. Saling 
hormat-menghormati dan saling sayang-menyayangi di antara 
keempat mahluk hidup itu,” pungkasnya.

Joharipin adalah satu dari sedikit petani di Indonesia yang 
tak lagi mengandalkan benih milik perusahaan yang lama 
bercokol di lahan pertanian warga. Karena sejak bisa merakit 
benih sendiri, ia tak lagi membeli benih produksi dalam negeri 
dari PT. Shangyang Sri dan PT. Pertani. Termasuk benih dari 
perusahaan asing, seperti Monsanto Indonesia. 

“Tapi untuk konsumsi keluarga sekolah, kita produksi 
satu Bongong. Saya tak pernah beli benih. Benih apa pun saya 
sudah punya. Nah jangan ngomong-ngomong sejahterakan 
rakyat, apa sejahtera wong rakyatnya masih bergantung pada 
pihak lain kok sejahtera. Harus mandiri dulu baru sejahtera,” 
tegasnya.
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Bersama Kelompok Peduli Karya Petani dia telah 
memuliakan 50-an benih padi unggulan. Mulai dari varietas 
Bongong (persilangan benih padi kebo dan longong-red), 
gading merah dan putih, selong, senapati, juga benih dengan 
nama unik, “alhamdullilah”. Setiap jenis benih itu punya 
keunggulan dan kelemahan masing-masing.

“Banyak, punya saya namanya Bongong sudah terkenal ke 
mana-mana. Sampai tahun kemarin diuji langsung disaksikan 
perangkat desa dan PPL para penyuluh. Bahkan disaksikan 
anggota DPRD, pasca panen. Diuji coba unggul nasional BLBU 
dengan benih saya. Setelah diubin dapat 11,3 6 ton per hektar. 
Rasa sudah pulen, tidak beraroma. Biasa. Tengkulak juga 
masuk. Kalau unggul nasionalnya dapat 8,93 ton. Itu musim 
kemarin.”

Seperti saat musim gaduh lalu, Joharipin menanam gading 
merah dan putih di lahannya sendiri. Hasilnya mencapai 9 ton 
per hektar dengan biaya yang murah. “Kemarin ada ledakan 
wereng, tapi lahan saya dengan gading tak terkena serangan 
hama wereng juga. Penyemprotan juga buat sendiri. Dari buah 
maja, brenuk, campur air kelapa. Varietas Ciherang berapa kali 
penempatan, kena (OPT-red). Saya cuma dua kali. Itu gading,” 
jelasnya.

Dengan hasil panen yang memuaskan itu, Joharipin dan 
kelompok taninya makin percaya diri kalau benih karya 
mereka tak kalah hebat dengan benih yang dijual perusahaan. 
Rata-rata produksi dari benih buatan Joharipin dan kelompok 
taninya mencapai  9 ton per hektar.

Tapi sayang, petani pemulia seperti Joharipin belum 
dapat sokongan pemerintah. Bahkan Undang-undang tentang 
Sistem Budidaya Tanaman yang diterbitkan pada tahun 1992 
silam tak memberi peluang bagi petani untuk membuka usaha 
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budidaya tanaman. Mereka tak boleh memperjualbelikan 
benih sebelum mendapatkan sertifikat dan izin edar dari 
Kementerian Pertanian.

Tapi belum lama, Joharipin tengah menjajaki pelbagai 
persyaratan yang diminta pemerintah. Kebetulan dia 
disertakan Balai Besar Penelitian Padi di Subang untuk 
mematenkan benihnya bersama perusahaan dan lembaga 
produsen lain. Tapi dalam perjalanannya, dia menyebut 
banyak praktek curang dalam proses mendapatkan sertifikasi 
benih. Misalnya saat menguji ketahanan benih dari serangan 
hama.

“Pas dilakukan uji tahan OPT. Kalau varietas yang tahan 
OPT itu khan tak perlu gunakan pestisida. Tapi itu harus 
gunakan pestisida sebagai pengendaliannya. Itu artinya benih 
apa? Tahan karena pestisida. Bahkan dari BP Biogen kena 
wereng itu. Saya laporkan ke Balitbang yang jadi panitianya. 
Bu bagaimana nih benih yang dari BP Biogen ada yang kena 
wereng. Pak Johar tolong disemprot pakai pestisida. Enggak 
bu, ini khan diuji kalau yang gak tahan berarti gak masuk 
khan. Jangan pak Johar, nanti saya bisa kena marah atasan. 
Saya males ngejar-ngejar kebijakan macam itu,” jelas Joharipin 
kesal.

Ikut rombongan konsorsium otomatis Joharipin tak 
perlu keluar uang. Gratis. Menurut keterangan pejabat Dinas 
Pertanian Indramayu kepadanya, biaya mematenkan satu 
benih bisa menghabiskan uang hingga Rp 500 juta. “Petani 
tak mungkin akan mensertifikasi benih. Untuk mendapatkan 
hak paten. Karena untuk mendapatkan hak paten, benih 
mendapatkan sertifikat itu mahal. Kata kepala dinas waktu itu 
bilang sampai Rp 500 juta. Untuk dapat sertifikasi benih.”

Ongkos nan mahal itu, tak lain untuk biaya uji tanam 
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pada sepertiga wilayah Indonesia. Karena itu, petani semacam 
Joharipin hanya sanggup melakukan uji multilokasi secara 
lokal. Antar kecamatan saja. “Lebih murah malah. Mungkin 
itu untuk menakut-nakutin petani, supaya tidak mampu. 
Yang mampu perusahaan,” katanya.

Saat ini dua benih hasil rakitan Joharipin masih bertahan 
dalam uji lokasi lanjutan di sejumlah daerah. Sambil menunggu 
hasil uji lokasi, Joharipin nekat menjual benih unggulnya ke 
petani yang berminat. Satu kilogram benih Bongong dijual 
delapan ribu rupiah. Lima ribu untuk modal budidaya, sedang 
tiga ribu rupiah untuk kas kelompok taninya. Dia yakin, cara 
yang ditempuhnya itu aman hindari jerat hukum.

Sementara pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai 
uji materi UU Sistem Budidaya Tanaman Juli 2013 lalu, 
petani hanya dibolehkan memuliakan benih dan bertukar 
benih di dalam komunitasnya. Untuk bisa komersil, petani 
tetap diwajibkan mendapatkan sertifikat dan izin edar dari 
Kementerian Pertanian.



63

PETANI BENIH BERDAULAT DI 
LAHAN SENDIRI (2)

Sebelum Mahkamah Konsitusi mengabulkan gugatan 
atas Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Juli 
2013 lalu, petani tak dibolehkan memuliakan benih-

benih tanaman pangan. Dengan aturan itu, pemerintah hanya 
menempatkan petani sekadar produsen sekaligus konsumen 
pangan. Tugasnya hanya menanam, merawat, memanen dan 
hasilnya untuk membeli makan dan kebutuhan hidup lainnya. 

Muhammad Nuruddin, Ketua Aliansi Petani Indonesia 
(API) yang mendampingi petani menjelaskan alasan pengajuan 
gugatan uji materi undang-undang tersebut pada September 
2012. “Asumsinya Undang-undang diimplementasikan 
sudah sekian puluh tahun baru ada korban. Korbannya itu 14 
petani pemulia tanaman jagung di Kediri. Kasusnya memang 
paling banyak di Kediri, satunya ada juga di Pengadilan 
Tulungagung tapi dimenangkan. Pengadilan Tulungagung 
cukup jujur melihat sengketa pencurian benih tanaman 
jagung ini dan Magetan. Jadi setelah ada 14 korban itu, 
kemudian para petani itu kami ketemukan dengan pemulia 
tanaman padi di Indramayu. Pak Warsiyah dan kawan-kawan 
termasuk Pak Joharipin juga menghadapi kendala yang sama, 
mereka ditakut-takuti oleh institusi pemerintah entah itu dinas 
pertanian atau balai tanaman pangan di Indramayu itu,” kata 
Nuruddin.

Gugatan uji materi diajukan setelah Tukirin dan Kuncoro, 
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dua petani asal Nganjuk dan Kediri, Jawa Timur diseret ke 
meja hijau oleh PT BISI Internasional. Perusahaan benih itu 
merupakan anak usaha perusahaan agorbisnis raksasa asal 
Thailand, Charoen Pokphand. Oleh PT BISI, kedua pemulia 
dituduh mengkomersilkan benih hasil persilangan milik 
perusahaan dengan benih jagung lokal. 

Benih yang dijual keduanya punya dua keunggulan, 
seperti hasil melimpah dan bisa ditanam berulang kali. 
Sementara benih jagung hibrida yang dijual perusahaan hanya 
bisa ditanam sekali, untuk setiap musim tanam. Belasan petani 
di Jawa Timur itu lantas diperkarakan ke pengadilan dengan 
tuduhan mencuri benih induk milik perusahaan. 

Menurut Muhammad Nuruddin, Undang-Undang Sistem 
Budidaya Tanaman digugat ke MK karena memberikan 
ruang kepada pemerintah untuk meremehkan kemampuan 
petani memuliakan benih tanaman pangan. “Bahwa mereka 
meremehkan kemampuan pengetahuan lokal dan kearifan 
lokal petani itu tak sanggup untuk membuat perakitan, model 
pengetahuan petani itu menghasilkan varietas baru yang juga 
sama-sama unggul, sama dengan varietas yang dihasilkan oleh 
pengetahuan yang secara ketat diterapkan melalui instrumen 
penelitian. Unggul kualitas dan kuantitas serta daya tahan. 
Karena ada beberapa variabel yang harus diuji. Ketahanan 
terhadap cekaman iklim, kemudian unggul tahan terhadap 
serangan hama penyakit dan bersertifikat. Harus ada lembaga 
yang mengeluarkan sertifikat kalau benih sudah lolos secara 
laboratorium,” jelasnya.

Tudingan yang disampaikan Muhammad Nuruddin 
dibenarkan Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas 
Pertanian Institut Pertanian Bogor yang juga Ketua Asosiasi 
Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI). Menurutnya pemuliaan 
benih adalah pengetahuan sederhana yang sudah ada sejak 
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zaman Mesir kuno. Jadi jelasnya, petani atau siapa pun juga 
bisa memuliakan benih tanaman.

“Di Universitas-universitas besar di Amerika sana, ya 
sama saja dengan apa yang dilakukan masyarakat Mesir 4.000 
tahun yang lalu. Dalam arti, proses pemulian tanaman itu tak 
membutuhkan pengetahuan yang luar biasa, fasilitas yang luar 
biasa. Sama sekali tidak. Itu hanya memerlukan kesabaran, 
memerlukan waktu, memerlukan sumber daya yang besar.” 

“Karena itu proses seleksi. Dalam arti, varietas A 
dikawinkan dengan varietas B, lalu kemudian disebar di 
lahan. Dilihat keragaannya. Dipilih yang cocok dengan kita. 
Diambil lagi dan dimurnikan lagi terus menerus sampai sekian 
generasi, taruhlah kalau padi sampai 9 generasi, sehingga dia 
jadi galur yang murni. Ini khan perlu tenaga besar. Take’s time,” 
kata Dwi Andreas.

Menurut Andreas, pemerintah juga bisa berhemat 
uang subsidi benih, jika para petani diberi kebebasan untuk 
memuliakan benih dan memperjualbelikan di kalangan para 
petani sendiri. Gagasan itu sempat dia sampaikan kepada Dirjen 
Tanaman Pangan Kementerian Pertanian saat itu, Udhoro 
Kasih Anggoro. Dia menyarankan agar 20 persen dari anggaran 
penyediaan benih sebesar Rp 1,45 triliun digelontorkan ke 
petani untuk pengembangan benih-benih lokal. Dia bahkan 
menantang pemerintah untuk membandingkan hasil benih 
hasil pengembangan petani dengan benih asal perusahaan. 

“Lalu jawabnya Pak Anggoro sederhana, ya tak bisa. Ya 
tak bisa bagaimana kan dalam wewenang jenengan? Ya tak 
bisa, mas Andreas, ini kan dananya yang pegang bukan kami, 
yang pegang Kementerian Keuangan. Nah ya itu celakanya 
republik kita. Sebenarnya bisa, tapi berkilah saja. Rp 1,45 triliun 
bukan wewenang kami. Itu kan ironis. Padahal kan kita tanya 
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ke petani di jaringan, saya tantang berani atau tidak nanti satu 
kabupaten seluruh benih dihasilkan jenengan. Ohh sanggup. 
Paling hanya 50 ton. Jadi tak ada problem,” ungkapnya.

Dwi Andreas Santosa mengatakan beragam gagasan 
sempat disampaikan pemerintah karena dia melihat 
kedaulatan petani atas penggunaan benih dalam tahap yang 
memprihatinkan. Apalagi jumlah pemulia tanaman di tanah 
air tidak banyak. Menurut hitungannya, Indonesia hanya 
punya 100 pemulia tanaman. Sebagian dari mereka petani, 
akademisi dan peneliti dari sejumlah lembaga penelitian.

Tapi tahu kondisi sektor usaha tani di negeri ini 
memprihatinkan, pemerintah tetap berkeras pada aturan 
Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Dalih Direktur 
Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian P. Bambang Budhianto, untuk melindungi petani 
sebagai konsumen benih. 

“Untuk petani kecil boleh mengumpulkan plasma nuftah 
dan melakukan pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan 
suatu galur. Dan galur ini benihnya diperbanyak boleh, tapi 
hanya komunitasnya sendiri. Tidak boleh untuk komersial. Itu 
keputusan Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.  

Menurut dia, petani boleh mengkomersilkan benih 
ciptaannya dengan syarat telah mendapatkan sertifikat dari 
kementerian pertanian. “Varietasnya harus jelas, dilepas oleh 
menteri pertanian dan proses produksi benihnya lewat sistem 
sertifikasi. Kalau menurut saya petani-petani ini lebih baik 
berbudidaya yang baik menghasilkan produktivitas yang 
tinggi,” paparnya.

Bambang menyarankan seperti itu karena tak yakin dengan 
kemampuan petani jika harus bersaing dengan perusahaan 
benih multinasional. Menurutnya petani tak akan sanggup 
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karena perusahaan punya banyak modal dan menguasai 
teknologi perbenihan yang mutakhir. Tak hanya petani, 
Bambang juga menganggap perusahaan benih milik negara 
tak punya cukup kemampuan untuk memupus cengkraman 
perusahaan benih asing di Indonesia. 

“Perusahaan-perusahaan nasional saja tak punya kapasitas 
untuk bersaing saat ini dengan multinasional. PT. Shangyang 
Sri kan mengandalkan dari Badan Litbang Kementerian 
Pertanian, sama dari vendornya dia. Belum ada varietas 
ciptaan Shangyang Sri. Karena perusahaannya 40 tahun hanya 
memproduksi benih.”  

“Mohon maaf ada yang meledeknya begini, penangkar 
kelas raksasa. Mereka punya breeding center, tapi apakah 
breeding center mereka sudah bisa seperti perusahaan 
multinasional yang besar. Ini yang perlu kita tingkatkan. Saya 
sebagai orang pemerintah ingin melihat BUMN kami, apalagi 
Shangyang Sri bisa seperti itu,” ujar Bambang saat ditemui di 
kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  

Itu sebab, saat ini pemerintah lebih menopang perusahaan 
benih swasta nasional untuk bersaing dengan perusahaan benih 
asing seperti; Pioner, Dupont, Syngenta, PT Bisi Internasional 
dan bahkan Monsato Indonesia. Utamanya untuk bersaing di 
pasar benih padi, kedelai dan jagung hibrida. 

“Ada namanya Agri Makmur Pertiwi, itu di Kediri. Dia 
berani berhadap-hadapan dengan PT Bisi Internasional. 
Golden Sheet Indonesia di Malang, Saprotan Utama di Klaten 
terus Ente di Padang Sumatera Barat. Ini contoh-contoh saja 
mereka kita dorong. Sebelum itu boro-boro 30 persen. Kecil 
peranan lokal. Sekarang ini kita dorong dan mereka sudah 
mengambil market 30 persen, terutama Pertiwi. Kalau bisa kita 
tambah jadi 40 – 50 persen. Paling tidak trend-setting-nya tidak 
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lagi mereka yang mengatur,” imbuhnya.

Meski begitu, Pemerintah tetap mengklaim terus 
menyokong upaya petani untuk memproduksi benih 
tanaman. Menurutnya, saban tahun pemerintah menyediakan 
dana Rp 50 miliar untuk kelompok petani penangkar benih. 
“Kita dorong petani yang mau. Dua tahun terakhir kami 
memberikan bantuan untuk petani penangkar benih. Rata-rata 
Rp 50 miliar setiap tahun. Satu unit 50 hektar kita kasih duit Rp 
175 juta untuk penangkar. Rp 50 juta buat beli peralatan, Rp 
125 juta untuk modal kerjanya.”

Rata-rata setiap tahun uang miliaran rupiah dari 
pemerintah dikucurkan untuk pengembangan 200 unit benih 
padi. Sedang 100 – 120 unit untuk kedelai. “Padi 110 ribu 
hektar. Kita bantu, kita harapkan mereka bisa jadi produsen. 
Tapi kenyataannya. Untuk marketing mereka sulit. Apalagi 
kalau program bagi-bagi benih. Apalagi mereka baru.”

Tapi Dwi Andreas Santosa, dosen yang juga Ketua 
Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (ABBTI) meragukan 
klaim itu. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut di 
Sidoardjo Jawa Tengah tak lebih dari sekedar pepesan kosong. 
“Kemarin ada petani yang kemudian masuk dalam program 
yang diceritakan Pak Bambang itu, Program Pemberdayaan 
Petani Penangkar Benih itu. Teman-teman kami di Sukohardjo 
sudah mengumpulkan lahan 50 hektar, sudah kumpulkan 
fasilitas pergudangan dan penjemuran yang luasnya harus 
satu hektar. Sudah tanam 50 hektar, uang tak keluar sepeser 
pun. Itu anggota ABBTI satu sen pun. Bullshit itu untuk siapa? 
Itu bukan untuk pemberdayaan petani penangkar benih. Tapi 
tuntutan pengusaha benih, atau petani pengusaha-lah.”

Tahu pemerintah tak bisa diandalkan untuk pengembangan 
benih pangan nasional, ABBTI nekat untuk bersaing dengan 
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perusahaan benih raksasa. Lewat Asosiasinya, petani bisa 
memasarkan benih unggulnya ke petani lain. “Sekarang kita 
sedang bangun pelan-pelan, ya sudah kita terus terang saja. 
Benih. Benih apalah! Pandan Wangi atau apa. Lalu varietasnya 
apa? IF berapa, Indonesian Farmer IF-nya. Sekarang sudah 
terus terang. Tidak hanya di kalangan sendiri, tapi juga sudah 
bebas saja di sekitarnya. Kalau tak pernah masuk ke tata niaga 
untuk apa? Bagaimana kita ke depannya?” 

Menurutnya, sekarang adalah waktu yang tepat bagi para 
petani pemulia untuk mengikis ketergantungannya terhadap 
perusahaan benih multinasional. Sebab saat ini, dia menaksir 
70 – 90 persen pasar benih di Indonesia sudah dikuasai 
perusahaan raksasa. “Ya kalau kita tak bergerak ke arah sana 
ya bagaimana kita bisa bersaing. Ya jelas kalah teruslah kita.”

Bagi Andreas, ini menjadi pilihan yang paling mungkin 
ditempuh para petani agar benih-benih unggul lokal bisa 
berjaya pada lahan-lahan pertanian di Indonesia.

“Petani ini luar biasa. Kami sedang menguji benih Lentera 
dari karya petani Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia di 
Malang. Itu potensi hasilnya 16 ton per hektar. Kalau itu 
betul, itu revolusi di bidang pertanian pangan karena itu yang 
dilaporkan itu tertinggi yang pernah ada di Indonesia. Ini 
menunjukkan ada lompatan yang luar biasa yang dilakukan 
petani. Teman-teman petani jagung di Kediri, kami bisa 
buktikan berbeda dengan jagung-jagung yang dimiliki 
perusahaan. Itu potensinya 12 ton produksi jagungnya. Itu 
jagung hibrida milik mereka. Lalu kita lihat kedelai Grobogan 
itu potensinya hampir 4 ton potensinya. Kedelai Grobogan 
milik siapa? Itu yang dikembangkan petani. Itu artinya apa? 
Banyak hal kalau pemerintah mau betul-betul berdayakan 
petani, mau meningkatkan kedaulatan pertani maka ini jadi 
solusi untuk mengatasi pangan di masa depan,” katanya.
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Kembali ke Desa Jengkok Indramayu Jawa Barat. Joharipin 
bersama Kelompok Tani Peduli Karya Petani akan terus 
memuliakan benih-benih lokal seperti Sriputih, Longong, 
Gundhil, Rangsel, Jawalara dan juga Marong. Menurutnya, 
penggunaan benih mandiri menjadi penting agar petani bisa 
menghemat ongkos bertani. Upaya Joharipin dan Kelompok 
Peduli Karya Petani tentunya harus didukung pemerintah.

“Ketika ditanam petani lain yang biasa dengan 
menggunakan benih unggul nasional atau perusahaan dengan 
pupuk kimia yang tinggi. Dengan benih saya yang biasa lima 
kuintal, dengan tiga kuintal. Itu sudah bagus produksinya 
tinggi. Apakah tidak bisa mengurangi ongkos produksi. Dua 
kuintal itu berapa. Ini kenyataan sudah ditanya teman-teman 
petani yang menanam. Kemudian menggunakan pestisida 
yang biasanya menggunakan sepuluh kali sampai panen, 
dengan gunakan benih saya cuma tiga kali penyemprotan. Tak 
sepuluh lagi. Sedangkan satu kali penyemprotan biayanya Rp. 
200 ribu. Kali sepuluh kali penyemprotan, apakah tidak dua 
juta,” imbuh Joharipin. 

Menyimak celotehan Joharipin, kita patut mengingat 
pernyataan populer Henry Kissinger. Bekas Menteri Luar 
Negeri Amerika Serikat itu pernah mengatakan begini; 
“Menguasai minyak bumi, kamu akan mengontrol negara. 
Menguasai pangan, kamu akan mengontrol masyarakat”. 

Sayang, pernyataan politisi beken itu tak pernah jadi acuan 
kerja pemerintah. 
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BELAJAR KE LUMBUNG 
PANGAN NOL PESTISIDA

Oleh: SHINTA MAHARANI 
dimuat dalam Tempo.co pada 31 Desember 2014

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kawananan bebek berjalan 
keluar dari petak kandang menuju kolam air. Suara mereka 
riuh. Kandang bebek berada di antara persawahan. Setidaknya 
600 bebek mengisi 12 kandang itik. Tak hanya bebek, di 
kandang itu juga dipelihara kalkun dan entok. 

Ternak ini berlokasi di kampung pertanian terpadu Joglo 
Tani di Dusun Mandungan, Desa Margoluwih, Kecamatan 
Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung 
pertanian terpadu ini menempati lahan seluas 5 ribu meter 
persegi. Perempuan kelompok ternak itik bernama Kambangan 
Laras Mandiri atau Kalam yang mengelolanya. Saban hari, 
pada subuh, mereka memanen telur bebek. 

Telur itu diambil untuk diolah menjadi telur asin. Sebagian 
mereka jual ke sejumlah pasar tradisional. Peternak memberi 
makan bebek dengan adonan bekatul. “Kami juga kasih makan 
karak atau nasi yang telah dijemur,” kata Sekretaris kelompok 
ternak itik Kambangan Laras Mandiri, Suhartini, 45 tahun, 
Rabu , 30 Desember 2014. 

Dari 600-an bebek di Joglo Tani, 35 ekor di antaranya 
adalah milik Suhartini. Semula, Suhartini punya 100 ekor 
bebek. Beberapa hari lalu, ia menjual 65 ekor bebek yang sudah 
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tidak produktif miliknya, ke pedagang untuk selanjutnya 
dijual dalam bentuk daging bebek.

Setiap hari, dari 35 ekor bebek milik Suhartini, menghasilkan 
25 telur butir. Pedagang secara rutin membelinya dengan 
harga Rp 1.200 per butir. Keuntungan dari menjual telur Rp 10 
ribu per hari. Kelompok ternak itik itu punya sepuluh anggota. 
Tapi, dari sepuluh itu tinggal dua yang menitipkan bebeknya 
di Joglo Tani. Sebagian besar dari mereka telah beternak itik di 
rumah masing-masing.

Selain menjual telur, Suhartini juga menjual bebek miliknya 
ke pedagang. Harga per ekor bebek berbeda, tergantung 
umur. Dia mencontohkan untuk bebek yang masih produktif 
bertelur berharga Rp 75 ribu. Sedangkan, bebek yang berumur 
tua dan sudah tak menghasilkan telur dihargai Rp 50 ribu-Rp 
60 ribu. Ia mendapat keuntungan Rp 40 ribu per ekor bebek 
yang terjual. 

Bagi Suhartini, beternak bebek membantunya secara 
ekonomi. Suhartini merupakan petani yang punya lahan sawah 
di sekitar Joglo Tani. Dari beternak bebek itu, ia mendapatkan 
tambahan penghasilan. “Uang yang masuk sebagian saya 
gunakan untuk tambahan biaya sekolah dan kuliah anak,” 
kata Suhartini.

Kelompok ternak itik Kambangan Laras Mandiri ada 
di sana sejak Joglo Tani berdiri pada tahun 2008. Anggota 
kelompok tani ini setiap dua hari sekali mengolah telur asin 
dan menjualnya ke pedagang nasi gudeg dan pedagang telur 
asin. 

Penggagas pertanian terpadu Joglo Tani, To Suprapto 
menyatakan berdasarkan hitungannya, rata-rata terdapat 40 
telur dalam satu kandang bebek di kawasan itu per hari. Dari 
penjualan telur itu, petani masih untung. Mereka hanya perlu 



75

menyiapkan uang untuk membeli pakan bebek.

Setiap pagi hari, kegiatan di kandang bebek adalah 
mengambil telur, menimbang telur, mengolah telur untuk 
dijadikan telur asin, dan menjual telur ke pedagang yang 
datang ke kampung. Dua anggota kelompok ternak bebek 
itu dibantu oleh mahasiswa yang belajar pertanian terpadu di 
sana. “Mereka juga memastikan bebek, kandang, dan pakan 
bebek dalam kondisi baik,” kata Suprapto.

To Suprapto merupakan petani yang sukses menerapkan 
model pertanian terpadu di Joglo Tani . Dia mencatat ada 200-
an kelompok tani yang di Indonesia yang mengadopsi contoh 
pertanian terpadu ini. Misalnya di Riau, Aceh, Sumatera Utara, 
dan Lampung.

Di kawasan ini tak hanya ternak itik yang dikembangkan. 
Ada pula ternak sapi, kambing, dan kelinci. Pohon jati, sengon, 
padi, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan empon-
empon juga tumbuh subur di kawasan ini. Ikan tawar hidup 
di kolam yang mengapit rumah utama berbentuk joglo untuk 
pertemuan kegiatan pertanian di Joglo Tani.

Di kanan-kiri sawah Joglo Tani terdapat perkampungan 
penduduk. Onggokan jerami menyebarkan bau segar. Bau 
kotoran bebek dan ayam menyengat. Kandang sapi penuh 
jerami ada di belakang rumah Joglo. “Kami mengolah kotoran 
ternak sebagai bahan pupuk organik,” kata Ketua Petani 
Pengendalian Hama Terpadu Indonesia ini.

Sistem pertanian terpadu Joglo Tani telah ada sejak 
tahun 2008. To Suprapto menamainya Joglo Tani yang punya 
singkatan ojo gelo dadi wong tani. Ia membuat sistem itu untuk 
menunjukkan petani bisa berdaulat dan mandiri terhadap 
pangan. “Kami ingin meruntuhkan petani sebagai pekerjaan 
yang tidak menjanjikan,” kata dia.
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Sistem pertanian Joglo Tani mengambil ide dari sebatang 
pohon yang tumbuh. Pohon yang punya akar, batang, daun, 
bunga, biji, dan buah. Ini sama halnya dengan pertanian 
terpadu. Tanaman umbi-umbian, dan padi menggambarkan 
akar.

Pohon jati menggambarkan batang, daun menggambarkan 
sayuran, bunga melati dan mawar menggambarkan bunga, 
dan aneka buah yang menggantung di pohon menggambarkan 
buahnya. Sedangkan, hewan ternak unggas, sapi, dan kambing 
merupakan bagian tak terpisahkan dari kesuburan tanah. “Ini 
bagian dari model lumbung pangan. Tak ada cerita petani 
kekurangan pangan di sini,” kata Suprapto.

Setiap bulan Joglo Tani juga menampung petani, calon 
petani, dan pekerja yang telah pensiun untuk belajar sistem 
pertanian terpadu. Mereka belajar tentang mengolah tanah, 
pemilihan bibit, dan pengolahan pupuk organik dari kotoran 
ternak itik, kambing, dan sapi. Selain bertani, mereka juga 
belajar beternak ikan dan unggas. Minat orang untuk tahu 
tentang Joglo Tani juga tinggi, per bulan jumlah pengunjung 
sebanyak seribu orang dari berbagai daerah di Indonesia.

Model pertanian organik di sini berkelanjutan. Dia 
mencontohkan limbah pertanian dan peternakan semuanya 
tidak ada yang terbuang. Misalnya kulit padi bisa dimanfaatkan 
sebagai pakan ternak. Jerami padi juga digunakan untuk 
pupuk. Sedangkan, limbah dari beternak bisa dimanfaatkan 
untuk pupuk dan energi listrik. Misalnya air kencing sapi 
untuk pupuk cair.

Ia mengatakan produk pertanian dan peternakan Joglo 
Tani bebas pestisida. Kolam ikan Joglo Tani memanfaatkan air 
dari Sungai Konteng yang berhulu di Gunung Merapi. Aliran 
air itu masuk ke perkampungan menuju kolam ikan. “Kami 
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nol pestisida. Kalau tidak pasti meracuni ikan dan unggas,” 
kata Suprapto.

Kampung ini juga menjadi tempat kuliah bagi mahasiswa 
dari Aceh hingga Papua. Joglo Tani bekerja sama dengan 
Institut Pertanian Yogyakarta. Mereka belajar selama empat 
tahun sama seperti mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi 
pada umumnya. Saat ini ada 500 mahasiswa yang belajar di 
sana. Mahasiswa yang lulus biasanya menerapkan praktek 
sistem pertanian terpadu model Joglo Tani di tempat lain.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta, Edhi Martono mengapresiasi usaha kelompok 
tani maupun individu yang mendorong orang untuk bergairah 
terhadap pertanian. Ia prihatin selama ini di sejumlah tempat 
banyak kalangan muda yang tak tertarik menjadi petani.

Mereka lebih tertarik menjadi buruh pabrik di kota. Selain 
itu, luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi 
lahan untuk gedung, toko, perumahan, dan bangunan lainnya. 
“Padahal pertanian ini vital untuk menjaga ketersediaan 
pangan Indonesia,” kata dia.

Organisasi non-pemerintah, Aliansi Desa Sejahtera 
merujuk pada data Badan Pusat Statistik tahun 2013, 
menyebutkan Indonesia kehilangan petani sebanyak 5 juta 
orang. Selain itu, jumlah lahan pertanian semakin menyusut 
akibat alih fungsi lahan. Laju kehilangan sumber pangan 
mencapai 6,4 persen atau setara dengan 100 ribu hektare lahan 
hilang per tahun pada kurun 2003-2013.
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Akbar Tri Kurniawan 
Akbar Tri Kurniawan adalah staf redaksi ekonomi dan bisnis Majalah Tempo.   
Pria kelahiran Lumajang26 Februari 1983 ini, sudah malang melintang sebagai jurnalis 
selama 7 tahun.

EKONOMI SAPIEKONOMI
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K
ANDANG seluas satu sete-
ngah kali lapangan bulu tang-
kis itu tak lagi berisi sapi. Ha-
nya beberapa tumpukan je-
rami teronggok di dalam kan-

dang milik Haryono di Desa Campursari, 
Kecamatan Sidorejo, Magetan, Jawa Timur, 
itu. Sebagian bahkan berubah fungsi men-
jadi tempat penyimpanan telur ayam milik 
peternak itu.

Sebanyak 60 ekor sapi Brahman Cross 
alias BX bunting pernah berumah di kan-
dang tersebut pada akhir 2010. Sembilan 
bulan mengandung, 50 ekor berhasil ber-
anak, sisanya mati. Namun sebagian besar 
bobotnya kurang dari 28 kilogram. Ban-
dingkan dengan bobot pedet lokal jenis pe-
ranakan Ongole (PO) yang mencapai 35-42 
kilogram.

Tak puas dengan generasi baru sapi BX 
miliknya, Haryono memberikan insemina-
si buatan (IB) atau kawin suntik agar bun-
ting lagi. Proses IB berulang-ulang 5-10 kali. 
Namun sapi asal Australia itu tak kunjung 
bunting. Ketua kelompok tani Bina Ternak 
itu pun menyerah. ”Saya jual induk sapi be-
serta pedet yang jelek itu,” ujar pria 56 ta-
hun tersebut, Rabu pekan lalu.

Menyadari usaha pembibitan sapinya di 
tepi jurang, Haryono menjual semua induk 
beserta 38 anaknya Rp 5-6 juta per ekor 
pada Juni 2012. Ia merugi karena sapi itu 
ia beli Rp 12 juta per ekor. ”Itu pinjam dari 
bank,” katanya.

Hasil penjualan digunakan untuk ong-
kos pakan pedet sapi BX yang tersisa 12 
ekor yang dinilai masih bagus. Pedet itu di-
ternakkan di kandang berukuran lebih ke-

cil di sebelah kandang kosong bekas induk-
nya itu.

Sapi BX terkenal rakus karena jumlah pa-
kannya mencapai 10 persen dari bobotnya. 
Jika tidak cukup kenyang, sapi BX sulit di-
kawinkan. Sapi impor BX dibeli Haryono 
setelah mendapatkan kredit usaha pembi-
bitan sapi (KUPS) dari PT Bank Jatim Rp 1,8 
miliar pada akhir 2010. 

■ ■ ■

MENTERI Pertanian Suswono mengata-
kan KUPS merupakan program kemente-
riannya untuk menambah populasi sapi 1 
juta ekor dalam lima tahun atau 200 ribu 

ekor per tahun. Program yang berjalan se-
jak September 2009 itu bertujuan menca-
pai swasembada daging sapi pada 2014.

Untuk mencapai swasembada sapi, pe-
merintah memilih kebijakan, antara lain, 
pembatasan impor daging beku dan sapi 
bakalan, penyelamatan betina produktif, 
serta menambah populasi sapi. Pembatas-
an impor dilakukan dengan memberlaku-
kan sistem kuota. Adapun skema penyela-
matan adalah memberikan insentif kepada 
peternak yang memelihara betina produk-
tif. Realisasi anggaran program ini men-
capai Rp 1,3 triliun selama tiga tahun ter-
akhir.

Bongkar-muat 
sapi Impor di 
Pelabuhan Tanjung 
Priok, Jakarta.
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SULIT BERAHI 
ANCAM 
SWASEMBADA
Sapi yang diimpor lewat program 
kredit usaha pembibitan sapi susah 
dikembangbiakkan. Peternak kecil 
dan negara dirugikan. 
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Sedangkan penambahan populasi de-
ngan cara merangsang peternak, kelom-
pok peternak, dan perusahaan mengem-
bangkan usaha pembibitan sapi dengan 
bantuan kredit perbankan berbunga ren-
dah, yakni 5 persen. Inilah yang disebut 
program KUPS.

Bunga rendah KUPS berasal dari subsidi 
bunga 6,5 persen yang dibayar negara. Se-
mestinya bunga normal adalah 11,5 persen. 
Plafon maksimal KUPS sebesar Rp 66,315 
miliar. Kementerian Keuangan, yang ikut 
mengatur skema pembiayaan, berhasil me-
neken kerja sama dengan 11 bank yang ber-
sedia menyiapkan anggaran Rp 3,96 trili-

un.
Bank pelaksana KUPS antara lain Bank 

BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BPD Ja-
teng, Bank BPD Jatim, Bank BPD Bali, dan 
Bank BPD NTB. Hingga Februari lalu, reali-
sasinya baru mencapai Rp 509,1 miliar ke-
pada 300 kelompok peternak, 14 kopera-
si, dan 10 perusahaan. ”Realisasinya di ba-
wah target,” kata Syukur Iwantoro, Direk-
tur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian, Selasa pe-
kan lalu. Dengan realisasi sebesar itu, bu-
nga yang dibayar negara mencapai Rp 33,1 
miliar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertani-

an Nomor 40 Tahun 2009, peternak yang 
mendapat pinjaman kredit pembibitan ha-
rus membeli sapi impor, peranakan impor, 
atau sapi lokal. Mengacu pada aturan itu, 
seharusnya peternak diberi kelonggaran 
memilih jenis sapi.

Namun praktek di lapangan, seperti di-
alami Haryono, ibarat bumi dan langit. 
Har yono disodori persyaratan harus mem-
beli sapi BX dari PT Lembu Jantan Perka-
sa, perusahaan penggemukan dan pembi-
bitan sekaligus importir sapi Australia. Ti-
dak ada pilihan lain untuk Haryono. ”Bah-
kan saya diantar pegawai Bank Jatim meng-
ambil sapi di kandang importir di Cianjur, 
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SULIT BERAHI  
ANCAM SWASEMBADA

Oleh: AKBAR TRI KURNIAWAN
dimuat dalam Majalah Tempo pada 15 April 2013

Sapi impor yang didatangkan lewat program 
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) susah 
dikembangbiakkan. Peternak kecil dan negara dirugikan. 

KANDANG seluas satu setengah kali lapangan bulu 
tangkis itu tak lagi berisi sapi. Hanya beberapa 
tumpukan jerami teronggok di dalam kandang milik 

Haryono di Desa Campursari, Kecamatan Sidorejo, Magetan, 
Jawa Timur itu. Sebagian tempat bahkan berubah fungsi 
menjadi tempat penyimpanan telur ayam milik peternak itu.

Sebanyak 60 ekor sapi Brahman Cross alias BX bunting 
pernah berumah di kandang tersebut pada akhir 2010. Sembilan 
bulan mengandung, 50 ekor berhasil beranak, sisanya mati. 
Namun sebagian besar bobotnya kurang dari 28 kilogram. 
Bandingkan dengan bobot pedet lokal jenis peranakan Ongole 
(PO) yang mencapai 35 hingga 42 kilogram.

Tak puas dengan generasi baru sapi BX miliknya, Haryono 
memberikan inseminasi buatan (IB) atau kawin suntik agar 
bunting lagi. Proses IB berulang-ulang 5 sampai 10 kali. 
Namun sapi asal Australia itu tak kunjung bunting. Ketua 
kelompok tani Bina Ternak itu pun menyerah. “Saya jual 
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induk sapi berserta pedet yang jelek itu,” kata pria 56 tahun 
itu, Rabu pekan lalu.

Menyadari usaha pembibitan sapinya di tepi jurang, 
Haryono menjual semua induk beserta 38 anaknya Rp 5-6 juta 
per ekor pada Juni 2012. Ia merugi karena sapi itu ia beli Rp 12 
juta per ekor. “Itu pinjam dari bank,” katanya.

Hasil penjualan digunakan untuk ongkos pakan pedet 
sapi BX yang tersisa 12 ekor yang dinilai masih bagus. Pedet 
itu diternakkan di kandang berukuran lebih kecil di sebelah 
kandang kosong bekas induknya itu.

Sapi BX terkenal rakus karena jumlah pakannya mencapai 
10 persen dari bobotnya. Jika tidak cukup kenyang, sapi BX 
sulit dikawinkan. Sapi impor BX dibeli Haryono setelah 
mendapatkan Kredit Usaha Pembibitan Sapi dari PT Bank 
Jatim Rp 1,8 miliar pada akhir 2010. 

Menteri Pertanian Suswono mengatakan, KUPS 
merupakan program kementeriannya untuk 
menambah populasi sapi 1 juta ekor dalam lima 

tahun atau 200 ribu ekor per tahun. Program yang berjalan 
sejak September 2009 itu bertujuan mencapai swasembada 
daging sapi pada 2014.

Untuk mencapai swasembada sapi, pemerintah memilih 
kebijakan, antara lain, pembatasan impor daging beku dan 
sapi bakalan, penyelamatan betina produktif, dan menambah 
populasi sapi. Pembatasan impor dilakukan dengan 
memberlakukan sistem kuota. Adapun skema penyelamatan 
yaitu memberikan insentif kepada peternak yang memelihara 
betina produktif. Realisasi anggaran program ini mencapai Rp 
1,3 triliun selama tiga tahun terakhir.

Sedangkan penambahan populasi dengan cara merang
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sang peternak, kelompok peternak, dan perusahaan 
mengembangkan usaha pembibitan sapi dengan bantuan 
kredit perbankan berbunga rendah, yakni 5 persen. Inilah 
yang disebut program KUPS.

Bunga rendah KUPS berasal dari subsidi bunga 6,5 
persen yang dibayar negara. Mestinya bunga normal adalah 
11,5 persen. Plafon maksimal KUPS sebesar Rp 66,315 
miliar. Kementerian Keuangan yang ikut mengatur skema 
pembiayaan berhasil meneken kerja sama dengan 11 bank 
yang bersedia menyiapkan anggaran Rp 3,96 triliun.

Bank pelaksana KUPS antara lain Bank BRI, Bank BNI, 
Bank Mandiri, Bank BPD Jateng, Bank BPD Jatim, Bank BPD 
Bali, dan Bank BPD NTB. Hingga Februari lalu realisasinya 
baru mencapai Rp 509,1 miliar kepada 300 kelompok peternak, 
14 koperasi, dan 10 perusahaan. “Realisasinya di bawah 
target,” kata Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Selasa pekan 
lalu. Dengan realisasi sebesar itu, bunga yang dibayar negara 
mencapai Rp 33,1 miliar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 
Tahun 2009, peternak yang mendapat pinjaman kredit 
pembibitan harus membeli sapi impor, peranakan impor, atau 
sapi lokal. Mengacu pada beleid itu, seharusnya peternak 
diberi kelonggaran memilih jenis sapi.

Namun praktek di lapangan, seperti dialami Haryono, 
ibarat bumi dan langit. Haryono disodori persyaratan harus 
membeli sapi BX dari PT Lembu Jantan Perkasa, perusahaan 
penggemukan dan pembibitan sekaligus importir sapi 
Australia. Tidak ada pilihan lain untuk Haryono. “Bahkan 
saya diantar pegawai Bank Jatim mengambil sapi di kandang 
importir di Cianjur, Jawa Barat,” katanya.
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Nasib serupa dialami Ahmad Ali, ketua kelompok 
ternak Palagan Rojokoyo, Desa Mbluri, Kecamatan Selokaro, 
Lamongan, juga di Jawa Timur. Pria 61 tahun itu mendapat 
pinjaman KUPS Rp 1,5 miliar dari Bank Jatim untuk membeli 
100 ekor sapi setelah dirayu oleh pegawai Dinas Peternakan 
Jawa Timur. “Pegawainya mendatangi saya,” katanya.

Ali menjaminkan beberapa aset tanah. Ia juga meneken 
syarat yang diajukan, yaitu wajib membeli sapi BX di PT 
Widodo Makmur Perkasa dan PT Lembu Jantan Perkasa. Hal 
serupa dialami Setiohadi, ketua kelompok Lembu Subur di 
Desa Tanjungsari, Pacitan, yang mendapatkan kredit Rp 815 
juta dari Bank Jatim Cabang Madiun untuk membeli 47 ekor 
sapi BX dari PT Lembu Jantan.

Belakangan Ali dan Setiohadi mengalami kerugian yang 
sama seperti Haryono. Sapi bunting yang dibelinya Rp 12-
14 juta juta per ekor itu gagal melahirkan. Mereka terpaksa 
menjual sapi BX itu sangat murah, yakni di bawah Rp 4 juta 
per ekor, dan menanggung kredit perbankan. “Saya khawatir 
agunan saya disita.”

Pengucuran kredit juga meruapkan aroma kongkalikong 
antara pihak perbankan, Kementerian Pertanian, dan importir. 
Pasalnya, baik Haryono maupun Ali tidak pernah menerima 
bahkan sekadar melihat dana pinjamannya. Semua ongkos 
pembelian sapi langsung ditransfer bank kepada PT Widodo 
Makmur dan PT Lembu Jantan.

Menurut Ali, peternak tidak bisa menolak perintah Tjeppy 
Daradjatun Soedjana, Direktur Jenderal Peternakan, kala itu, 
untuk membeli sapi BX dari Widodo Makmur dan Lembu 
Jantan. Ali juga kecewa kepada kedua importir karena ongkos 
pengiriman sapi dari kandang importir di Cianjur dan Serang, 
Banten, sebesar Rp 650 ribu per ekor, dibebankan ke peternak. 
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“Ini di luar kredit yang mengucur. Kejanggalan lain adalah 
peternak tidak pernah menerima polis asuransi yang telah 
dibayar sebesar Rp 756 ribu per ekor.”

Sumber Tempo di Kementerian Pertanian mengatakan, 
saat KUPS digulirkan, Widodo Makmur dan Lembu Jantan 
termasuk perusahaan yang banyak mengimpor sapi BX. 
Melimpahnya sapi impor BX terkait dengan kebijakan Menteri 
Pertanian Anton Apriantono saat itu untuk membuka keran 
impor sapi sebebas-bebasnya pada 2009. “Membuat sapi 
impor melimpah dan harga jatuh.”

Maskur, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, membantah 
mewajibkan peternak membeli sapi BX. “Yang mengarahkan 
pemerintah pusat, kami hanya fasilitator,” katanya. Djoko 
Lesmono, Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi PT Bank 
Jatim, membantah pihaknya mentransfer dana ke importir. 
“Kami mengirimkan kepada debitor langsung, bukan 
importir.”

Tjeppy, yang kini menjabat di Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Peternakan, menyangkal tuduhan itu. “Kami 
tidak pernah merekomendasikan,” katanya. Toni Wibowo, 
Direktur Lembu Jantan, menjawab senada. “Kami hanya 
menjual putus,” katanya. Adapun Giono dari manajemen 
Widodo Makmur memilih tak berkomentar. “Saya tidak tahu.”

Pengucuran KUPS juga meruapkan aroma korupsi 
oleh politikus. Sumber Tempo di Kementerian Pertanian 
mengatakan, beberapa politikus daerah menggalang peternak 
untuk membentuk badan usaha dan mengajukan kredit. 
Politikus broker ini mengurus kredit hingga pembelian sapi 
di importir tertentu. “Peternak tahu-tahu sudah mendapatkan 
sapi bibit dan membayar cicilan,” katanya.

Para broker ini diduga kuat mengambil keuntungan 
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dengan menjual sapi lebih mahal kepada peternak. Dayan 
Antoni menguatkan modus korupsi broker-peternak ini. 
Koordinator Dewan Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot 
Indonesia ini mengakui pernah dipanggil polisi yang tengah 
mengusut kasus korupsi pengadaan sapi bibit di Sumatera 
Selatan. Menurut dia, sang broker menggelembungkan harga 
sapi bibit BX yang dibeli dari perusahaannya, PT Santoso 
Agrindo (Santori). “Modusnya memalsukan kuitansi.”

Muladno, guru besar pemuliaan dan genetika ternak 
Institut Pertanian Bogor, mengatakan karut-marut 
program KUPS karena kegagalan membibitkan sapi 

BX. Budi daya sapi BX harus dilepas di ladang tanpa diikat, 
sehingga dibutuhkan lahan yang luas. “Lebih cocok untuk 
peternakan besar, kelas industri.”

Adapun budi daya pembibitan sapi BX oleh peternak lokal 
dilakukan di kandang dan diikat. Hasilnya, sapi dilanda stres 
berat. Ini diperparah dengan suplai pakan dan nutrisi yang 
buruk. Sapi yang kurus dan stres akan kesulitan mencapai 
berahi, sehingga tidak bisa dikawinkan, baik secara alami 
maupun kawin suntik. “Alat reproduksi yang semula bagus 
menjadi mandul,” kata Muladno. Kesulitan berahi dan 
fertilitas rendah inilah yang dialami sapi BX milik Haryono, 
Ali, dan Setiohadi.

Dayan mengatakan, kegagalan KUPS karena banyak 
diberikan ke peternak lokal yang tidak mengetahui cara beternak 
sapi BX. Dayan, yang mengatakan berhasil membibitkan 5.000 
ekor sapi BX, menilai kesalahan Kementerian Pertanian adalah 
tidak memberikan pelatihan cara beternak sapi BX. “Peternak 
lokal tidak biasa dengan sapi BX.”

Kendati mengakui KUPS gagal, Menteri Suswono enggan 
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merevisi target swasembada daging. “Kita masih akan 
mendorong investasi,” katanya. Dayan menilai swasembada 
daging tahun depan sulit dicapai dengan kebijakan yang 
sporadis. “Swasembada itu butuh puluhan tahun, bukan 
kebijakan instan lima tahun.” 

Di lapangan, karut-marut kebijakan swasembada sapi 
membuat Haryono, Ali, Setiohadi, dan peternak kecil lainnya 
harus menanggung kredit macet miliaran rupiah. “Saya sudah 
tidak punya uang. Mau dipenjara juga silakan,” kata Setiohadi.

—Akbar Tri Kurniawan, Retno Sulistyowati,  
Ukky Primartantyo (Magetan), Diananta P. Sumedi 

(Surabaya)
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Dimas Rizky Chrisnanda 
Bagi Dimas Rizky Chrisnanda, keluarga menjadi motivasi utama untuk terus berkarya. 
Pria kelahiran 18 Januari 1987 ini, sudah bekerja di Kantor Berita Radio KBR sejak 2010. 
Saat ini menjabat sebagai koordinator liputan. Merindu dunia teater yang terlewati dan 
penikmat fotografi.
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BALADA DAGING SAPI 
IMPOR

Oleh: DIMAS RIZKY
dimuat dalam PortalKBR.com pada 7 Agustus 2013

KBR, Jakarta - Pemerintah menilai kenaikan harga daging 
sapi lokal hingga Rp 120 ribu per kilogram jelang Idul Fitri, 
tak wajar. Tanpa pikir panjang pemerintah segera mengimpor 
daging sapi asal Australia dengan mimpi harga daging kembali 
murah. Tapi tak semua pedagang sepakat dengan langkah 
pemerintah. Reporter Dimas Rizky berkunjung ke pasar 
tradisional di Jakarta untuk mencari tahu alasan pedagang.

Jauh sebelum ayam berkokok, kegiatan pasar tradisional 
di kawasan Senen sudah bergeliat. Setiap pedagang bergegas 
menggelar dagangannya. Di areal penjualan daging, 
para pedagang mengeluarkan daging segar dari kotak 
penyimpanan. Tak lama, daging dipotong sesuai ukuran. Para 
pembeli lantas berdatangan. 

Di Pasar Senen juga ada Rohmat, seorang pedagang 
daging. Beda dengan para pedagang daging lainnya, Rohmat 
justru mengeluarkan daging beku 21,5 kilogram dari dalam 
kardus.Di Pasar Senen, hanya dia yang nekat menjual daging 
impor asal Australia. Alasan dia saat itu, banyak pelanggan 
yang memesan daging impor darinya. 

Menumpuknya pasokan daging sapi impor adalah kerja 
pemerintah untuk mengatasi tingginya harga daging di 
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pasaran lokal. Saat harga daging melambung hingga Rp 120 
ribu per kilogram, pemerintah menerbitkan izin impor tiga 
ribu ton daging sapi. 

Tapi sebagian pedagang pasar Senen enggan menjual 
daging sapi impor. Alasan mereka beragam, seperti banyaknya 
kandungan air pada daging beku, juga banyaknya lemak yang 
menyebabkan harga jual daging jadi murah. Ketua Pedagang 
Daging Pasar Senen, Entis mengatakan, mereka kehilangan 
dua puluh persen berat daging akibat banyaknya kandungan 
air dan lemak pada daging impor. Alasan lain, adalah pembeli 
yang lebih suka membeli daging potong segar, ketimbang 
daging beku asal negeri Kangguru. 

Salah seorang pedagang menjelaskan soal kerugian mereka 
jika menjual daging beku impor. “Ini aja 21,5 kg dari sana. 
Sekarang tinggal 20,8 kg. Sudah 2 Ons hilang. Ya setengah Kilo 
lah tekor. Ruginya? Ini aja belum dibersihin lemaknya. Paling 
sedikit 2 kg hilang. Pertama beli 21,5 kg, hilang setengah kilo, 
udah dibersihin lagi, 2 kg hilang lemaknya,” ujar salah satu 
pedagang yang enggan disebut namanya.

Di antara hiruk-pikuk kegiatan jual beli di bangsal 
penjualan daging di Pasar Senen juga ada Tono. Dia merupakan 
pedagang bakso di Kemayoran yang selalu membeli daging 
potong segar. “Saya gak mau pakai daging impor. Rasanya 
gak enak. Jadi sih jadi, tapi rasanya gak enak. Beda aja. Mau 
harga Rp 60 ribu atau Rp 65 ribu saya gak mau. Orang beli 
kan cari rasa. Kalau gak enak, buat apa dipaksa. Nanti kabur 
pembelinya,” tambahnya.     

       Situasi bisnis daging di Pasar Senen ternyata berbeda 
dengan apa yang terjadi di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur. 
Di sana ratusan pedagang daging justru menunggu glontoran 
daging impor dari sejumlah pemasok, termasuk Perum Bulog. 
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Mereka tak mau, kekurangan pasokan karena pembeli daging 
berlimpah di pasar itu. “Kita gak bos impor dan chanel impor. 
Tapi kalau ada, kita lihat dulu barangnya dulu, liat dagingnya 
dulu bagaimana. Jangan sampai nanti silakan beli, tapi gak 
bisa dijual. Itu sama aja ketahan,” ujar salah satu pedagang, 
Joni.

Pro kontra daging sapi impor ini juga terjadi di daerah di 
luar Jakarta. Di Jombang, Jawa Timur misalnya, para peternak 
menolak keberadaan daging luar negeri ini. Salah satu 
peternak Mohamad Anshori Efendi mengaku tak sanggup 
menyaingi harga daging sapi impor. “Dengan adanya import 
yang masuk sudah barang tentu mengejutkan bagi peternak, 
akhirnya harga jadi amburadul, harga jadi murah. Ya nggak 
papa harga segitu cuma harus diimbangi dengan harga pakan. 
Kalau Rp. 75 ribu belum balik modal, nangis peternak jelas 
gulung tikar,” ujarnya.

Menurut pedagang, tingginya harga daging sapi lokal 
jelang Lebaran adalah wajar. Entis yang sudah berdagang 
sejak tahun 80an di Pasar Senen mengatakan, harga daging 
selalu mahal saban jelang lebaran. Semua tak lain karena 
permintaan pembeli tinggi. Tapi kenaikan itu berbeda untuk 
tahun ini. “Kalau jaman pak Harto, kenaikan wajar. Tapi yang 
gak wajar, tahun ini. Dari puasa tahun lalu jadi Rp 62 ribu.  
Turun lagi normal jadi Rp 60 ribu. Lalu sekarang kenapa naik 
jadi Rp 75 ribu? Sudah ada kenaikan Rp 15 ribu di dalam 11 
bulan. Pedagang kan menjerit,” keluhnya.

Karena itu Entis mengaku heran dengan kebijakan 
pemerintah mendatangkan daging sapi dari Australia. Apalagi 
dengan dalih jurus meredam harga komoditi pokok itu.
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BALADA DAGING  SAPI IMPOR 
(BAGIAN 2)

D i Ibukota Jakarta, pejabat pemerintah menyalahkan 
peternak atas tingginya harga daging sapi jelang 
Idul Fitri hingga Rp 120 ribu per kilogram. Menteri 

Pertanian Suswono beranggapan, para peternak menaikkan 
harga sepihak, padahal stok ada. Untuk itu, dia meminta 
peternak untuk menggelontorkan persediaan dagingnya. 
Dia mencontohkan keadaan itu di Jakarta. “Sebetulnya kalau 
normal kebutuhan DKI ini 50 ribu ton setahun. Berarti satu 
bulan rata-rata 4 ribu ton. Tinggal sekarang ini ada kenaikan 
kebutuhan karena Ramadhan. Nanti kebutuhannya berapa bisa 
dihitung,” ujarnya. Karena itu dia menilai wajar jika pemerintah 
mengimpor daging sapi untuk pemenuhan dalam negeri. 

Pada awalnya daging impor masuk ke pasar-pasar, harga 
jual daging turun. Namun beberapa hari jelang Idul Fitri, 
harga daging kembali melonjak. Dan lagi pemerintah, kembali 
menyalahkan pedagang. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri 
Kemendag Sri Sgustina mengatakan, pedagang mengambil 
untung terlalu besar. “Dua hari ini saya pantau sampai malam 
di RPH itu harganya sudah Rp 82 ribu. Harganya sudah Rp 62 
ribu ditambah ongkos dan sebagainya sebesar Rp 15 ribu itu 
jatuhnya Rp 82 ribu. Kalau mau ngambil untung lima ribu ya 
paling 87 ribu. Jadi ini pedagang yang ambil untung terlalu besar. 
Saya sudah himbau ke PD Pasar Jaya supaya menghimbau para 
pedagang supaya tidak ambil untung terlalu besar.”
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Menanggapi tuduhan pemerintah, para pedagang 
mengaku terpaksa menaikkan harga daging sapi. Menurut 
para pedagang, harga jual daging mahal karena tingginya 
biaya operasional untuk mengambil daging dari rumah 
potong. Menurut mereka biaya operasional untuk mengambil 
daging potong mencapai Rp 95 ribu per kilogram. 

Namun Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia, APDI 
Asnawi menampik tudingan pemerintah yang menganggap 
pedagang mengambil untung terlalu besar.Dia menjelaskan 
pedagang hanya mengambil untung Rp 5 ribu per Kg. “Kita 
harus punya modal untuk daging ya dengan segala tetek 
bengeknya dan lain-lain itu sudah di posisi 93-95 ribu. Itu 
belum kita jualnya. Kalau kita jual 100 ribu kita cuma untung 
5 ribu mas. Siapa yang bilang pedagang ambil untung gede.”

Asnawi justru menduga adanya mafia daging    yang 
menangguk untung di balik kisruh melonjaknya daging sapi  
akhir-akhir ini.   Pasalnya, selain mengimpor daging sapi, 
pemerintah juga mengimpor ribuan sapi hidup. “Masuk lagi 10 
ribu katanya kemarin. Tanggal 2 itu, ada beritanya juga. Terus 
dimana rimbanya sapinya itu? Siapa yang menerimanya? 
Siapa koordinator distributor impornya? Saya mau tanya itu. 
Dan di RPH mana dimasukkannya? Pemerintah sudah bagus. 
Tapi mekanisme pelaksanaannya ini banyak setannya saya 
bilang,” tanyanya dengan kesal.

Dugaan adanya mafia daging juga dilontarkan Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Pengurus Harian YLKI, 
Tulus Abadi mengatakan pemerintah seharusnya bisa menjual 
harga daging sapi di bawah Rp 75 ribu per kg. Berdasar data 
yang dipunya YLKI, Tulus mengatakan harga daging sapi di 
Australia hanya tiga dollar atau sekitar Rp 30 ribu per kg. 

“Mengapa dijual di Indonesia Rp 75 ribu?Jadi sudah 100 
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persen lebih. Saya kira, dalam mengambil untung sudah tidak 
rasional lagi karena biaya pokok dan biaya transportasi dan 
segala macam tidak sampai Rp 75 ribu per Kg,” tanyanya.

Karena itu, Tulus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, 
KPK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,  KPPU  turun 
tangan menyelidiki dugaan korupsi impor daging sapi.

Namun pemerintah tak bergeming. Di tengah karut-marut  
masalah tersebut,  pemerintah justru berencana mendatangkan 
kembali  daging sapi  dari luar negeri. Menko Perekonomian 
Hatta Radjasa mengatakan impor distop jika harga sudah 
mencapai Rp 75 ribu per Kg. 

Tahu pemerintah berkeras kembali membuka keran 
impor daging sapi, pedagang dan peternak memprotesnya. 
Asosiasi yang tergabung dalam  Perhimpunan Peternak Sapi 
dan Kerbau Indonesia bahkan menyebut mereka terancam 
rugi  hingga Rp 1,8 triliun akibat impor daging sapi. Menurut 
sekjen perhimpunan tersebut, Rochadi Tawaf  para peternak 
sudah terlanjur membeli sapi dengan harga tinggi untuk 
digemukkan, sebelum disembelih. 

“Begini, beli harga pada saat sapi itu 32-33 ribu, misalnya. 
Kemudian dia harus menjual di harga 35 ribu per kilogram. 
Berarti, itu gini, bandingkan dengan pada saat menjadi 
dagingnya itu harus Rp 90 ribu, itu dia akan untung. Tapi, 
kemudian dengan harga 76 ribu, dia akan turun menjadi harga 
29, atau katakanlah 30 ribu, jadi akan ada loss gain yang terjadi 
. Nah, itu kalau dihitung dari 2 juta kontribusi ekor yang 
diberikan kepada konsumen, maka akan loss sekitar Rp1,8 
triliun,” jelas Rochadi Tawaf mencontohkan. 

Kerugian itu juga yang dialami pedagang pasar tradisional 
di Pasar Senen. Entis mengaku sudah menjual mobilnya 
untuk menutup pengeluaran penjualan. “Kita motong rugi, 
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gak potong juga butuh karena konsumen kan tuntut juga. 
Jadi akhirnya, apa yang ada, ya kita banyak tombok. Tahun 
ini saja saya sudah hilang mobil satu untuk nombokin. Jadi 
kenaikan seribu perak itu, kita gak bisa langsung naik, harus 
ada negosiasi dulu. Sementara di penjagalan kabarin naik, 
kita gak bisa apa-apa. Kita tolak, kita sendiri yang gak dapat 
barang,” ceritanya.

Sementara Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia 
(ASPIDI) mengkritik langkah pemerintah yang menurut 
mereka tak terencana. Ketua ASPIDI, Thomas Sembiring 
mengatakan kebijakan tersebut sangat terlambat karena 
dilakukan beberapa hari jelang bulan puasa.

Banyaknya persoalan kebijakan daging sapi, membuat 
pemerintah membuat terobosan baru dengan mendatangkan 
sapi siap potong. Namun di mata perhimpunan peternak, 
langkah itu menunjukkan pemerintah telah gagal total terkait 
program swasembada daging. 

Pengurus Perhimpunan Peternak sapi dan Kerbau 
Indonesia, Rochadi Tawaf mengatakan tak ada rencana yang 
jelas yang dibuat pemerintah.”Cetak biru  tidak menyebutkan 
ada Bulog untuk bermain. Jumlahnya dan segala macamnya. 
Itu nggak ada. Dan Bulog pun kan upaya penyetabilan harga. 
Jadi kalau Bulog sudah masuk, kebijakan swasembada sudah 
stop. Saya juga agak khawatir, apa yang terjadi ini, karena kan 
Bulog tak punya tangan-tangan, penjualan sapi. Jadi, nanti dia 
menjualnya digelontorin aja,”tegasnya.

Pemerintah memang menargetkan Indonesia bakal 
swasembada daging tahun depan. Namun melihat  sengkarut 
melonjaknya harga daging sapi akhir-akhir ini, target itu ibarat 
mimpi di siang bolong.
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Akbar Tri Kurniawan 
Akbar Tri Kurniawan adalah staf redaksi ekonomi dan bisnis Majalah Tempo.   
Pria kelahiran Lumajang26 Februari 1983 ini, sudah malang melintang sebagai jurnalis 
selama 7 tahun.
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78  |    |  10 AGUSTUS 2014

GULA 
SILUMAN 
MENJELANG 
ROYALAN
HARGA GULA MEROSOT AKIBAT JUTAAN 
TON GULA UNTUK INDUSTRI MEREMBES 
KE PASAR UMUM. CARA SAMURAI GULA 
MELEMAHKAN PETANI KECIL.

S
IDANG sengketa impor gula 
kristal putih hanya berlang-
sung seperempat jam di Peng-
adilan Tata Usaha Negara Ja-
karta Timur. Pada Selasa dua 

pekan lalu itu, ketua majelis hakim Harya-
ti menghabiskan waktu hanya untuk mem-
bacakan eksepsi tim hukum Kementerian 
Perdagangan sebagai tergugat.

Gugatan datang dari sepuluh petani tebu 
asal Kudus dan Pati, Jawa Tengah. Mereka 
memperkarakan kebijakan impor 328 ribu 
ton gula kristal. Penggugat yang berasal 
dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia 
(APTRI) itu menilai impor menyebabkan 
harga gula anjlok. Lelang gula petani di-
tawar pedagang di kisaran Rp 8.250-8.551 
per kilogram di beberapa pabrik gula. Ang-
ka itu jauh di bawah patokan ongkos pro-
duksi ketetapan pemerintah sebesar Rp 
8.791.

Tentu pemerintah tak menyerah begi-
tu saja menghadapi gugatan petani. Simon 
Tumanggor, kuasa hukum Kementerian 
Perdagangan, dalam eksepsinya mengata-
kan pengadilan tidak berwenang meme-
riksa kebijakan impor. Alasannya, izin im-
por diterbitkan karena keadaan mendesak 
dan untuk kepentingan publik. ”Gugatan 
kabur, tidak jelas, dan sangat sumir,” kata 
Haryati membacakan isi salinan eksepsi.

Haryati lalu menutup persidangan yang 
dihadiri delapan orang itu. Dia juga me-
minta tergugat menghadirkan pelaksana 
impor, Perum Bulog, pada sidang lanjutan 

12 Agustus mendatang.
Muhammad Nur Khabsyin, salah satu 

penggugat, mengatakan gugatan itu me-
rupakan upaya perlawanan kepada peme-
rintah yang kebijakannya merugikan peta-
ni kecil. Impor gula pasir pada April lalu itu 
merupakan prahara yang bertubi-tubi me-
nerpa petani. Badai awal adalah ketika gula 
lokal kalah diserang rembesan gula rafi na-

si industri, yang lebih murah Rp 100-200 
per kilogram. ”Membuat harga terus mero-
sot,” ujarnya.

Menurut Khabsyin, tanda-tanda terja-
di rembesan dapat dilacak dari stok gula 
di Dewan Gula Indonesia. Dalam keadaan 
normal, stok akhir tahun akan berkurang 
sebesar angka konsumsi gula, yaitu 220 
ribu ton per bulan. Merujuk pada data De-

Pedagang gula 
pasir di Pasar 
Palmerah, 
Jakarta. 
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wan Gula, stok gula mencapai 1,24 juta ton 
pada akhir Desember 2013. Dengan kon-
sumsi 220 ribu ton per bulan, seharusnya 
stok gula kristal habis pada bulan keenam 
atau Mei lalu.

Anehnya, sejak awal tahun, serapan gula 
kristal justru melamban. Khabsyin menga-
takan, berdasarkan catatan Dewan Gula, 
serapannya hanya 125-160 ribu ton setiap 

bulan. ”Bahkan Mei hanya 31 ribu ton. Ini 
aneh,” katanya.

Apakah konsumsi gula masyarakat tu-
run? Tentu tidak. Rendahnya serapan aki-
bat masyarakat beralih pada gula lain yang 
tidak terdeteksi sebagai stok Dewan Gula. 
Gula siluman itu adalah gula rafi nasi un-
tuk kalangan industri yang rembes ke pa-
sar umum.

Gula rafi nasi sebagian besar didatang-
kan lewat impor. Impor gula diperlukan ka-
rena produksi nasional oleh 62 pabrik gula 
hanya 2,5 juta ton padahal konsumsi nasio-
nal mencapai 5 juta ton. Selisih 2,5 juta ton 
didapatkan lewat impor dari Thailand. Ma-
yoritas gula impor digunakan untuk kebu-
tuhan industri. 

Mantan Ketua Umum Asosiasi Gula Rafi -
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GULA SILUMAN  
MENJELANG ROYALAN

Oleh: AKBAR TRI KURNIAWAN
dimuat dalam Majalah Tempo pada 4 Agustus 2014

Harga gula merosot akibat jutaan ton gula untuk 
industri rembes ke pasar umum. Cara samurai gula 
melemahkan petani kecil.

S IDANG sengketa impor gula kristal putih hanya 
berlangsung seperempat jam di Pengadilan Tata Usaha 
Negara, Jakarta Timur, pada Selasa dua pekan lalu. Ketua 

Majelis Hakim Haryati menghabiskan waktu hanya untuk 
membacakan eksepsi tim hukum Kementerian Perdagangan 
sebagai pihak tergugat.

Gugatan datang dari sepuluh petani tebu asal Kudus dan 
Pati, Jawa Tengah, yang memperkarakan kebijakan impor 328 
ribu ton gula kristal. Penggugat yang berasal dari Asosiasi 
Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) itu menilai impor 
menyebabkan harga gula anjlok. Lelang gula petani ditawar 
pedagang di kisaran Rp 8.250 – 8.551 per kilogram di beberapa 
pabrik gula. Padahal patokan ongkos produksi ketetapan 
pemerintah sebesar Rp 8.791.

Tentu pemerintah tak menyerah begitu saja menghadapi 
gugatan petani. Simon Tumanggor, kuasa hukum Kementerian 
Perdagangan, dalam eksepsinya mengatakan pengadilan tidak 
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berwenang memeriksa kebijakan impor. Alasannya izin impor 
diterbitkan karena keadaan mendesak dan untuk kepentingan 
publik. “Gugatan kabur, tidak jelas dan sangat sumir,” kata 
Haryati membacakan isi salinan eksepsi.

Haryati lalu menutup persidangan yang dihadiri delapan 
orang itu dan meminta tergugat menghadirkan pelaksana 
impor, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), pada sidang 
lanjutan 12 Agustus mendatang.

Bagi Muhammad Nur Khabsyin, salah satu penggugat, 
menempuh jalur hukum merupakan langkah perlawanan 
kepada pemerintah yang kebijakannya merugikan petani 
kecil. Impor gula pasir pada April lalu itu dinilai prahara 
yang bertubi-tubi menerpa petani. Badai awal adalah ketika 
gula lokal kalah diserang rembesan gula rafinasi industri yang 
lebih murah Rp 100-200 per kilogram. “Membuat harga terus 
merosot,” katanya.

Menurut Khabsyin tanda-tanda terjadi rembesan dapat 
dilacak dari stok gula di Dewan Gula Indonesia. Dalam 
keadaan normal, stok akhir tahun akan berkurang sebesar 
angka konsumsi gula yaitu 220 ribu ton per bulan.

Merujuk data Dewan Gula, stok gula mencapai 1,24 juta 
ton pada akhir Desember 2013. Dengan konsumsi 220 ribu 
ton per bulan seharusnya stok gula kristal habis pada bulan 
keenam atau Mei lalu.

Anehnya, sejak awal tahun serapan gula kristal justru 
melamban. Khabsyin mengatakan berdasarkan catatan 
Dewan Gula, serapannya hanya 125 - 160 ribu ton setiap bulan. 
“Bahkan Mei hanya 31 ribu ton. Ini aneh,” katanya.

Apakah konsumsi gula masyarakat turun? Tentu tidak. 
Rendahnya serapan akibat masyarakat beralih pada gula lain 
yang tidak terdeteksi sebagai stok Dewan Gula. Gula siluman 
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itu adalah gula rafinasi untuk kalangan industri yang rembes 
ke pasar umum.

Gula rafinasi sebagian besar didatangkan lewat importasi. 
Impor gula diperlukan sebab produksi nasional oleh 62 
pabrik gula mencapai 2,5 juta ton, padahal konsumsi nasional 
mencapai 5 juta ton. Selisih 2,5 juta ton didapatkan lewat 
impor dari Thailand. Mayoritas gula impor digunakan untuk 
kebutuhan industri. 

Mantan Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia 
Suryo Alam mengatakan istilah gula rafinasi hanya ada di 
Indonesia. Gula rafinasi dan gula kristal putih sama saja. 
Bedanya gula kristal putih dijual di pasar umum ditujukan 
untuk konsumsi masyarakat. Sedangkan gula rafinasi hanya 
boleh dijual kepada industri makanan, minuman serta farmasi 
dan dilarang dijual ke pasar umum. Masalahnya tidak ada 
pengawasan ketat yang membentengi gula rafinasi tidak 
bocor. 

Rembesan gula rafinasi itu terang benderang ibarat 
penyakit akut yang sulit disembuhkan. Menurut Direktur 
Utama pabrik gula Gendhis Multi Manis Lie Kamajaya, 
rembesan bisa dihitung dari selisih impor gula rafinasi dengan 
kebutuhan industri. Misalnya realisasi impor gula rafinasi 3,5 
juta ton pada 2013. Padahal kebutuhan gula industri berkisar 
2,5 juta ton. Artinya, “Hampir satu juta ton yang rembes,” 
katanya.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan menemukan 
gula rafinasi di pasar tradisional bukan perkara sulit. “Saya 
menyaksikan sendiri ketika inspeksi mendadak di Pasar 
Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,” katanya Rabu dua 
pekan lalu.

Suryo mengatakan gula rafinasi lebih mempesona sebab 
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selain dibanderol lebih murah juga kualitasnya tinggi sebab 
lebih kering dan cerah ketimbang gula lokal yang basah dan 
kecoklatan. 

Tahun ini pemerintah menerbitkan izin impor gula rafinasi 
sebanyak 3,2 juta ton. Sebanyak 2,1 juta ton sudah terealisasi 
pada semester pertama. Kamajaya  mencurigai anjloknya 
harga gula belakangan akibat rembesan gula rafinasi yang 
berasal dari volume 2,1 juta ton tersebut. 

BELUM reda mengatasi gempuran gula rafinasi, 
petani tebu dan industri gula dihebohkan langkah 
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menerbitkan 

izin impor gula kristal putih kepada Bulog pada April lalu. 
Alasannya stok gula dinilai menyusut.

Bagi Khabsyin kebijakan impor gula kristal merupakan 
prahara lanjutan bagi petani tebu. Wakil Sekretaris Jenderal 
APTRI itu menilai pemerintah menutup mata bahwa 
masyarakat lebih banyak menyerap gula ilegal ketimbang gula 
lokal di pasaran.

Akibat menutup mata ini, pemerintah melalui Bulog 
menganggap stok gula nasional menipis sehingga perlu impor 
untuk cadangan. Padahal stok masih melimpah akibat tak 
terserap.

Yang membuat protes membesar karena izin impor terbit 
pada saat royalan yaitu masa persiapan pabrik-pabrik gula di 
Jawa menjelang musim giling yang jatuh pada 15 Mei. Bahkan 
pabrik gula di Sumatera Utara dan Lampung sudah lebih dulu 
memasuki musim giling pada Februari dan April. 

Izin impor sebesar 328 ribu ton gula kristal putih diberikan 
kepada Bulog untuk jangka waktu 1 April sampai 15 Mei. 
Sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
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Nomor 527 2004 gula kristal putih dapat diimpor di luar masa 
satu bulan sebelum musim giling dimulai dan dua bulan 
setelah musim giling berakhir. “Pelanggaran aturan inilah 
yang kami perkarakan di PTUN,” kata Khabsyin.

Dalam dokumen izin impor permintaan impor berasal 
dari Bulog. Seorang anggota asosiasi gula mengatakan 
Lutfi sebenarnya kurang yakin dengan data kekurangan 
gula yang disodorkan Bulog dan Kementerian Koordinator 
Perekonomian. Namun Lutfi tak bisa menolak desakan itu. 
“Ada tekanan politik.”

Sebulan setelah izin impor diteken, Lutfi mulai 
mendapatkan informasi stok gula melimpah. Adapun impor 
tetap dijalankan kendati Bulog hanya mendatangkan 21.600 
ton gula lewat Pelabuhan Belawan, Medan, dan Tanjung Priok, 
Jakarta pada Mei lalu. 

Khabsyin menilai realisasi kecil menunjukkan bahwa 
perhitungan impor gula pemerintah tidak akurat. Alasan 
menipisnya stok dianggap hanya akal-akalan.  

Jika hitungan kekosongan stok oleh Bulog dan 
pemerintah akurat. Maka realisasi impor gula yang sedikit 
itu tentu berdampak buruk yaitu melambungnya harga gula. 
Kenyataannya tidak. Sebaliknya harga gula justru terus anjlok. 
“Jadi mengimpor atas asumsi apa?” ujar petani pemilik 20 
hektare lahan tebu itu.

Seorang importir gula mengatakan tak kaget dengan 
ketidakakuratan data pemerintah. Alasannya impor gula lebih 
dilatarbelakangi kepentingan rente ketimbang mengamankan 
stok nasional. Impor gula kristal itu dibeli dengan harga Rp 
8.000 per kilogram dari Thailand. Dengan harga Rp 8.200 
di tingkat distributor di Indonesia, importir tetap meraup 
keuntungan. 
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Sebagian besar impor gula di Indonesia dikendalikan 
segelintir pedagang gula. Pedagang besar ini menguasai 
hampir 70 persen impor. Mereka dikenal dengan julukan 
samurai gula yang disebut-sebut punya beking para pejabat 
tinggi. 

Setiap impor gula dari Thailand dapat dipastikan di bawah 
kendali para samurai ini. Izin impor gula rafinasi misalnya 
selalui dikantongi perusahaan samurai gula ini. Beberapa di 
antara mereka bersekutu di bawah Asosiasi Gula Rafinasi 
Indonesia. 

Kekuatan para samurai ini bukan sekadar dana, namun 
penguasaan pasar dunia. Eksportir gula di Thailand diduga 
kuat terafiliasi dengan samurai gula ini. Jadi siapa pun 
importirnya di Indonesia, ujung-ujungnya akan bertransaksi 
dengan salah satu dari samurai gula. Begitu juga dengan impor 
oleh Bulog, diduga kuat masih dalam cengkeraman pedagang 
besar ini.

Jejak samurai gula ini menapak dalam kebijakan negara 
yang diteken pejabat tinggi. Kejanggalan impor 328 ribu ton 
diduga kuat beraroma kepentingan rente samurai gula. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui ada 
desakan untuk impor gula kristal. “Karena perintah Menko 
Perekonomian, saya tidak mau dipojokkan oleh permasalahan 
kekurangan,” katanya. Belakangan Lutfi menyadari informasi 
menipisnya stok gula tidak akurat. Namun ia enggan 
menyalahkan instansi lain. “Tidak ada yang mempengaruhi 
saya.”

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya 
Hayati Kementerian Perekonomian Diah Maulida membantah 
mendesakkan impor gula. “Kami tidak menentukan atau 
memutuskan kebijakan,” katanya.
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Konsumsi Gula Nasional	 : 	 5,0 juta ton 
Kebutuhan masyarakat	 : 	 2,5 juta ton
Kebutuhan industri	 : 	 2,5 juta ton
Produksi pabrik lokal	 : 	 2,5 juta ton
Impor gula (2013)	 : 	 3,5 juta ton

STOK GULA NASIONAL (TON)
Akhir 2013	 : 	 1.240.157
Januari	 : 	 1.080.090
Februari	 :   	  935.167
Maret	 :    	 786.528
April	 :    	 660.803
Mei	 :    	 629.220

PARA PEMAIN IMPOR GULA
NO PERUSAHAAN PEMILIK

1 Jawamanis Rafinasi Martua Sitorus
2 Duta Sugar International Martua Sitorus
3 Sentra Usahatama Jaya Kurnadi dan Yayat (almarhum)
4 Permata Dunia Sukses Utama Edy Kusuma
5 Makasar Tene Edy Kusuma
6 Dharmapala Usaha Sukses Olam Group
7 Angel Product Tomy Winata
8 Sugar Labinta Ali Sanjaya
9 Adi Karya Gemilang Sungai Budi Group

SUMBER: DGI, APTRI

Adapun Kepala Bulog Sutarto Ali Muso membantah 
kecilnya realisasi impor akibat hitungan yang tidak akurat. 
Jangka waktu yang pendek membuat Bulog kesulitan membeli 
gula dalam volume besar. Apalagi pasar gula di Thailand 
ditengarai dikuasai segelintir pedagang kelas dunia. Sutarto 
balik menuding kelangkaan dan merembesnya gula rafinasi 
diduga dimainkan kalangan tertentu. “Yang punya pabrik 
gula rafinasi, dan pedagang gula, cenderung sama,” katanya.

Sedangkan Riyanto B. Yosokumoro, Sekretaris Jenderal 
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, menolak pabrik rafinasi 
dituding sebagai pelaku perembesan. Terkait tuduhan anggota 
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Asosiasi bagian dari samurai gula, Johan Setiawan, Wakil 
Ketua Asosiasi membantah ada hubungan antara Asosiasi 
dan samurai gula. Johan merupakan Direktur Utama Sentra 
Usahatama Jaya, produsen gula  rafinasi besar yang disebut-
sebut salah satu samurai gula. “Silahkan ditanyakan kepada 
Ketua Umum,” katanya.

—Akbar Tri Kurniawan, Angga Sukma,  
Bernadette Christina, Ayu Prima Sandi,  

Aseanty Pahlevi (Pontianak) 



103



MENGGANTANG ASA

104

Mohammad Hilmi Faiq 
Berasal dari bumi Lamongan 24 Agustus 1979, Mohammad Hilmi Fariq sudah 
bergabung di Harian Kompas sejak 2005. Pernah bertugas di Bandung dan Medan 
sebelum pindah tugas ke Jakarta sampai sekarang. Dalam perjalanan karirnya, pernah 
memenangkan beberapa lomba tulis dan foto skala nasional.
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KOMPAS SIANG

Kenaikan suku bunga acuan (BI
Rate) dari semula 7 persen
menjadi 7,25 persen
dikhawatirkan akan
memunculkan dampak negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Bagaimana dampak kenaikan suku bunga ini, akan
menjadi laporan utama Kompas Siang hari ini. Dari
dalam negeri dilaporkan pula perkembangan terkini
erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan
nasib pengungsi di daerah itu. Dari dunia olahraga
akan disajikan persiapan Uruguay dan Jordania
menjelang pertandingan ”play off” wakil Amerika
Latin dan Asia itu untuk memperebutkan salah satu
tempat di Piala Dunia 2014 di Brasil.

Gratis untuk Pelanggan Kompas

Banyak pertanyaan mengenai ca-
ra membuka atau mengaktifkan
e-paper Kompas Siang ataupun
Kompas Pagi. Redaksi terus
mengupayakan cara yang paling
mudah. Layanan ini gratis alias
cuma-cuma untuk pelanggan
Kompas. Untuk itu, pelanggan
Kompas cetak perlu mengisi data
dengan menuliskan di kolom
browser internet langsung
komp.as/aktivasi. Setelah terisi
dan terkirim, pembaca akan men-
dapat respons aktivasi dari Kom-
pas. Untuk selanjutnya, silakan
menikmati melalui epaper.kompas.com atau www.kom-
pasprint.com. Selamat membaca.

TOPAN HAIYAN

Warga Eksodus
dari Kota Tacloban
TACLOBAN, SELASA — Ribuan warga Tacloban, salah satu
kota di Filipina yang terparah dihantam topanHaiyan,memadati
bandar udara Tacloban, Selasa (12/11), dengan harapan bisa
segera meninggalkan ibu kota Provinsi Leyte itu.

Hal ini terjadi setelahduapesawatC-130milikAngkatanUdara
Filipina, disusul sejumlahpesawat lain,mendarat di bandara yang
porak poranda oleh topan Haiyan itu. Namun, dari ribuan warga
itu, hanya ratusan orang yang bisa keluar dari kota tersebut.
Ini terpaksa mereka lakukan karena hingga kemarin atau

empat hari pascabencana, bantuan makanan dan air minum
sangat minim sehingga warga kelaparan. Mereka telah menjarah
habis semua barang dimal dan toko di kota itu sehingga tidak lagi
tersisa barang-barang kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.
Selain itu, mereka juga khawatir terserang penyakit karena

setiap hari kehujanan dan tidur di tempat ala kadarnya karena
hampir semua bangunan hancur. Mereka juga terancam terkena
penyakit akibatmayat para korbanHaiyan yang belum semuanya
dimakamkan. Bahkan, masih ada mayat korban yang belum bisa
dikeluarkan dari reruntuhan.

Menurut para dokter, korban Haiyan sangat kekurangan
obat-obatan. ”Kami butuh lebih banyak obat. Kami tidak bisa
memberi vaksin antitetanus karena memang tidak ada,” ujar
Kapten Antonio Tamayo dari tim medis Angkatan Udara Fi-
lipina.
Bantuan internasional mulai mengalir ke Filipina, tetapi baru

sebagian kecil yang tiba di Tacloban. Kendala utamanya adalah
terputusnya akses transportasi akibat terjangan topan yang
diperkirakan menewaskan lebih dari 10.000 orang itu.

Di tengah kesulitan distribusi bantuan, pemberontak komunis
malahmenyerang konvoi bantuan yangmenujuTacloban.Militer
Filipina menembak mati dua dari belasan penyerang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan, total se-
banyak 660.000 warga Filipina terpaksa mengungsi karena

kehilangan rumah. Mereka
tidak memiliki makanan, air
minum, dan obat-obatan.

Kirim kapal perang
Amerika Serikat telah

mengirim kapal induk USS
George Washington dan em-

pat kapal perang lain untuk mempercepat pengiriman bantuan
kemanusiaan di Filipina. Kapal-kapal AS tersebut dijadwalkan
tiba di Filipina dalam dua-tiga hari.
Perdana Menteri Inggris David Cameron menyatakan, Inggris

juga mengirim kapal perang berikut peralatan untuk mem-
produksi air bersih dan juga pesawat militer ke Filipina.

Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA
Center)menggelar rapat koordinasimembicarakanbantuanyang
akan diberikan kepada Filipina. Rapat dipimpin Direktur Ek-
sekutif AHA Center Said Faisal dan dihadiri perwakilan dari
negara ASEAN, di Jakarta, Selasa.
Menurut Faisal, AHA Center sudahmengirim tim ke Tacloban

sejak sehari sebelum topanHaiyan datang. Tim ini yangmendata
hal-hal yang dibutuhkan untuk korban bencana Haiyan.
”Dari rapat koordinasi diputuskan, segera memobilisasi ban-

tuandari gudang logistikAHACenter di Subang,Malaysia. Dalam
minggu ini, bantuanakandikirim,” kataFaisal. Bantuanawal yang
akan dikirimkan itu senilai 500.000 dollar AS (Rp 5,8 miliar).
Secara terpisah, Indonesia danMalaysia akan mulai mengirim

bantuan keFilipinamenggunakan sejumlah pesawatC-130mulai
hari Rabu ini.
Terkait aliran bantuan internasional tersebut, para pakar

bencana, Senin, mengingatkan agar kesalahan distribusi bantuan
saat bencana tsunami yang menghantam Aceh (Indonesia), Sri
Lanka, dan Thailand, pada tahun 2004, tak terulang.

Sejumlah pengamat, termasuk Palang Merah Inggris, me-
ngeluhkan pemberian bantuan kala itu terhambat karena ada
persaingan di antara sejumlah lembaga, pengiriman bantuan tak
tepat, dan sulitnya mengatur bantuan uang dalam jumlah besar.
Pengamat lain mengatakan, sejumlah dana rekonstruksi yang

dijanjikan tak pernah didistribusikan. Dana itu justru dikorupsi,
salahmanajemen, dan terjadi duplikasi bantuan yang sebenarnya
tidak perlu. (AP/AFP/REUTERS/LOK/APA)

Kendalikan Transaksi Berjalan
BI Rate Jadi 7,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Suku bunga acuan atau BI
Rate naik lagi 25 basis poin, menjadi 7,5 persen. Kali
ini, Bank Indonesia fokus pada pengendalian defisit
transaksi berjalan. Namun, dalam jangka menengah
panjang, BI mengarahkan kebijakan kepada
pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan.

Kenaikan BI Rate itu diputus-
kan dalam Rapat Dewan Gu-
bernur (RDG) BI, Selasa (12/11).
Dengan demikian, BI Rate sudah
naik 175basis poin (bps) atau 1,75
persen sejak Juni 2013.

”Kebijakan ini ditempuh ka-
rena defisit transaksi berjalan
masih besar di tengah risiko ke-
tidakpastian global,” kata Direk-
tur Eksekutif Departemen Ko-
munikasi BI Difi Ahmad Johan-
syah di Jakarta.
BI jugamenaikkan suku bunga

deposit facilitydan lending facility
masing-masing sebesar 25 bps,
menjadi 5,75 persen dan 7,5 per-
sen. Lending facility adalah pe-
nyediaan dana rupiah dari BI
kepada bank, sementara deposit

facility adalah penempatan dana
rupiah bank di BI.
BI berupaya memastikan agar

defisit transaksi berjalan terus
turun ke tingkat yang lebih sehat.
Inflasi juga terkendali ke sasaran
3,5-5,5 persen pada tahun 2014.

Pekan lalu, Gubernur BI Agus
DW Martowardojo menyampai-
kan, BI memperkirakan pertum-
buhan ekonomi pada akhir tahun
2013 sekitar 5,7 persen. Inflasi
diprediksi 8,9 persen.
Inflasi tahunan sempatmelon-

jak pada Juli 2013 menjadi 8,61
persen akibat kenaikan harga ba-
han bakar minyak (BBM) ber-
subsidi pada Juni 2013.

(Bersambung ke hal 15 kol 1-4)

KASUS HAMBALANG

KPK Geledah Rumah Istri Anas
JAKARTA, KOMPAS — Ko-
misi PemberantasanKorupsi, Se-
lasa (12/11) pagi hingga malam,
menggeledah kediamanAthiyyah
Laila, istri mantan Ketua Umum
Partai Demokrat Anas Urbaning-
rum, di Jalan Teluk Langsa, Du-
ren Sawit, Jakarta Timur.
Penggeledahan itu dilakukan

terkait dengan penyidikan kasus
dugaan korupsi pengadaan pro-
yek pembangunan kompleks
olahraga terpadu di Desa Ham-
balang, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat.

Penggeledahan itu mengejut-
kan para aktivis Perhimpunan
Pergerakan Indonesia (PPI). Hal

ini mengingat, sejak 15 Septem-
ber rumah itu dijadikan markas
PPI. Sejak saat itu pula, Anas dan
keluarga tidur di rumah lama, di
seberangnya.

”Kami sangat terkejut dengan
penggeledahan yang dilakukan
KPK terhadap PPI,” kata
Ma’mun Murod al Barbasy, Se-
kretaris Jenderal PPI, di Duren
Sawit.

Saat penggeledahan, Athiyya
yang akrab dipanggil Mbak Thi-
yya, berulang kali menyeberang
dari rumah PPI ke rumah la-
manya. Saat dicegat dan ditanyai
wartawan, Thiyya hanya terse-
nyum.

Hingga lepas petang, dua mi-
nibus yang disewa KPK masih
menunggu tim KPK yang meng-
geledah.

Diduga ada jejak Mahfud
Menurut Ketua KPKAbraham

Samad, penggeledahan yang di-
lakukan penyidik KPK terhadap
rumah istri Anas Urbaningrum
terkait kasus Hambalang.
”Tersangka kasus ini adalah

Mahfud Suroso (MS),” kata Ab-
raham, seusai menghadiri pelan-
tikan Direktur Jenderal Pema-
syarakatan Kementerian Hukum

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

KERUSAKAN HUTAN

Ketika Petani Samosir
Kesulitan Bertani
Matahari sembunyi di
perbukitan dan
menyisakan jingga saat
Darlin Sagala (41)
meninggalkan sawah
menuju rumahnya yang
berjarak 20 meter, Jumat
(8/11). Dia baru saja
mengakhiri sesi jaga. Saat
padi mulai membunting,
para petani di Desa
Sikkam Pandan,
Kecamatan Sianjur Mula
Mula, Kabupaten Samosir,
Sumatera Utara, seperti
Darlin, harus siaga
berjaga dari serangan
hama burung dan banjir
yang datang mendadak.

Banjir menjadi pengalaman
traumatis bagi petani di
Kecamatan Sianjur Mula

Mula. Tahun 2011, puluhan hek-
tar padi yang sudah menguning
di Desa Sikkam Pandan, Aek Si-
pitu Dai, Habeahan Naburahan,
dan Sari Marihit musnah diter-
jang banjir. Bahkan, petani di
Desa Sari Marihit tak bisa lagi
bertani hingga sekarang karena
lahan mereka tertutup bebatuan
yang dibawa banjir.

Persawahan warga ini terle-

tak di lembah yang dikelilingi
perbukitan. Sungai Binanga Bo-
lon dan belasan anak sungai se-
lalu mengalir ke persawahan ini
sebelum bermuara ke Danau
Toba yang berjarak sekitar 5
kilometer dari areal persawah-
an. Ketika banjir datang, areal
persawahan ini seperti mangkok
yang diguyur air dari ceret.

Para petani, seperti Darlin, ti-
dak pernah bisa beristirahat
tenang saat musim hujan datang
seperti sekarang. Ketika mende-
ngar gemuruh, mereka buru-bu-
ru ke sawah memanen paksa
padi agar tidak musnah diter-
jang banjir. Meski sering kali
upaya itu sia-sia lantaran belum
waktunya dipanen, kadang ban-
jir juga lebih cepat merendam
padi-padi itu daripada tangan
para petani yang tak cukup ce-
katan menyelamatkannya.

”Kadang dalam satu rantai
sawah, kami hanya bisa menye-
lamatkan dua kaleng gabah dari
yang semestinya 20 kaleng,” ka-
ta Ngotma Limbong (32), petani
di Desa Aek Sipitu Dai.

Petani di Sianjur Mula Mula
membagi petak sawah dalam bi-
langan rantai. Satu rantai setara
dengan 400 meter persegi yang
dapat menghasilkan 20-22 ka-
leng gabah. Satu kaleng sama
dengan 16 kilogram.

Serba salah
Sianjur Mula Mula merupa-

kan lumbung padi bagi Kabupa-
ten Samosir. Sejak ratusan
tahun lalu, mereka menanam
padi dua kali setahun yang

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

Oleh MOHAMMAD
HILMI FAIQ

Lihat Video Terkait
”Melahirkan
di Pengungsian”
di vod.kompas.com/
pengungsimelahirkan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kediaman mantan Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/11).
Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas Pusat Pendidikan Pelatihan
dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

DAMPAK
KENAIKAN
BI RATE
• Suku bunga kredit dan deposito
meningkat sehingga uang beredar
di masyarakat berkurang.

• Penyaluran kredit oleh perbankan
berkurang.

• Harga aset; seperti saham dan
obligasi, menurun sehingga
kekayaan individu dan perusahaan
berkurang. Akibatnya, konsumsi dan
investasi berkurang.

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
akan menguat karena masuknya
investasi asing. Rupiah yang
terapresiasi akan mendorong impor,
tetapi justru mengurangi ekspor.

• Inflasi turun.
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Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
akan menguat karena masuknya
investasi asing. Rupiah yang
terapresiasi akan mendorong impor,
tetapi justru mengurangi ekspor.
Inflasi turun.
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Sepeda motor terperosok lubang di pinggir jalan yang digenangi air di Jalan Pusaka Kencana, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/11). Banjir terjadi akibat luapan
sungai setelah hujan lebat mengguyur kawasan ini. Sejumlah kendaraan lain yang nekat menerobos genangan ini juga mogok.
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Luwu Mulai Kondusif
Tuntut Pemekaran, Mahasiswa dan Warga Bentrok dengan Polisi

LUWU, KOMPAS — Situasi di Kabupaten Luwu,
Sulawesi Selatan, terutama di Kecamatan
Walenrang, mulai kondusif pasca-bentrokan antara
pengunjuk rasa dan polisi, Selasa (12/11). Namun,
aparat masih mengetatkan penjagaan untuk meng-
antisipasi kemungkinan aksi massa terulang.

”Situasi mulai kondusif. Pe-
tugas sudah bisa membuka jalan
yang diblokade massa,” ujar Ke-
pala Bidang Humas Polda Sula-
wesi Selatan danBaratKomisaris
Besar Endi Sutendi.
Dari informasi yang dihimpun,

bentrokan ratusan warga dan
mahasiswa dengan polisi pecah
sekitar pukul 11.00 waktu se-
tempat. Pengunjuk rasa mendu-
duki jalan Trans-Sulawesi yang
melintasi Walenrang sejak Senin.
Jalan itu menghubungkan wi-
layah di pesisir timur Sulawesi
Selatan hingga Sulawesi Tengah
dan Sulawesi Tenggara.

Massameluapkan kekecewaan
karena wilayah Walenrang dan

Lamasi tidak segera dimekarkan
menjadi daerah otonom baru,
yang dinamai Kabupaten Luwu
Tengah. Mereka menuntut pe-
merintah merealisasikan usulan
pemekaran itu. Jarak Walenrang
dari ibu kota Kabupaten Luwu,
Belopa, 78 kilometer dan ter-
pisahkan oleh Kota Palopo.

Sudirman (28), warga, di lokasi
bentrokan, mengatakan, massa
memblokade jalan dengan me-
lintangkan pohon, pos ronda, dan
tenda. ”Jumlahnya ratusan
orang,” katanya.
Polisi berupaya membuka blo-

kade itu.Namun,massamelawan
dengan melemparkan batu dan
bom molotov ke arah polisi. Se-

kitar 700 polisi berusaha me-
ngendalikan massa dengan me-
nembakkan gas air mata dan pe-
luru karet. Massa pun bubar.

Seorang warga tewas
Akibat bentrokan itu, sejumlah

polisi, mahasiswa, dan warga pun
terluka. Endi menambahkan, se-
orang wargaWalenrang bernama
Chandra (25) dilaporkan tewas
dengan luka di dada kiri dalam
kejadian tersebut.
Menurut Endi, polisi belum

bisa memastikan penyebab ke-
matian Chandra. ”Warga itu di-
bawa ke PolsekWalenrang dalam
keadaan meninggal. Jenazahnya
dibawa ke rumah sakit di Palopo
untuk diotopsi,” katanya.
Endi menjelaskan, polisi juga

mengamankan 27 orang yang di-
duga melakukan penyerangan
dan aksi blokade jalan Trans-Su-
lawesi itu. Turut pula diamankan
sejumlah barang bukti, seperti
katapel dan senjata tajam.
Secara terpisah, Ketua DPRD

Sulawesi Selatan M Roem ber-

harap semua pihak bisamenahan
diri terkait dengan masalah itu
agar gejolak tak berlanjut. Ia pun
bisamemahami kekecewaanma-
syarakat terkait ketidakjelasan
nasib pemekaran Luwu Tengah
hingga kini.
Roem mengemukakan, DPRD

Sulawesi Selatan mengusulkan
pembentukan Kabupaten Luwu
Tengah dan Bone Selatan sejak
dua tahun lalu. ”Namun, yang
memperoleh titik terang baru
Bone Selatan. Kami akan me-
nanyakan kepada Komisi II DPR
apa kendalanya,” ujarnya.
Di Jakarta, Selasa, pemerintah

berharap tak ada pemekaran da-
erah lagi hingga revisi Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Da-
erah selesai. Menurut Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi,
meski kerusuhan di Luwu terkait
pemekaran daerah, hal itu tidak
bisa menjadi dasar pembentukan
daerah baru. Aspirasi masyarakat
saja tak cukup untuk mendorong
pemekaran wilayah. (ENG/INA)

Kendalikan Transaksi Berjalan

Defisit transaksi berjalan tri-
wulan II-2013 sebesar 9,8 miliar
dollar AS atau sekitar 4,4 persen
produk domestik bruto (PDB).
Neraca Pembayaran Indonesia
(NPI) defisit 2,5 miliar dollar
AS.
Siaran pers RDG kemarin

menyebutkan, NPI triwulan
III-2013 masih defisit. Adapun
defisit transaksi berjalan diper-
kirakan turun menjadi 8,4 miliar
dollar AS.
Membaiknya defisit transaksi

berjalan itu terutama akibat ne-
raca perdagangan komoditas
nonmigas surplus. Hal ini akibat
impor nonmigas turun seiring
melambatnya permintaan di da-
lam negeri.

Sebaliknya, defisit neraca per-
dagangan migas meningkat aki-
bat impor migas untuk konsumsi
dalamnegerimasih tinggi.Hal ini
juga karena produksi migas da-
lam negeri menurun.

Selama ini neraca transaksi
modal dan finansial diandalkan
untuk menutup defisit transaksi
berjalan. Namun, pada triwulan
III-2013, surplus neraca transak-
si modal dan finansial diperki-
rakan berkurang akibat aliran
masuk investasi portofolio asing
turun. Namun, penanaman mo-
dal asing (PMA) meningkat.
Pada triwulan II-2013, neraca

transaksi modal dan finansial
surplus 8,2miliar dollar AS. PMA
mencatat surplus 3,324 miliar
dollar AS dan investasi portofolio
surplus 2,529 miliar dollar AS.

Analis Citi, Helmi Arman, me-
maparkan, defisit transaksi ber-
jalan 8,4 miliar dollar AS itu
setara dengan 3,9 persen PDB.
Angka itu masih jauh dari per-
kiraan BI semula, yang sebesar
3,4 persen-3,5 persen PDB.
”Dengan demikian, memper-

jelas kemungkinan langkah yang
lebih ketat dan waktu yang lebih
lama untuk membawa defisit
transaksi berjalan ke level yang
berkelanjutan,” kata Helmi.

Dampak
Kenaikan BI Rate akan ber-

dampak terhadap perekonomian
dan sektor riil. Pertumbuhan
ekonomi akan melambat.
Di sisi lain, kenaikan BI Rate

akan mengakibatkan kenaikan
sukubungaperbankan. Bankbisa
menaikkan suku bunga simpan-
an ataupun pinjaman.
Kenaikan suku bunga simpan-

an akan mendorong masyarakat
menunda kegiatan konsumsi ka-
rena memilih menyimpan dana
di bank. Kenaikan suku bunga
simpanan akan meningkatkan
biaya dana bank.
Jika tidak ingin margin terte-

kan, bank harus menaikkan suku
bunga pinjaman. Langkah bank
menaikkan suku bunga pinjaman
akan berhadapan dengan risiko
kredit bermasalah.
Direktur Keuangan PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Achmad Baiquni mengakui, BRI
akan memantau lebih dulu si-
tuasi sebelum memutuskan me-
naikkan atau tidak menaikkan
suku bunga simpanan.

Sebaliknya, untuk suku bunga
pinjaman, ada yang tidak akan
naik karena berlaku suku bunga
tetap, seperti pada kredit mikro.
Namun, ada juga yang naik ka-
rena mengikuti BI Rate.
”Kenaikan suku bunga kredit

yang mengikuti BI Rate tidak
seketika. Kenaikan mungkin bu-
lan depan,” ujar Baiquni.
Berdasarkan data BI, kenaikan

BI Rate berdampak pada meni-
pisnya selisih antara suku bunga
kredit dan deposito, dari 615 bps
pada triwulan II-2013 menjadi
586 bps pada Agustus 2013.

Dampak lain, kenaikan suku
bunga deposito mengakibatkan
simpanan perbankan tumbuh
15,83 persen pada Agustus 2013
dibandingkan triwulan II-2013.
Per Agustus 2013, porsi deposito
atas total simpanan 44 persen.

Sektor energi
Langkah mengendalikan defi-

sit transaksi berjalan tidak bisa
hanya dilakukan BI. Pemerintah
juga harus memiliki kebijakan
yang jelas di sektor energi.
”Defisit transaksi berjalan kan

sumbernya impor migas yang
masih tinggi,” kata Kepala Eko-
nom Bank Mandiri Destry Da-
mayanti.
Pemerintah, lanjut Destry, bisa

menggunakan mekanisme harga
atau konversi energi. Langkah itu
harus terstruktur, tetapi dilaku-
kan segera.

Jika tidak, defisit transaksi
berjalan masih tetap terjadi de-
ngan sumber yang sama, yakni
migas.

Data Badan Pusat Statistik,
perdagangan komoditas migas
selalu defisit pada kurun waktu
Januari-September 2013. Pada
September 2013, perdagangan
migas defisit 1,15 miliar dollar
AS.
Gubernur Bank Indonesia

Agus DW Martowardojo pernah
menyebutkan, pertumbuhan im-
por minyak masih tinggi. Pada-
hal, kenaikan harga BBM ber-
subsidi dilakukanpadaJuni 2013.
Itu berarti kenaikan harga BBM
tidak terlalu berdampak mene-
kan permintaan BBM.
Ekonom Standard Chartered

BankEric Sugandimenyebutkan,
langkah BI menaikkan BI Rate
saat inflasi sudah mulai bergerak
ke pola normalmenunjukkanbo-
bot kebijakanBI saat ini bergeser.
”Isu utama BI saat ini adalah
mengendalikan defisit transaksi
berjalan. Namun, pada tahun
2014, bisa jadi kebijakan BI me-
mang lebih ketat,” kata Eric.

Langkah menaikkan BI Rate
ini sekaligus upaya BI mengan-
tisipasi kemungkinan berkurang-
nya stimulus moneter yang di-
lakukan Bank Sentral Amerika
Serikat, The Fed. Jika pengu-
rangan stimulus itu dilakukan
akhir tahun 2013, BI sudah siap
menjaga rupiah tidak tertekan.
Sin Beng Ong dari JP Morgan

Chase Bank, dalam rilisnya me-
nyebutkan, langkah BI telah me-
nunjukkan prioritas kebijakan,
yakni mengendalikan defisit
transaksi berjalan. Langkah itu
diperkirakan masih akan berlan-
jut pada tahun 2014. (IDR)

(Sambungan dari halaman 1)

Ketika Petani Samosir Kesulitan Bertani

dimulai pada Januari dan Agus-
tus dengan mengandalkan tadah
hujan dan irigasi yang bersum-
ber dari Sungai Binanga Bolon.

Mereka sudah dapat mema-
nen padi pada Maret atau April
saat padi ditanam pada Januari
dan terhindar dari angin ken-
cang yang selalu datang bulan
Juni. Jika telat menanam, pe-
tani kerap gigit jari karena bu-
lir-bulir padi rontok disapu
angin kencang pada Juni.

Pada Agustus, mereka kem-
bali menyemai bibit padi dan
memanennya pada November.
Meskipun Agustus jarang turun
hujan, mereka masih dapat
mengandalkan aliran Sungai Bi-
nanga Bolon yang selalu mema-
sok air sepanjang tahun.

Namun, itu dulu. Dalam 15
tahun terakhir, pola tanam pe-
tani berubah karena alam ber-
ubah. Petani mencoba menyia-
sati perubahan alam, tetapi se-
ring kalah. Sawah selalu diren-
dam banjir pada Januari hingga
Februari. Hal itu memaksa pe-
tani menunda tanam padi hing-
ga Maret. Menjelang panen, pe-
tani harus adu cepat dengan
angin kencang yang selalu da-
tang pada Juni.

Tahun lalu, Leni Silitonga
(34), petani di Sikkam Pandan,
hanya menatap nanar batang
padi yang ditinggalkan bulir-bu-
lir gabah setelah angin kencang
melanda. ”Rasanya sia-sia kerja
empat bulan,” ujarnya.

Sungai Binanga Bolon pun ti-
dak lagi setia. Pada musim ke-
marau, sungai tak lagi memasok
air. Padi yang ditanam pada
Agustus seharusnya sudah dapat
dipanen pada November. Na-
mun, karena kurang air, panen

harus menunggu hujan datang.
Akibat kekurangan air itu, pro-
duktivitas padi menurun. Dari
biasanya menghasilkan 20 ka-
leng sampai 22 kaleng, kini ting-
gal 16 kaleng per rantai.

”Sekarang, batang padi kecil
dan bulirnya belum gemuk. Padi
hanya bertahan hidup, tetapi ti-
dak bisa kembang,” ujar Darlin.

Hutan rusak
Perubahan alam itu diyakini

petani sebagai dampak dari ke-
rusakan lingkungan, terutama
hutan di sekitar Danau Toba.
Hutan yang berfungsi sebagai
daerah tangkapan air dibabat
perusahaan pengolahan kayu.
Air hujan tidak dapat lagi ter-
simpan. Akibatnya, saat kema-
rau, warga mengalami kekering-
an dan saat musim hujan,
sawah kebanjiran. Puluhan mata
air di sekitar Danau Toba pun
mati.

Kepala Dinas Kehutanan Su-
matera Utara Halen Purba me-
nilai, vegetasi yang tersisa di se-
kitar Danau Toba seluas 12 per-
sen sampai 15 persen dari total
luas daerah tangkapan air men-
capai 365.800 hektar. Kerusakan
tersebut antara lain akibat alih
fungsi lahan menjadi hunian, la-
dang, dan kebun serta perubah-
an dari hutan alam menjadi hu-
tan tanaman industri (HTI).
HTI mengubah tanaman hutan
yang heterogen menjadi mono-
kultur, yakni Eucalyptus, bahan
baku bubur kertas (pulp).

Akibatnya, larian (run off) air
tinggi sebab jumlah pohon dan
belukar terus berkurang. Banjir
dan kekeringan pun kerap me-
landa lantaran air tak dapat ter-
simpan lama di areal hutan.

Tingginya larian air juga ter-
lihat dari permukaan air Toba

yang tidak stabil. Awal Juni lalu
ketika Kompas mengunjungi Sa-
mosir, hujan lebat mengguyur
hingga 12 jam. Air Danau Toba
meluap sampai ke jalan, seperti
terlihat di Pangururan, Kabupa-
ten Samosir. Namun, awal No-
vember lalu, permukaan air da-
nau menurun 1 meter diban-
dingkan pada bulan Juni.

Dampak lain kerusakan hu-
tan ialah aneka satwa hutan ke-
hilangan tempat tinggal dan ha-
rus berebut dengan warga. Babi
hutan, dalam bahasa Batak
Toba disebut aili, kerap mema-
kan tanaman warga. Aili tinggal
di hutan di perbukitan yang me-
ngelilingi Danau Toba, termasuk
di perbukitan Sianjur Mula
Mula.

Selain menanam padi, warga
di desa-desa Sianjur Mula Mula
menanam ubi sebagai bahan po-
kok makanan. Ubi menjadi ta-
meng ketahanan pangan ketika
padi gagal panen, juga sebagai
makanan pokok ternak babi.

Namun sejak 10 tahun lalu,
aili-aili itu turun dari bukit-bu-
kit yang mengelilingi Sianjur
Mula Mula, merusak dan me-
makan ubi yang ditanam warga.
Dalam semalam, belasan hektar
kebun ubi ludes dimangsa. Be-
lakangan, aili tak takut lagi ma-
suk persawahan dan perkebun-
an pada tengah hari. Hama itu
makin agresif.

Serangan aili meluas hingga
desa lain. Warga tidak lagi be-
rani menanam ubi karena itu
sama saja mengundang aili. Ubi
pun langka dan kini hilang dari
Sianjur Mula Mula. Warga harus
membeli dari Pangururan, ibu
kota Samosir, jika membutuh-
kan ubi. Itu berarti, kerusakan
hutan mengancam kedaulatan
pangan warga.

(Sambungan dari halaman 1)

KPK Geledah Rumah Istri Anas

danHak AsasiManusia Handoyo
Sudrajad, kemarin.

Mahfud merupakan direktur
utama sekaligus pemilik PT Du-
tasari Citra Laras. PT Dutasari
adalah salah satu perusahaan
subkontraktor proyek Hamba-
lang, yang menggarap pekerjaan
mekanikal dan elektrikal. Athiy-
yah tercatat pernah menjadi ko-
misaris dan pemegang saham PT
Dutasari.
Menurut Juru Bicara KPK Jo-

han Budi SP, KPK menggeledah
empat lokasi yang terkait dengan
tersangka Mahfud Suroso.
Selain rumah Athiyyah, KPK

juga menggeledah tiga tempat
lain. Ketiga tempat itu adalah
rumah Direktur Keuangan PT
Dutasari RonyWijaya di Kemang
Pratama Blok A Nomor 12A, Be-
kasi (Jawa Barat); kantor atau
kediaman Komisaris PT Meta-
fora Solusi Global M Arifin, di
JalanTelukSemangka,DurenSa-
wit (Jakarta Timur); serta satu

rumah di Rawa Buaya, Jakarta
Barat.
Johan juga mengatakan, peng-

geledahan ini tak terkait dengan
Anas sebagai tersangka Hamba-
lang. ”Ini enggak ada kaitannya
dengan Anas Urbaningrum. Ini
kaitannya dengan penyidikan
Hambalang dengan tersangka
MS. Nah, yang digeledah adalah
kediaman atas nama Athiyyah
Laila,” katanya.
Saat ditanya mengapa rumah

Athiyyah ini yang digeledah, Jo-
han mengatakan, penyidik men-
duga di rumah tersebut ada je-
jak-jejak Mahfud sebagai ter-
sangka Hambalang. ”Diduga di
tempat tersebut ada jejak-jejak
tersangka. Tersangkanya adalah
MS,” ujarnya.
Belum diketahui apa yang di-

peroleh penyidik dalam pengge-
ledahan tersebut.
Salah seorang pengacara Anas,

Firman Wijaya, mengaku belum
tahu soal penggeledahan di
rumah kliennya tersebut.
”Kami baru mendapat infor-

masi, makanya kami mau cari
tahu,” kata Firman. Dia juga
mengaku belum berkomunikasi
dengan Anas terkait penggele-
dahan tersebut.

Century tahun ini
Selain kasus hambalang, Ab-

raham Samad juga meyakinkan
tentang kelanjutan kasus Cen-
tury yang ditangani KPK. ”Mu-
dah-mudahan bisa diselesaikan
tahun ini,” katanya.
Iamengakui, kasus-kasus yang

terungkap secara tiba-tiba be-
lakangan ini menyita energi. Na-
mun, hal itu tak mengganggu
penuntasan kasus Century.
”KPK, kita takkenal SP3 (surat

perintah penghentian penyidik-
an). Jadi, enggak perlu khawatir,”
ujarnya. (BIL/ONG/OSA)

(Sambungan dari halaman 1)

GUNUNG BERAPI

Sinabung Mereda, Wacana Relokasi Hilang
KARO, KOMPAS — Wacana
relokasi terhadap warga di tiga
desa di lereng Gunung Sinabung,
Kabupaten Karo, Sumatera Uta-
ra, sudah berlangsung sejak ta-
hun 2010. Pemerintah Kabupa-
ten Karo bahkan telah menyi-
apkan lahan untuk relokasi ter-
sebut. Namun, wacana relokasi
itu menghilang begitu aktivitas
Sinabung mereda dan pemimpin
Kabupaten Karo berganti.
Kepala Bidang Humas Peme-

rintah Kabupaten (Pemkab) Ka-
ro Jhonson Tarigan di Karo, Se-
lasa (12/11), mengatakan, setelah
Gunung Sinabung meletus tahun
2010, Pemkab Karo menyiapkan
lahan di Bukit Siosar, Kecamatan
Merek, sebagai hunian semen-
tara dan kawasan relokasi. Lahan
milik pemkab seluas 300 hektar
tersebut juga pernah diwacana-
kan digunakan sebagai lahan per-
tanian warga. Lahan itu saat ini
dipenuhi tanaman pinus.
Sempat pula muncul wacana

relokasi terhadap warga di wila-
yah berbahaya di lereng Gunung
Sinabung, yaitu ke Desa Kuta-
rakyat di pinggir jalan lintas Ka-
ro-Langkat. Namun, wilayah itu
berupa kawasan hutan sehingga

memerlukan pembebasan ka-
wasan dahulu.
Namun, ketika Gunung Sina-

bung tenang dan pemimpin da-
erah baru terpilih dalam pemilu
kepala daerah, November 2010,
pembicaraan soal relokasi dan
pembangunan hunian sementara
bagi pengungsi menghilang pula.
”Kini belumpernahdibahas lagi,”
kata Jhonson.

AnggotaDPRDKabupatenKa-
ro, Ingan Kembaren, menyebut-
kan, lahan kawasan Siosar sudah
menjadimilik pemkab. ”Nanti itu
menjadi bahan saat dengar pen-
dapat dengan pemkab. Minggu
ini kami memanggil pemkab un-
tuk menanyakan pembentukan
badan penanggulangan bencana
daerah (BPBD) dan penanganan
pengungsi,” tuturnya.

Sementara itu, jumlah peng-
ungsi akibat letusan Gunung Si-
nabung, Selasa, terus bertambah.
Media Center Posko Penanganan
Bencana Sinabung melaporkan,
hingga pukul 16.00 jumlah peng-
ungsi 5.535 jiwa dalam 550 ke-
luarga, meningkat dari angka pa-
da hari sebelumnya, yaitu 4.848
jiwa. Mereka tersebar di 11 lokasi
pengungsian.

Para pengungsi memerlukan
air bersih, air minum, mobil
tangki air untuk mengantar pa-
sokan air, lauk-pauk, peralatan
mandi, dan selimut.

Meletus kembali
Selasa, Pos Pengamatan Gu-

nung Sinabung melaporkan, Gu-
nung Sinabung tercatat meletus
tiga kali pada pukul 12.04, pukul
16.14, dan pukul 17.30. Pukul
12.04, Sinabung terdeteksi me-
ngeluarkan awan panas ke teng-
gara sepanjang 800 meter. Le-
tusan berdurasi sekitar 5 menit.
Namun, tinggi letusan tak ter-
deteksi karena tertutup kabut.

Arah luncuran awan panas pa-
da letusan berikutnya juga tidak
terpantau karena tertutup kabut.
Sinabung meletus kembali sejak
Minggu lalu sehingga warga di
sekitarnya diungsikan hingga sa-
at ini. (WSI)

Lihat Video Terkait
”Aktivitas Gunung
Sinabung Masih
Fluktuatif”
di vod.kompas.com/
sinabungfluktuatif

Lihat Video Terkait
”KPK Geledah
Rumah Anas”
di vod.kompas.com/
geledahrumahanas

Pilar Kebangsaan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ratusan pelajar mengikuti sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11). Sosialisasi empat
pilar kebangsaan terus dilakukan untuk memberikan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.
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KERUSAKAN HUTAN

KETIKA PETANI SAMOSIR 
KESULITAN BERTANI

Oleh: MOHAMMAD HILMI FAIQ
dimuat dalam Harian Kompas pada 13 November 2013

Matahari sembunyi di perbukitan dan menyisakan 
jingga saat Darlin Sagala (41) meninggalkan sawah 
menuju rumahnya yang berjarak 20 meter, Jumat (8/11). 
Dia baru saja mengakhiri sesi jaga. Saat padi mulai 
membunting, para petani di Desa Sikkam Pandan, 
Kecamatan Sianjur Mula Mula, Kabupaten Samosir, 
Sumatera Utara, seperti Darlin, harus siaga berjaga 
dari serangan hama burung dan banjir yang datang 
mendadak.

Banjir menjadi pengalaman traumatis bagi petani di 
Kecamatan Sianjur Mula Mula. Tahun 2011, puluhan 
hektar padi yang sudah menguning di Desa Sikkam 

Pandan, Aek Sipitu Dai, Habeahan Naburahan, dan Sari 
Marihit musnah diterjang banjir. Bahkan, petani di Desa Sari 
Marihit tak bisa lagi bertani hingga sekarang karena lahan 
mereka tertutup bebatuan yang dibawa banjir.

Persawahan warga ini terletak di lembah yang dikelilingi 
perbukitan. Sungai Binanga Bolon dan belasan anak sungai 
selalu mengalir ke persawahan ini sebelum bermuara ke Danau 
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Toba yang berjarak sekitar 5 kilometer dari areal persawahan. 
Ketika banjir datang, areal persawahan ini seperti mangkok 
yang diguyur air dari ceret.

Para petani, seperti Darlin, tidak pernah bisa beristirahat 
tenang saat musim hujan datang seperti sekarang. Ketika 
mendengar gemuruh, mereka buru-buru ke sawah memanen 
paksa padi agar tidak musnah diterjang banjir. Meski sering 
kali upaya itu sia-sia lantaran belum waktunya dipanen, 
kadang banjir juga lebih cepat merendam padi-padi itu 
daripada tangan para petani yang tak cukup cekatan 
menyelamatkannya.

”Kadang dalam satu rantai sawah, kami hanya bisa 
menyelamatkan dua kaleng gabah dari yang semestinya 20 
kaleng,” kata Ngotma Limbong (32), petani di Desa Aek Sipitu 
Dai.

Petani di Sianjur Mula Mula membagi petak sawah dalam 
bilangan rantai. Satu rantai setara dengan 400 meter persegi 
yang dapat menghasilkan 20-22 kaleng gabah. Satu kaleng 
sama dengan 16 kilogram.

SERBA SALAH

Sianjur Mula Mula merupakan lumbung padi bagi 
Kabupaten Samosir. Sejak ratusan tahun lalu, mereka 
menanam padi dua kali setahun yang dimulai pada Januari 
dan Agustus dengan mengandalkan tadah hujan dan irigasi 
yang bersumber dari Sungai Binanga Bolon.

Mereka sudah dapat memanen padi pada Maret atau 
April saat padi ditanam pada Januari dan terhindar dari angin 
kencang yang selalu datang bulan Juni. Jika telat menanam, 
petani kerap gigit jari karena bulir-bulir padi rontok disapu 
angin kencang pada Juni.
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Pada Agustus, mereka kembali menyemai bibit padi dan 
memanennya pada November. Meskipun Agustus jarang 
turun hujan, mereka masih dapat mengandalkan aliran Sungai 
Binanga Bolon yang selalu memasok air sepanjang tahun.

Namun, itu dulu. Dalam 15 tahun terakhir, pola tanam 
petani berubah karena alam berubah. Petani mencoba 
menyiasati perubahan alam, tetapi sering kalah. Sawah selalu 
direndam banjir pada Januari hingga Februari. Hal itu memaksa 
petani menunda tanam padi hingga Maret. Menjelang panen, 
petani harus adu cepat dengan angin kencang yang selalu 
datang pada Juni.

Tahun lalu, Leni Silitonga (34), petani di Sikkam Pandan, 
hanya menatap nanar batang padi yang ditinggalkan bulir-
bulir gabah setelah angin kencang melanda. ”Rasanya sia-sia 
kerja empat bulan,” ujarnya.

Sungai Binanga Bolon pun tidak lagi setia. Pada musim 
kemarau, sungai tak lagi memasok air. Padi yang ditanam pada 
Agustus seharusnya sudah dapat dipanen pada November. 
Namun, karena kurang air, panen harus menunggu hujan 
datang. Akibat kekurangan air itu, produktivitas padi 
menurun. Dari biasanya menghasilkan 20 kaleng sampai 22 
kaleng, kini tinggal 16 kaleng per rantai.

”Sekarang, batang padi kecil dan bulirnya belum gemuk. 
Padi hanya bertahan hidup, tetapi tidak bisa kembang,” ujar 
Darlin.

HUTAN RUSAK

Perubahan alam itu diyakini petani sebagai dampak dari 
kerusakan lingkungan, terutama hutan di sekitar Danau 
Toba. Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air 
dibabat perusahaan pengolahan kayu. Air hujan tidak dapat 
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lagi tersimpan. Akibatnya, saat kemarau, warga mengalami 
kekeringan dan saat musim hujan, sawah kebanjiran. Puluhan 
mata air di sekitar Danau Toba pun mati.

Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara Halen Purba 
menilai, vegetasi yang tersisa di sekitar Danau Toba seluas 12 
persen sampai 15 persen dari total luas daerah tangkapan air 
mencapai 365.800 hektar. Kerusakan tersebut antara lain akibat 
alih fungsi lahan menjadi hunian, ladang, dan kebun serta 
perubahan dari hutan alam menjadi hutan tanaman industri 
(HTI). HTI mengubah tanaman hutan yang heterogen menjadi 
monokultur, yakni Eucalyptus, bahan baku bubur kertas (pulp).

Akibatnya, larian (run off) air tinggi sebab jumlah pohon 
dan belukar terus berkurang. Banjir dan kekeringan pun kerap 
melanda lantaran air tak dapat tersimpan lama di areal hutan.

Tingginya larian air juga terlihat dari permukaan air Toba 
yang tidak stabil. Awal Juni lalu ketika Kompas mengunjungi 
Samosir, hujan lebat mengguyur hingga 12 jam. Air Danau 
Toba meluap sampai ke jalan, seperti terlihat di Pangururan, 
Kabupaten Samosir. Namun, awal November lalu, permukaan 
air danau menurun 1 meter dibandingkan pada bulan Juni.

Dampak lain kerusakan hutan ialah aneka satwa hutan 
kehilangan tempat tinggal dan harus berebut dengan warga. 
Babi hutan, dalam bahasa Batak  Toba disebut  aili, kerap 
memakan tanaman warga. Aili tinggal di hutan di perbukitan 
yang mengelilingi Danau Toba, termasuk di perbukitan 
Sianjur Mula Mula.

Selain menanam padi, warga di desa-desa Sianjur Mula 
Mula menanam ubi sebagai bahan pokok makanan. Ubi 
menjadi tameng ketahanan pangan ketika padi gagal panen, 
juga sebagai makanan pokok ternak babi.

Namun sejak 10 tahun lalu,  aili-aili  itu turun dari bukit-
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bukit yang mengelilingi Sianjur Mula Mula, merusak dan 
memakan ubi yang ditanam warga. Dalam semalam, belasan 
hektar kebun ubi ludes dimangsa. Belakangan,  aili  tak takut 
lagi masuk persawahan dan perkebunan pada tengah hari. 
Hama itu makin agresif.

Serangan  aili  meluas hingga desa lain. Warga tidak lagi 
berani menanam ubi karena itu sama saja mengundang  aili. 
Ubi pun langka dan kini hilang dari Sianjur Mula Mula. 
Warga harus membeli dari Pangururan, ibu kota Samosir, jika 
membutuhkan ubi. Itu berarti, kerusakan hutan mengancam 
kedaulatan pangan warga.
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Muhammad Amin 
Bekerja di Harian Riau Pos, jurnalis ini  lahir dari wilayah yang sama, yaitu Pekanbaru, 3 
Oktober 1975. Sempat mengecap studi S1 di  IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta (1994-1999) 
dan  Pascasarjana IAIN Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru (1999-2001), Muhammad Amin 
sudah menelurkan beberapa karya buku:  Dilema Demokrasi (2007), Mengislamkan Kursi 
dan Meja (2009), Anak-anak Langit (novel - 2011),  Ayah Keduaku (novel - 2014)
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INFLASI PANGAN  
“NEGERI DI AWAN”

Oleh: MUHAMMAD AMIN
dimuat dalam riaupos.co pada 22 Desember 2014

Di pinggang Bukit Rimbang dan Bukit Baling, 
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau terdapat 
perkampungan yang konon tak pernah diinjak ban 
sejak negeri ini merdeka. Tapi di sana ada peradaban 
yang lengkap. Mereka pun hidup dengan tenteram. 
Namun ketika musim paceklik melanda, kelaparan pun 
mengancam.

Kabut pekat sedang turun memenuhi udara, menyentuh 
juga aliran Sungai Sebayang yang mengalir 
cukup deras. Kabut itu seakan menutupi berbagai 

perkampungan yang tersembunyi di balik perbukitan. Bak 
negeri di awan, perkampungan itu harus ditembus dengan 
menyusuri air di antara kabut bersama perahu bermesin 
tempel. Kabut tebal pun seakan menyatu dengan pinggiran 
sungai yang sebagiannya berbentuk tebing, menyatu juga 
dengan aliran airnya.

 Kondisinya yang berada di kawasan hutan dan selalu 
diselimuti kabut tebal membuat kampung-kampung itu 
tersembunyi bak kawasan “orang Bunian”. Orang bunian 
adalah sebutan puak Melayu bagi orang-orang di negeri 
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makhluk halus yang berada di hutan belantara. Jika seorang 
masuk ke hutan, lalu tersesat dan tiba-tiba ada sebuah 
kampung, maka kawasan itu biasanya adalah kawasan orang 
Bunian.

 Tapi perkampungan di kawasan aliran Sungai Sebayang 
bukanlah kampung Bunian. Mereka tetap warga negara biasa. 
Mereka hanya terperangkap di dalam kawasan hutan Suaka 
Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling. Akibatnya, mereka 
tak punya akses lain. Tak boleh ada jalan yang dibangun ke 
sana karena dikhawatirkan akan merusak kawasan hutan 
suaka.

 Satu-satunya akses menuju tiga desa, yakni Pangkalan 
Serai, Terusan, dan Salo yang semuanya berada di Kecamatan 
Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah 
lewat aliran Sungai Sebayang. Maka keramahan Sungai 
Sebayang akan menentukan akses ribuan warga tiga desa 
ini. Jika sungai ini sedang tak bersahabat, maka ancaman 
kelaparan sudah menunggu.

 “Kalau banjir mereka terancam kelaparan. Kalau sungai 
kering, bisa lebih parah,” ujar Camat Kampar Kiri Hulu, 
Nuzum Ashal, Senin (15/12).

  Musim hujan seperti pada November-Desember ini adalah 
masa sulit bagi masyarakat di aliran Sungai Sebayang. Sebab, 
aliran Sungai Sebayang berubah ganas dan deras. Perahu kecil 
dengan lebar sekitar 75 cm dan panjang 8 meter tak akan mampu 
melewati arusnya yang deras dan penuh batu. Tukang robin 
(sebutan untuk pengemudi perahu bermesin tempel merek 
robin) biasanya akan menyerah dan memilih menunggu arus 
tenang daripada memaksakan diri dengan risiko perahunya 
pecah berkecai. Walaupun sebenarnya mereka sudah sangat 
ahli dan paham di mana batu, tebing, cadas dan pusaran air 
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berada, mereka akan memilih menunggu.

 “Kalau musim hujan, bisa sepekan tak ada akses ke desa-
desa itu,” ujar Nuzum.

 Pada tahun 2007 dan 2011 terjadi banjir bandang yang 
cukup parah di kawasan ini. Banjir menyebabkan terisolasinya 
beberapa desa ini selama satu hingga dua pekan. Ancaman 
kelaparan sempat melanda mereka sampai kemudian arus 
sungai kembali normal.

 Kondisi yang lebih buruk bisa terjadi di musim kering. 
Jika kering dan panas makin parah, maka akses ke desa-
desa itu bisa terputus hingga berbulan-bulan. Musim kering 
parah sempat terjadi pada tahun 1997. Musim kering itu 
menyebabkan air Sungai Sebayang kering selama enam 
bulan. Akibatnya, masyarakat sekitar benar-benar menderita 
kelaparan. Mereka tak mendapatkan akses makanan sama 
sekali. Mereka mulai mencari makanan hanya dari hasil hutan, 
umbi-umbian. Beruntung ada bantuan dari pemerintah yang 
diberikan lewat udara melalui helikopter, sehingga tak ada 
warga yang tewas akibat kelaparan kala itu.

INFLASI PANGAN

Perjalanan menuju Desa Pangkalan Serai, batas terakhir 
aliran Sungai Sebayang di Provinsi Riau beberapa waktu lalu 
terasa melelahkan. Diperlukan waktu sekitar 3,5 jam untuk 
menempuh jarak 38 km dari Desa Gema, ibukota Kecamatan 
Kampar Kiri Hulu yang merupakan akses terdekat. Seluruhnya 
ditempuh dengan perahu kecil bermesin tempel merek robin. 
Setelah Pangkalan Serai, hanya ada belantara, dan batas 
wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Desa terdekat adalah Desa 
Buluh Kasok, Kecamatan Taram, Kabupaten 50 Kota, Sumbar. 
Medannya sangat berat, melewati kawasan Bukit Barisan dan 
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menembusnya perlu waktu seharian.

 Jauhnya jarak tempuh dan kondisi medan berat tentu saja 
berdampak pada kehidupan masyarakat di Desa Pangkalan 
Serai. Sekretaris Desa Pangkalan Serai, Marsani mengakui 
kepada riaupos.co bahwa telah terjadi inflasi lokal di tempat 
mereka. Beberapa komoditas bahan pangan telah menjadi 
barang mewah. Tapi dia tak ragu menyuguhkan barang 
segelas teh.

 “Semua bahan pangan memang menjadi sangat mahal 
di sini. Beginilah adanya kampung kami,” ujar Marsani, lalu 
menawarkan minum teh hangat.

 Di desa berpenduduk 112 KK atau 554 jiwa itu, harga 
seikat bayam bisa mencapai 7 ribu rupiah hingga 10 ribu 
rupiah. Harga itu bisa dua kali hingga tiga kali lipat dari 
harga di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, atau dua kali lipat 
harga sayuran di Lipat Kain, salah satu kota kecil di Kampar 
Kiri. Di Pekanbaru, harga seikat bayam hanya 2 ribu rupiah. 
Harga bahan pangan lainnya pun sama saja. Harga beras bisa 
mencapai dua kali lipat dibanding harga pasar. Begitu juga 
harga-bahan pangan yang tak bisa “diproduksi” di Pangkalan 
Serai ini, mulai dari ikan asin, ikan teri, salai, minyak goreng, 
gula, tepung, kacang, telur, ayam ras, susu, kopi, teh, tempe, 
tahu, tauge dan lainnya. Semuanya menjadi serba mahal 
karena jarak tempuh dan biaya angkut yang tinggi.

 Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menjadikan tekanan 
harga di kawasan ini juga makin berat. Sebagai catatan, harga 
sewa perahu robin bermesin tempel dari Desa Gema ke Desa 
Pangkalan Serai mencapai 1 juta rupiah hingga 1,2 juta rupiah. 
Jika tukang robin menarik ongkos per kepala, maka tak kurang 
250 ribu rupiah harus dikeluarkan. Inilah yang menyebabkan 
harga-harga menjadi mahal, dan kadang warga harus menahan 
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diri untuk mengkonsumsi bahan pangan tertentu.

 “Kami bukan tak ada duit. Duit itu ada, tapi memang di 
sini semua serba mahal,” ujar Marsani.

 Mereka memang punya uang dari penghasilan sebagai 
petani-pekebun. Tapi uang itu menjadi tak bernilai karena 
harga barang yang melambung tinggi saat tiba di kampung 
mereka. Hampir seluruh penduduk desa ini mencari nafkah 
dengan cara berkebun karet. Di antara mereka ada yang 
memiliki kebun antara dua hingga tiga hektare. Ada juga yang 
berkebun sedikit, bahkan ada yang hanya sebagai pekerja saja. 
Dari karetlah pendapatan utama mereka yang menyebabkan 
mereka mampu bertahan.

 Kawasan Desa Pangkalan Serai sebenarnya termasuk 
“desa ilegal”, karena berada di dalam kawasan Suaka 
Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Seharusnya tak 
boleh ada aktivitas perkebunan di sana. Akan tetapi, ternyata 
masyarakat sudah berdiam di kawasan ini sebelum penetapan 
kawasan dilakukan. Kabarnya, sejak masa Belanda mereka 
sudah berdiam di kawasan ini. Bukti kuburan-kuburan tua 
adalah pertanda yang tak terbantahkan.

 Adalah SK Menhut No 173/kpts-II/1986 tanggal 6 juni 
1986 perihal Suaka Margasatwa (SM) Bukit Rimbang Bukit 
Baling yang kemudian menjadikan mereka terus terisolir. SK 
ini memasukkan juga desa-desa di aliran Sungai Sebayang 
ini dalam petanya. Sebelumnya pada tahun 1982, melalui SK 
Gubernur Riau No 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982, telah 
direkomendasikan penetapan Suaka Margasatwa dengan luas 
136 ribu hektare ini.

 Kondisi ini membuat mereka seakan terkepung selamanya 
dalam SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Tapi, hidup harus tetap 
berjalan. Maka mereka pun memilih bertahan di dalam hutan 
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ini kendati pemerintah bersikukuh tak akan membuatkan akses 
jalan untuk desa-desa ini. Walaupun demikian, pembangunan 
di desa-desa di perkampungan suaka ini tetap berjalan. Tetap 
ada sekolah, masjid, bahkan listrik menggunakan pembangkit 
listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga 
mikro hidro (PLTMH). Mereka benar-benar masyarakat yang 
utuh, berperadaban, walau tersembunyi di antara dua bukit, 
di dalam belantara. Hanya akses jalan yang tak dimiliki ke 
dunia luar.

 Sebenarnya ada usaha yang dilakukan Bupati Kampar 
Jefry Noer untuk membuka akses jalan dari Desa Gema ke 
beberapa desa di sepanjang Sungai Sebayang. Akses jalan 
darat yang dibuka itu melalui Desa Tanjung Belit, Muara 
Bio, Batu Sanggan, Tanjung Beringin, Gajah Bertalut dan Aur 
Kuning. Rintisan jalan ini terputus dan tak sampai ke tiga 
desa lainnya yakni Terusan, Salo dan Pangkalan Serai. Usaha 
pembuatan jalan dihentikan Kemenhut RI atas pertimbangan 
untuk melindungi SM Bukit Rimbang Bukit Baling. Akses jalan 
itu akhirnya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Akses jalan itu 
hanya bisa dijadikan jalan setapak.

 Sebagai solusi sementara, warga tetap melanjutkan hidup 
dengan berkebun dan mencari hasil hutan.  Perkebunan karet 
memang terhampar di hampir semua ruas tepian Sungai 
Sebayang. Kondisi perbukitan yang terjal tak menghalangi 
mereka berkebun di setiap jengkal tepian sungai ini. Kontur 
tanah di sekitar sungai memang berbentuk cekungan. 
Sebagian tepian sungai berbentuk landai, namun kemudian 
diikuti dengan kontur berbukit di sepanjang sungai. Cekungan 
dan bukit pun menghiasi pemandangan khas sepanjang 
sungai ini. Bagian yang landailah yang kemudian dijadikan 
perkampungan, sedangkan sisanya jadi lahan perkebunan.

 Kebun karet warga terbentang cukup jauh bahkan hingga 
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jarak 1 km dari pusat desa. Dari bibir sungai, rata-rata kebun 
ini berada hingga 100 meter ke dalam hutan. Selain berkebun 
karet, beberapa tanaman keras juga mereka tanam. Durian, 
rambutan, hingga petai merupakan tanaman lain selain karet.

 ‘’Sayur-sayuran yang tak cocok di sini. Semuanya dari 
luar,’’ sebut Marsani.

 Dari berkebun karet, penghasilan rata-rata masyarakat 
sudah cukup untuk menghidupi mereka. Disebutkan seorang 
warga, Wasli, rata-rata seorang pria dewasa bisa menakik 
getah yang menghasilkan sebanyak 10 kg  per hari. Terkadang, 
tak hanya pria saja yang menakik getah, melainkan juga 
istri dan anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Dengan 
demikian satu keluarga dapat menghasilkan getah ojol lebih 
banyak, bahkan hingga dua kali lipat. Ada yang pergi-pulang 
setiap hari sambil mengantar-jemput anak sekolah, ada juga 
yang mandah atau menginap di pondok-pondok sekitar 
perkebunan karena lokasi yang jauh. 

 Biasanya, setelah karet terkumpul, ada beberapa orang 
yang rutin membeli atau mengantarkan karet ojol itu di Desa 
Gema, ibu kota Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Karet-karet ojol 
itu dibawa di dalam perahu dan sebagian yang lainnya diseret 
di permukaan air. Hari Kamis sebagai hari pasar adalah rutin 
penjualan karet ojol sekaligus membeli barang harian warga.

 Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga berusaha 
menanam apa yang bisa tumbuh, mulai cabai, sayuran 
merambat seperti pitulo, hingga berbagai bumbu dapur 
seperti kunyit, lengkuas, atau apa yang bisa tumbuh untuk 
dimakan. Hanya sayur-sayuran hijau yang tak bisa tumbuh di 
sini. Mereka sudah mencobanya, tapi gagal.

 Mereka juga memelihara ayam kampung dan kambing 
untuk menjaga ketahanan pangan dari sisi protein. Tapi 



MENGGANTANG ASA

118

kambing relatif sulit berkembang karena makanan dan kontur 
tanah yang tak cocok. Sapi dan kerbau sama sekali tak ada. 
Di beberapa desa lain yang berdekatan dengan Desa Gema, 
ada juga warga yang memelihara kerbau. Hewan besar ini 
bisa dibawa menyusuri Sungai Sebayang dan memeliharanya 
cukup mudah. Ini berbeda dengan kambing dan ayam 
yang harus dibawa dengan perahu. Sedangkan sapi tak 
memungkinkan sama sekali.

 Secara umum, jika hanya terputus akses selama sepekan, 
mereka belum akan kelaparan. Tapi kekeringan merupakan 
bencana paling menakutkan bagi warga seperti yang terjadi 
pada tahun 1997. Ada trauma berat pada mereka sehingga 
bencana itu diharapkan tak terjadi lagi.

 “Kami tak ingin peristiwa seperti itu terjadi lagi. Kami 
benar-benar terancam kelaparan dan bisa mati secara massal 
di sini,” ujar Wasli, salah seorang warga Desa Pangkalan Serai.

 Menurut Camat Kampar Kiri Hulu, Nuzum Ashal, mereka 
selalu siap siaga jika terjadi bencana serupa. Koordinasi 
dengan BPBD Kampar dan Riau juga selalu dilaksanakan. 
Makanya kepada warga juga diminta menjaga ketahanan 
pangan di wilayahnya. Soal harga yang melonjak, sebenarnya, 
kata Nuzum, sudah dilakukan antisipasi. Caranya adalah 
dengan membuat ketetapan bahwa peningkatan harga hanya 
dibolehkan Rp1.000 per kilogram. Camat sudah minta kepada 
kepala desa untuk mengawasinya.

 “Tapi yang namanya masyarakat dan pedagang, sulit 
mengawasinya satu per satu. Apalagi sejak kenaikan BBM ini, 
semuanya jadi serba lebih mahal dan susah dikendalikan,” 
ujarnya.

 Semua antisipasi ketahanan pangan yang disiapkan tentu 
saja tak berjalan permanen selagi akses mereka terus ditutup 



119

demi menjaga kelestarian hutan. Mereka hidup di alam mereka 
sendiri yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat. 
Antara lain, mereka tak akan bisa menikmati bahan makanan 
seperti halnya warga lainnya, baik keanekaragamannya 
maupun harganya. Mereka dekat, tetapi seakan jauh, bak 
berada pada negeri di awan, negeri kaum Bunian.
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B AHAS A

KASIJANTO SASTRODINOMO

Mekanisme Pengupahan
(Sambungan dari halaman 1)

Warga Berang kepada Militer
(Sambungan dari halaman 1)

(Sambungan dari halaman 1)

Genap 70 tahun sudah riwayat pendudukan tentara Jepang
di Indonesia jika dihitung sejak penyerbuan mereka ke
ladang minyak di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur, 12

Januari 1942. Bulan berikutnya Balatentara Dai Nippon me-
nyerbu Tanah Jawa sehingga memantapkan pembentukan gun -
s e i ka n , pemerintahan militer. Motif pendudukan adalah ekonomi,
terutama berburu sumber alam—seperti minyak di Tarakan
itu—untuk kebutuhan industri. Yang menarik, untuk mencapai
tujuan itu, pemerintah militer menggunakan propaganda yang
berbasiskan budaya.

Salah satu pokok yang sering dibahas dalam sejarah okupasi
Jepang adalah kedudukan bahasa Indonesia. Berbeda dengan
pemerintah kolonial Belanda yang membatasi gerak bahasa
Indonesia, bahkan mungkin traumatik setelah para pemuda
menjunjungnya sebagai bahasa persatuan, rezim militer Jepang
justru mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa
resmi. Sebaliknya ”bahasa moesoeh”—yang tak lain bahasa
Belanda—diharamkan. Sebagai program propaganda, bahasa In-
donesia muncul dalam berbagai media, seperti radio, film,
sandiwara, kamishibai ’pertunjukan boneka kertas’, dan nyanyian
yang dianggap cocok untuk penduduk desa; sedangkan materi
cetak ditujukan kepada khalayak kota.

Dalam siaran radio setiap hari tersedia sekitar dua jam siaran
berbahasa Indonesia yang dipecah dalam acara berita, peng-
umuman pemerintah, dan hiburan. Selain itu, ada siaran berita
dalam bahasa Jawa dan Sunda di radio programa Jakarta.
Sepekan sekali koran Asia Raya memuat rubrik Njioer Melambai,
yang diisi oleh penulis Jepang Isobe Yuji dalam bahasa Indonesia.
Terbaca pesan: bahkan, bangsa Jepang pun peduli terhadap
bahasa Indonesia—meski kemudian diketahui bahwa naskah asli
Isobe ditulis dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan oleh
Darmawidjaja, wartawan Indonesia yang juga pengarang.

Rasanya tak terbantahkan bahwa pemerintah pendudukan
memacu penggunaan bahasa Indonesia. Namun, juga tak perlu
kelewat ”dielu-elukan” seperti yang terdengar selama ini. So-
alnya, tidak terjadi pengembangan bahasa Indonesia secara
berarti selama masa pendudukan. Hal elementer semisal ejaan,
Jepang tak bisa menggantikan Ejaan van Ophuijsen yang berlaku
sejak zaman kolonial. Tatkala Kantor Propaganda memaksa
koran Soeara Oemoem (Surabaya) mengganti nama, yang muncul
adalah Soeara Asia; jadi /oe/ tetap bertahan. Beberapa kata atau
istilah Belanda, seperti Batavia, persdient, maskapai, dan ”opisil”
(officieel) juga n ye l i p dalam teks resmi pemerintah militer.

Jelas pula Jepang tentu berkepentingan menancapkan pe-
ngaruh lewat bahasanya. Itu sebabnya promosi bahasa Indonesia
harus ”barter” dengan bahasa Jepang. Di radio anak-anak diajari
menyanyi seraya belajar bahasa Jepang dasar. Tulisan ”Po e sa t
Ke b o e d a j a a n ” pada papan nama kantor sekretariatnya diba-
wahkan sebutan Jepang Keimin Bunka Shidosho yang beraksara
kanji. Secara resmi pemerintah militer memakai istilah wilayah
administratif dalam bahasa mereka: syúu ’ke r e s i d e n a n ’, sy i
’pemerintahan kota’, gun ’d i st r i k ’, son ’ke c a m a t a n ’, ku ’d e sa ’, dan
ko c i ’daerah istimewa’. Belum lagi istilah organisasi, nama
jabatan, dan lain-lain.

Maka, tak ada yang gratis dalam hubungan antara bahasa dan
rezim. Juga tak perlu terkaget-kaget jika ada ”promosi bahasa”
yang diniatkan penguasa jajahan. Yang kerap terjadi, mengikuti
Barbara Bush dalam Imperialism and Postcolonialism, kaum
kolonialis justru akan ”menduduki” bahasa tempatan—secara
positif berarti memanfaatkan, atau, sebaliknya, melesapkan.

KASIJANTO SASTRODINOMO
Pengajar pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI

anak-anak. Menurut Bang Joy,
suami R mengalami kecelakaan
sebelum menikah sehingga fisik-
nya terbatas. Ia bekerja dengan
membantu R berdagang.

”Karena belum berani keluar
rumah, R menelepon tukang sa-
yur langganan di Pasar Kemiri
Muka. Suami dan adik R meng-
ambil belanjaan,” ujar Bang Joy.
Kalau sudah lebih kuat, R akan
kembali berbelanja ke pasar,
tetapi akan didampingi suami
dan adiknya. Sebelum musibah
itu, R sering berangkat belanja
sendiri setiap dini hari.

Wajah R mengeras ketika di-
tanya hukuman apa yang paling
pantas buat pelaku. ”Seberat-be -
r a t ny a , ” katanya. Sementara
Bang Joy ingin pengadilan se-
adil-adilnya. ”Yang saya cari ke-
adilan bagi R dan keluarga kami.
Kalau saya merasa tidak adil,
saya akan terus menuntut ke
mana pun,” ujar Bang Joy.

Berbeda dengan R, RS (27),
karyawati, korban pemerkosaan
di angkot D02 (Lebak Bu-
lus-Pondok Labu) pada 1 Sep-
tember 2011, sama sekali tak
mendapat dukungan keluarga
dan lingkungan karena ia tidak
memberi tahu musibah itu ke-
pada mereka.

Bahkan, RS melapor sendiri ke
polisi dan mencoba menyelesai-
kan sendiri kasusnya. Dia baru

melapor 12 hari setelah kejadian
karena semula ingin menyelesai-
kan sendiri dengan pelaku. Na-
mun, pelaku menghindar dan
bahkan mengancam RS. Dia ber-
hasil mengenali pelaku pemerko-
saan yang sedang membawa ang-
kot di Lebak Bulus, Jakarta Se-
latan. RS langsung melaporkan
pelaku kepada polisi.

Kini, RS sudah bekerja lagi dan
berusaha menganggap yang su-
dah terjadi sebagai sesuatu yang
harus diterima. ”Sumber keku-
atan saya doa kepada Tuhan,”
kata RS, warga Pondok Gede,
Jakarta Timur,
Selasa lalu.

R mengingatkan
kaum perempuan
yang pergi malam ha-
ri atau dini hari de-
ngan kendaraan
umum agar lebih ber-
hati-hati. ”Lihat-lihat
dulu angkotnya, tetapi
sebaiknya ada yang
m e n g a n t a r, ” k a t a ny a .
Saat kejadian, sebe-
narnya R akan diantar suami.
Namun, karena sudah pukul
03.15, R tak bisa menunggu le-
bih lama, takut kesiangan.

RS mengatakan hal sama. Ia
menambahkan agar perempuan
tak mudah percaya kepada siapa
pun, termasuk orang yang sudah
dikenal. ”Pelaku kan biasanya
orang yang kita kenal,” k a t a ny a .

Jaksa Tertangkap
Peras Kontraktor
Penangkapan Dilakukan di Pelabuhan Batam

BATAM, KOMPAS — Jaksa tindak pidana khusus
pada Kejaksaan Negeri Batam, Jufrizal, tertangkap
tangan memeras kontraktor proyek pemecah ombak,
Rabu (1/2) malam, di Batam, Kepulauan Riau.
Namun, Polda Kepulauan Riau belum menetapkan
Jufrizal sebagai tersangka dugaan pemerasan.

Kepala Bidang Humas Kepo-
lisian Daerah Kepulauan Riau
(Kepri) Ajun Komisaris Besar
Hartono mengatakan, Jufrizal
tengah diperiksa Direktorat Re-
serse Kriminal Polda Kepri. ”J
diperiksa sebagai saksi,” u j a r ny a ,
Kamis, di Batam.

Hartono tak bersedia mem-
berikan keterangan lebih lanjut
mengapa Jufrizal masih bersta-
tus saksi. Ia beralasan penyelidik-
an masih berlangsung. Padahal,
Jufrizal tertangkap tangan te-
ngah mengambil uang dari Ali
Akbar, kontraktor proyek peme-
cah ombak di kawasan Sekupang,
Batam, dan Suratno, pegawai Di-
nas Pekerjaan Umum Batam.

Jufrizal ditangkap polisi di ka-
wasan Batam Center ketika
mengambil tas berisi uang dari
Ali dan Suratno. Ali dan Suratno
menyiapkan dua tas berisi total
Rp 200 juta. Uang itu sesuai
dengan permintaan Jufrizal dan

dua oknum jaksa lain.
Menurut dia, sebelumnya ke-

tiga jaksa itu berkali-kali me-
manggil Ali dan Suratno. Mereka
menuding proyek pemecah om-
bak tersebut bermasalah. Mereka
meminta kedua orang itu mem-
berikan uang jika tak ingin dipro-
ses secara hukum.

”Ali dan Suratno menolak ka-
rena proyek itu sudah selesai.
Apalagi Dinas PU Batam tak per-
nah mempersoalkan proyek itu,”
ujar Suparman, penasihat hukum
Ali dan Suratno.

Dijebak
Meskipun demikian, Jufrizal

dan rekan-rekan tetap memerik-
sa Ali dan Suratno. Mereka men-
desak dua orang itu memberikan
uang. Awalnya, mereka meminta
Rp 400 juta. Setelah itu akhirnya
disepakati Rp 200 juta.

Dua orang itu setuju membe-
rikan uang kepada komplotan

Jufrizal. Namun, mereka akan
menjebaknya dengan melapor
kepada polisi. Selanjutnya disu-
sun rencana untuk menangkap
Jufrizal dan rekannya.

Ali dan Suratno menyerahkan
salah satu tas berisi uang kepada
Jufrizal di dekat Kantor Badan
Pengusahaan Batam, Rabu seki-
tar pukul 21.00. Sementara itu,
satu tas lagi masih dipegang Ali
dan Suratno.

Saat itu, Jufrizal tahu ada
orang lain yang mendekati lokasi
serah terima uang sehingga ia
melemparkan tas dan memacu
sepeda motornya menuju pela-
buhan feri Batam Center.

Jufrizal dikejar dan akhirnya
ditangkap di depan pelabuhan
feri. Ia sempat mengeluarkan
pistol dan mengancam para pe-
nangkapnya. Ali dan Suratno ke-
mudian berteriak ada maling.

Teriakan itu memancing mas-
sa mendekati lokasi penangkap-
an dan memukuli Jufrizal. Ber-
untung, ia dilarikan polisi ke tem-
pat aman.

Kepala Seksi Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Negeri Batam
Abdul Faried tidak dapat dikon-
firmasi. Ia tidak berada di kan-
tornya, Kamis siang. Anggota staf
di kantornya menyatakan Faried
sedang di luar. (RAZ)

Penetapan Upah Minimum—
yang tidak sesuai dengan reko-
mendasi dewan pengupahan—ke
Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Bandung.

Aliansi Serikat Buruh Serikat
Pekerja Tangerang Raya meniru
aksi buruh Bekasi dengan meng-
ancam akan memblokade Jalan
Tol Jakarta-Bandar Udara Inter-
nasional Soekarno-Hatta, Tange-
rang, Kamis pekan depan, jika
Apindo tak menarik gugatan ter-
hadap SK Gubernur Banten ten-
tang Upah Minimum di PTUN
Serang. Kedua aksi ini berhasil
menekan pemerintah meminta
Apindo menarik gugatan dari
P TUN.

Selain di Bekasi dan Tange-
rang, masalah perburuhan juga
terjadi di Daerah Istimewa Yog-
yakarta dan Surabaya, Jawa Ti-
mur. Di Yogyakarta, Pos Penga-
duan Aliansi Buruh Yogyakarta
menerima enam pengaduan ter-
kait pelanggaran upah minimum
provinsi 2012. Di Surabaya, mes-
ki angka upah minimum kabupa-
ten/kota sudah disepakati, se-
jumlah pekerja tak mendapatkan
upah sesuai dengan ketentuan.

Terhadap perselisihan perbu-
ruhan itu, Bambang Wirahyoso
meminta pemerintah segera
membenahi metodologi survei
kebutuhan hidup layak dan regu-
lasi pengupahan serta menghor-
mati mekanisme penetapan upah
minimum. Pemerintah juga ha-
rus memisahkan standar upah
minimum dan upah layak untuk
keadilan buruh.

Ketua Apindo Anton J Supit
mengatakan, Apindo tak sedang
berselisih dengan buruh. Apindo
ingin kepastian hukum karena ke-
pala daerah menetapkan upah mi-
nimum dengan mengabaikan re-
komendasi dewan pengupahan.

”Kami ingin iklim hubungan

industrial kondusif berlandaskan
peraturan yang ada. Jika peme-
rintah tak bisa mengatasi masa-
lah ini, kami tetap bisa bertahan
dengan menambah mesin pro-
duksi untuk meningkatkan pro-
d u kt i v i t a s, ” ujar Anton.

Apabila ini terjadi, industri pa-
dat karya akan beralih menjadi
padat modal. Apalagi saat ini bia-
ya tenaga kerja industri garmen,
sepatu, elektronik, dan perke-
bunan mencapai 30 persen.

Secara terpisah, mantan Wakil
Presiden Muhammad Jusuf Kalla
menyatakan, upah buruh menjadi
komponen biaya produksi yang
ditekan guna mematok harga jual
barang serendah mungkin. Hal itu
terjadi karena komponen biaya
lain di luar kendali pengusaha,
seperti arus distribusi, logistik,
dan energi, masih tinggi.

Untuk bahan baku, banyak in-
dustri dalam negeri yang masih
mengimpor karena kekurangan
pasokan dari dalam negeri. Lis-
trik juga sama. Ketersediaan lis-
trik untuk industri menjadi salah
satu keluhan pengusaha.

Semua pemangku kepenting-
an berkepentingan agar upah bu-
ruh terus membaik agar daya beli
tinggi. Daya beli buruh yang ren-
dah sebenarnya mengancam eko-
nomi bangsa.

”Kita semua pasti setuju buruh
harus mendapatkan kesejahtera-
an yang lebih baik. Jadi, jangan
melihat buruh itu sebagai sesua-
tu yang berbahaya. Yang berba-
haya itu jika komponen lain ma-
hal,” kata Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal Organisasi
Pekerja Seluruh Indonesia Tim-
boel Siregar meminta Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono tak
menyerahkan masalah upah ke-
pada pemerintah daerah begitu
saja karena hal itu terkait dengan
produktivitas nasional.

( H A M / L A S /A B K/A C I /
ETA /A R A / R A Z )

lampu di stadion justru mati.
Para saksi mata mengaku terpana
dengan sikap aparat yang hanya
diam dan sama sekali tidak ber-
usaha menghentikan aksi brutal
pendukung Al-Masry.

Mohammed Mosleh, pendu-
kung Al-Masry, mengatakan, ”Sa -
ya seperti melihat aksi pemban-
taian dengan senjata di dalam
stadion, tetapi polisi malah diam
saja. Ini sungguh tak bisa diper-
caya. Kami seharusnya melaku-
kan perayaan, bukan membunuh.
Tim kami telah mengalahkan
Al-Ahly yang hanya bisa saya
saksikan dua kali sepanjang hi-
dup saya. Semua orang senang
dan tidak ada yang berharap ini
terjadi.”

Pejabat Kementerian Kesehat-
an Hisham Sheha mengonfirmasi
bahwa terlihat tusukan benda ta-
jam dan akibat aksi kekerasan
lain pada jenazah.

Pendukung Al-Ahly juga ge-
leng-geleng kepala melihat keru-
suhan itu. ”Kami benar-benar he-
ran polisi membiarkan mereka
(pendukung Al-Masry) leluasa
bertindak. Jumlah mereka juga
b a ny a k , ” kata Ahmed Ghaffar.

Saat pendukung Al-Ahly men-
coba menghindar dari penyerang
lewat jalan keluar yang sempit,
banyak yang terjebak karena pin-
tu keluar mendadak ditutup.
”Tindihan demi tindihan manu-
sia bertambah karena tidak ada
jalan keluar,” kata Ghaffar.

Mengapa pintu keluar men-
dadak ditutup juga merupakan
sebuah keanehan. ”Kami hanya
dihadapkan pada dua pilihan,
yakni kami menghadapi kema-
tian dari belakang atau terjebak
pintu yang sudah tertutup,” kata
G h a f f a r.

Dengan kata lain, pendukung
Al-Ahly sudah terancam para pe-
ngejar dan di sisi lain tak bisa
melarikan diri karena pintu ter-
tutup. Ghaffar mengatakan, saat
sudah terjebak, para pendukung
Al-Ahly kemudian dipukuli oleh
pendukung Al-Masry.

Mahmoud Ibrahim (22), pen-
dukung Al-Ahly, Kamis, mengun-
jungi dua rekannya yang tewas di
rumah sakit di Kairo, sekitar 225
kilometer di tenggara Port Said,
lokasi pertandingan. ”Saat lampu
mati, massa saling membunuh.
Kami terjerembap dan mencoba
menghindar. Setiap orang sudah
dalam posisi terdesak. Di bawah
saya sudah ada tiga orang ter-
tindih dan saya juga sudah dalam
posisi terdesak. Bernapas pun
menjadi susah dan semua orang

saling mendesak yang lain untuk
mencari celah agar bisa berna-
p a s. ”

Kriminal murni
Perdana Menteri Mesir Kamal

el-Ganzouri dalam pertemuan
mendadak dengan parlemen, Ka-
mis, menyampaikan beberapa
pengumuman. Dia mengatakan,
akibat kejadian itu, Dewan Fe-
derasi Sepak Bola Mesir sudah
dibubarkan. Para anggotanya
akan ditanyai terkait kejadian
tersebut, yang dikatakan oleh PM
akan diusut secara saksama.

PM juga mengatakan, Guber-
nur dan Kepala Kepolisian di
Port Said mengundurkan diri
akibat kejadian itu.

Di Geneva, Swiss, Presiden
FIFA Sepp Blatter mengatakan
terkejut atas kejadian itu. ”Ini
hari hitam bagi sepak bola. Ini
sebuah kejadian yang tidak ter-
bayangkan dan seharusnya tidak
terjadi.”

Masalahnya, kematian tidak
saja terjadi di pintu keluar stadi-
on. ”Hal itu juga terjadi di lapang-
an sepak bola serta ruang ganti
untuk para pemain,” kata Emad
Meteab, penyerang Al-Ahly.

Ketua Komisi Pertahanan di
Parlemen Mesir Abbas Mekhi-
mar sangat berang. ”Ini murni
sebuah kriminal. Ini adalah ba-
gian dari skenario untuk me-
nyulut kerusuhan di Mesir.”

Aparat keamanan membiar-
kan pendukung Al-Masry me-
masuki stadion dengan memba-
wa benda tajam. Ketua Parlemen
Saad el-Katatni dari partai Per-
saudaraan Muslim langsung me-
nuduh aparat keamanan yang je-
las-jelas enggan bertindak. Dia
mengatakan, kerusuhan itu me-
mang dilakukan secara sengaja
untuk memudarkan arti revo-
lusi.

Ini dikatakan terkait juga de-
ngan dendam para polisi pada
kelompok Ultra, yang kebetulan
para pendukung fanatik klub
Al-Ahly, yang bermarkas di Kairo.
Adalah kelompok Ultra yang tu-
rut menjadi salah satu penggerak
utama aksi prodemonstrasi un-
tuk menjungkalkan Hosni Mu-
barak pada Februari 2011.

Kelompok Ultra ini juga berada
di dalam barisan yang menolak
kelanjutan kepemimpinan militer
di Mesir pasca-Mubarak dalam
beberapa bulan terakhir. An-
tek-antek Mubarak dituduh ber-
ada di balik aksi kerusuhan itu.

Mesir mengumumkan berka-
bung selama tiga hari sejak Ka-
mis untuk menghormati para
ko r b a n . ( A P/A F P/ M O N )

Menduduki Bahasa

Pe m b e t u l a n
Pada harian ”Ko m p a s ”, Kamis, 2 Februari 2012, pada tulisan di

rubrik Nama & Peristiwa di halaman 32 yang berjudul ”Merry Riana,
Siapkan Stok ASI”, terdapat kekeliruan. Tertulis, ... kata penulis buku
Mimpi Sejuta Dolar” itu. Seharusnya ditulis, ... kata Merry Riana,
yang kisahnya ditulis Alberthiene Endah dalam buku ”Mimpi Sejuta
Dolar”. Mohon maaf atas kesalahan tersebut. Re d a ks i

Setelah Pemerkosaan Itu…
Ke a d a b a n

Masalah pemerkosaan di ru-
ang publik, khususnya di dalam
moda transportasi umum, tak
hanya terkait dengan soal ke-
amanan warga negara, tetapi
terutama juga kesadaran etik
publik yang saat ini tampak se-
makin hancur.

Menurut Herry Priyono dari
Sekolah Tinggi Filsafat Driyar-
kara, syarat utama kehidupan
publik yang baik adalah pema-
haman lebih luas tentang apa
yang secara moral patut dan ti-
dak patut dilakukan. ”Selain pe-
m e r ko sa a n ,
juga korupsi dan ketiadaan di-

siplin publik,” u j a r ny a .
Herry melihat ma-

salah pemerkosaan di
angkutan umum bu-
kan masalah seks. Ke-
kerasan seksual dan
jenis-jenis kejahatan
lain menjadi ekspresi
sangat banal karena
masyarakat tak bisa
lagi membedakan ma-

na yang patut dan tak patut di-
lakukan dan negara gagap me-
lakukan sesuatu yang konkret
pada ketidakpatutan.

Dalam sejarah peradaban, pe-
merkosaan dan kekerasan sek-
sual adalah pelanggaran sangat
besar. ”Di dalam masyarakat
yang punya semacam civility,
menyentuh pantat saja sudah
merupakan pelanggaran yang

harus ditanggapi aparat dengan
tindakan serius,” u j a r ny a .

Ketua Program Studi Kajian
Gender Universitas Indonesia
(UI) Kristi Poerwandari melihat
pemerkosaan di angkutan
umum adalah salah satu feno-
mena ungkapan kemarahan dan
frustrasi pada persoalan lebih lu-
as terhadap situasi saat ini. Eks-
presi kekacauan dan ketegangan
itu dilampiaskan pada seks de-
ngan menyasar perempuan.

Ketua Komnas Perempuan
Yuniyanti Chuzaifah dan Ketua
Program Pascasarjana Sosiologi
UI Lugina Setyawati melihat
akar masalah tetaplah relasi jen-
der tak setara antara laki-laki
dan perempuan.

Selama soal tersebut tak dise-
lesaikan, perempuan akan terus
dipandang lemah dan dalam ka-
sus pemerkosaan sebagai obyek
seks. Hal ini terlihat dari per-
nyataan pejabat publik dan to-
koh agama yang menyalahkan
pakaian perempuan dan meng-
anjurkan perempuan menutup
seluruh tubuh.

Dari sisi sosiologi, pengajar
sosiologi UI, Linda Darmajanti,
berpendapat, melonggarnya nilai
bersama yang mengikat, seperti
kedisiplinan, kepedulian sosial,
dan kebersamaan, melahirkan
ketidakpedulian sosial dan pem-
biaran. Hal itu dapat mendo-
rong orang berbuat kekerasan,
mencelakai orang lain, dan me-

m e r ko sa .
Situasi itu ditambah dengan

tidak optimalnya fungsi institusi
sosial, mulai dari lembaga kepo-
lisian hingga pengadilan, juga
lembaga lain yang terkait. Run-
tuhnya kepercayaan sosial ter-
hadap lembaga tersebut mem-
buat seseorang atau sekelompok
orang bertindak main hakim di
luar hukum berlaku.

Dari sisi hukum, Ketua Muda
Bidang Pidana Khusus Mahka-
mah Agung Djoko Sarwoko ber-
pendapat, penghukuman hanya-
lah hilir dari penyelesaian masa-
lah. Harus dicari akar persoalan
lain, yaitu latar belakang sosi-
al-ekonomi pelaku agar kejahat-
an pemerkosaan tak terjadi lagi.
Pemerintah harus merombak
operasional angkot dengan me-
masukkan angkot dalam bentuk
perusahaan agar manajemen je-
las dan pemerintah mudah
m e n g awa s i .

Artinya, penanganan harus
terintegrasi, bukan seperti
pemadam kebakaran yang ber-
istirahat ketika api sudah pa-
dam.

Perempuan butuh jaminan
keamanan di ruang publik, bu-
kan janji dan reaksi sesaat.

( H A R / N DY/ N M P/ M H )

http://kom.ps/qwkl

M i n i m a r ket

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga menggembalakan kerbau di sekitar lahan yang telah dikapling untuk bangunan minimarket di
Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/2). Tanpa ada pengaturan dari
pemerintah daerah, perkembangan minimarket hingga pelosok desa tersebut d i k h awa t i r k a n
mengancam keberadaan pasar tradisional dan kios-kios kecil di sekitarnya.

Lihat Juga Video ”S etelah
Pe r kos a a n ” di vod.kom-
p a s .co m / b e rd a g a n g ke m b a l i

Raditya Mahendra Yasa 
Pria kelahiran Yogyakarta, 13 November 1979 adalah jurnalis Harian Kompas  yang juga 
bekerja dan tinggal di Yogyakarta. 
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TERDESAK PASAR MODERN

Oleh: RADITYA MAHENDRA YASA
dimuat dalam Harian Kompas pada 3 Februari 2012

Warga menggembalakan kerbaunya di sekitar lahan yang telah dikapling untuk 
bangunan minimarket di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 
Kamis (2/2). Tanpa ada pengaturan dari pemerintah daerah berkembangnya 
minimarket hingga pelosok desa tersebut dikhawatirkan mengancam keberadaan 
pasar tradisional dan kios-kios kecil di sekitarnya.



MENGGANTANG ASA

124

Arif  Nugroho 
Fotografer Koran Sindo ini, tinggal dan bekerja di wilayah Semarang. Tidak jauh dari tanah 
asalnya di Demak,  pria ini terlahir pada 14  Desember 1980. 
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MENJADI PEMUKIMAN

Oleh: ARIF NUGROHO
dimuat dalam Koran Sindo Edisi Jawa Tengah pada 13 Oktober 2013

SEMARANG - Aktivitas pengurukan lahan pertanian untuk dijadikan pemukiman 
mewah di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Alih fungsi lahan pertanian yang 
berlangsung masif membuat hasil panen di wilayah ini terus mengalami penyusutan. 



MENGGANTANG ASA
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Muhammad Sofan Kurniawan 
Fotografer  di Radar Mojokerto (grup Jawapos) ini adalah putra daerah dari Gresik pada 
27 Oktober 1984. 
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MENIPISNYA LAHAN PERTANIAN 

Oleh: SHOFAN KURNIAWAN
dimuat dalam Jawa Pos Radar Mojokerto pada 1 Desember 2013

Dua orang petani melakukan aktifitas di lahan jagung di atas Tambang Galian pasir 
batu di desa Padi Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto (28/11/2013), terdapat 
ratusan hektar lahan pertanian yang rusak akibat eksplorasi tambang galian pasir batu 
di wilayah tersebut, pemerintah setempat dinilai belum maksimal dalam mengeluarkan 
peraturan eksploitasi tambang, selain mengurangi lahan produktif kegiatan tambang 
pasir batu tersebut juga dapat memicu terjadinya bencana alam seperti longsor dan 
banjir.
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14 KO M PA S,  K A M I S,  9 O KT O B E R  2 014

LINGKUNGAN & K E S E H ATA NLINGKUNGAN & K E S E H ATA N
IP TEKIP TEK

K I L  A S
I P  T E K Perlawanan Elegan Petani Kendeng

Ratusan orang berjalan melingkari tanah lapang, di
pinggiran hutan sonokeling, di gelap malam. Obor di
tangan meliuk-liuk mengiringi langkah kaki. Sambil
berjalan, mereka merapal doa, meminta perlindungan
agar dijauhkan dari ancaman bencana. Ancaman itu
dilafalkan dengan tegas oleh mereka sebagai ”hama
pabrik semen”.

Oleh AHMAD ARIF dianggap ancaman,” k a t a ny a .
”Kali ini, yang dianggap ancam-
an besar adalah pabrik semen.”

Amrih datang atas undangan
Gunretno, tokoh komunitas Se-
dulur Sikep. Beberapa akademisi
yang selama ini membela petani
Kendeng juga datang, seperti
Hermanu Triwidodo dan Soeryo
Adi Wibowo dari Institut Perta-
nian Bogor, Eko Teguh Paripur-
no dari Universitas Pembangun-
an Nasional Veteran Yogyakarta,
dan Hendro Sangkoyo dari
School of Democratic Ecomy.
Selain itu, turut serta tokoh aga-
ma, seperti Gus Zaim Uchrowi
dan Gus Baehaqi dari Rembang.
Ada juga Alissa Wahid, putri
mantan Presiden Abdurrahman
Wahid, serta mantan Menteri
Sekretaris Negara di era Gus
Dur, Bondan Gunawan.

Hidup mati
Sekalipun berasal dari latar

belakang berbeda, mereka disa-
tukan semangat melindungi ta-
nah dan air dari ancaman tam-
bang. ”Seumur hidup saya, pe-
tani yang menggantungkan air
untuk hidup. Kehadiran pabrik
semen pasti merusak lingkung-
an kami. Karena itu, kami tegas
m e n o l a k ny a , ” tutur Saidi (54),
petani dari Desa Karangawen,
Kecamatan Tambakromo, Pati.

Sukinah yang datang dari De-
sa Tegaldowo, Kecamatan Gu-
nem, Rembang, juga berharap
banyak dari pertemuan itu. Su-
dah lebih dari dua bulan ia dan
puluhan perempuan Gunem la-
in tinggal di tenda, menolak
pembangunan pabrik semen.
”Saya sebenarnya ingin berdi-
alog dengan Pak Gubernur. Saya
memilih dia saat pilkada lalu.
Saya juga memilih Pak Jokowi.
Ayo Pak, jangan lupakan kami,”
k a t a ny a .

Gubernur Jawa Tengah Gan-
jar Pranowo sebenarnya diun-

dang, tetapi tidak datang. Ia me-
ngirim anak buahnya, salah sa-
tunya Kepala Dinas Energi
Sumber Daya Mineral Jawa
Tengah Teguh Dwi Paryono
yang menyatakan, pendirian
pabrik semen jalan terus, asal
sesuai aturan, termasuk yang di
Rembang. ”Pak Surono (Kepala
Badan Geologi) juga sudah
menganulir surat sebelumnya
yang melarang penambangan di
Cekungan Air Tanah (CAT) Wa-
tuputih Rembang, yang intinya
boleh menambang dengan sya-
rat tertentu,” u n g k a p ny a .

Penjelasan Teguh ini menga-
getkan warga, khususnya Suki-
nah dan kawan-kawannya yang
datang dari Rembang. Apalagi,
sehari sebelumnya, Gunretno
juga diberi informasi langsung
dari Gubernur bahwa Surono
melunak. Sebelumnya, 1 Juli
2014, Surono mengirim surat
kepada Gubernur Jateng yang
isinya soal kondisi batu gamping
di rencana tapak penambangan
itu telah ditetapkan sebagai CAT
Watuputih, yang sesuai peratur-
an harus dilindungi.

Saat dikonfirmasi terpisah,
Surono tegas menyatakan tidak
menganulir surat yang dibuat
sebelumnya. Ia memang kem-
bali mengirim surat ke Guber-
nur. ”Itu pun karena Pak Gu-
bernur meminta penjelasan lagi.
Namun, surat terakhir saya ti-
dak ada satu kata pun Badan
Geologi mengizinkan boleh me-
nambang di sana,” papar Surono
sambil menunjukkan surat itu.

”Kita jangan sampai dipecah
belah dan mudah dibujuk-bujuk
agar melepas tanah. Mari satu-
kan tekad membela Ibu Pertiwi.
Kita tidak akan bisa hidup tanpa
tanah dan air. Salam Kendeng
l e st a r i , ” tutur Gunarti, perem-
puan tokoh Sedulur Sikep dalam
dialog.

Pecah belah
Sekalipun marah dengan si-

kap Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah yang dianggap tak mem-
bela mereka, para petani Ken-
deng menunjukkan sikap mela-
wan secara elegan. Selain meng-
gelar dialog untuk mencari jalan
keluar dan doa bersama melalui

Bawang Putih Sembuhkan
Po h o n

Suntikan cairan bawang putih
membantu menyelamatkan po-
hon dari kematian. Di Inggris,
prototipe teknologi suntik ba-
wang putih diuji coba di ka-
wasan hutan di Northampton-
shire. Teknologi itu tidak praktis
dan mahal, tetapi membantu
menyelamatkan pohon bernilai
sejarah tinggi atau sentimental
bagi pemiliknya. Bawang putih
dikenal sebagai agen anti bakteri
dan anti jamur alam. Itu berisi
senyawa allicin. Caranya, meng-
gunakan alat suntik khusus, ca-
iran bawang putih disuntikkan
ke sistem getah pohon. ”Empat
tahun terakhir, kami perlakukan
60 pohon ’sa k i t ’ parah. Semua
pohon sembuh,” kata konsultan
pohon, Jonathan Cocking, se-
perti dikutip BBC, Selasa (7/10).
Sebagai contoh, pohon oak ”sa -
kit” lalu membaik setelah di-
rawat. Pada kondisi laboratori-
um, allicin membunuh bakteri
patogen yang membunuh po-
hon. ( B B C/ G S A )

Kenalkan Air Putih
sejak Dini

Memperkenalkan air putih ke-
pada anak sejak bayi penting,
itu terkait pencegahan dehidrasi
dan memberi kebiasaan positif
hingga dewasa. Memperkenal-
kan jus atau sari buah tak dila-
rang selama dilakukan setelah
anak mengenal air putih. Begitu
pentingnya air putih, pengenal-
annya disarankan segera setelah
bayi bisa meng onsumsi selain
air susu ibu. Secara umum, anak
usia 1-3 tahun butuh empat ge-
las per hari. ”Jangan tunggu
sampai anak mengeluh haus,”
kata Ketua Indonesian Hydra-
tion Working Group (IHWG)
Saptawarti Bardosono dalam so-
sialisasi Urinary Color Chart
(UCC) for Kids, di Jakarta, Rabu
(8/10). Air putih bisa diberikan
setiap dua jam. Menurut Thirst
Study tahun 2010, tak kurang
dari 51 persen anak usia remaja
di Indonesia mengalami dehi-
drasi ringan. Itu dapat berakibat
terganggunya fokus, konsentrasi,
dan emosi. Kurang air dapat
menyebabkan kepanasan hingga
masalah buang air besar. ( A 01 )

PENGEMBANGAN RISET

Jatim Miliki Inkubator Industri Digital
SURABAYA, KOMPAS — PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk
dan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember, Surabaya, Jawa Ti-
mur, menantang mahasiswa dan
publik Jawa Timur memuncul-
kan inovasi bidang industri kre-
atif berbasis digital. Ide yang ino-
vatif akan diinkubasi untuk se-
lanjutnya dikomersialkan.

Untuk itu, PT Telkom dan ITS
meresmikan Digital Innovation
Lounge (Dilo) atau Ruang Inova-
si Digital di Kampus ITS, Sura-
baya, Rabu (8/10). Fasilitas yang
diresmikan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Mohammad
Nuh itu diharapkan menjadi pu-
sat pengembangan industri krea-
tif digital di kawasan timur Indo-
nesia.

”Kami buka saluran bagi siapa
saja yang ingin menjual karyanya.
Kami akan bantu,” kata Direktur
Utama PT Telkom Arief Yahya.
Pihaknya akan mengalokasikan

dana hingga Rp 5 miliar per ta-
hun untuk pengembangan indus-
tri kreatif digital di ITS. Inovator
bidang itu umumnya kesulitan
modal.

Menurut Arief, sekarang ini
industri kreatif berbasis digital
sangat menguntungkan. Banyak
anak muda di luar negeri sukses
menciptakan berbagai aplikasi
digital yang kini bisa menghasil-
kan miliaran dollar Amerika Seri-
kat. Anak muda di Tanah Air juga
punya potensi sama.

Secara khusus, Dilo diharap-
kan dijadikan tempat edukasi un-
tuk start-up bisnis, uji coba kon-
ten, hingga aplikasi dan proses
komersialisasi bisnis. Area itu di-
desain dengan konsep untuk bel-
ajar, mencari, dan bersosialisasi.

Ruangan Dilo berdesain mo-
dern disertai peralatan komputer
canggih. Fasilitas Dilo juga ada di
Bandung dan Yogyakarta. Ke de-
pan, fasilitas itu akan dibangun di

daerah lain.
Nuh menyatakan, fasilitas Dilo

harus mencakup tiga hal: tempat
berinovasi, inkubasi, dan inves-
tasi. ”Fasilitas ini harus menjadi
tempat bertemunya ide-ide. Per-
guruan tinggi juga harus mampu
membentuk ekosistem yang
mendorong para mahasiswa
terus memiliki rasa penasaran
sehingga kreatif,” k a t a ny a .

Rektor ITS Triyogi Yuwono
mengatakan, banyak mahasiswa
ITS yang memiliki ide-ide di bi-
dang industri kreatif digital. ”De -
ngan adanya fasilitas ini, kami
lebih tertantang menggali ide-ide
inovatif sekaligus membimbing
masyarakat di wilayah Indonesia
timur ikut mengembangkan ide
i n ov a t i f , ” u c a p ny a .

Dilo juga mendukung Rencana
Induk Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indone-
sia (MP3EI) di bidang teknologi
informasi. (DEN)

TANGGUL RAKSASA

Proyek Tak Masuk Tata Ruang Jakarta
JAKARTA, KOMPAS — Ren -
cana pemancangan tiang perta-
ma menandai dimulainya pem-
bangunan tanggul raksasa di Te-
luk Jakarta, Kamis (9/10), belum
menjamin megaproyek itu akan
lancar. Hingga kini, proyek ber-
nama National Capital Inte-
grated Coastal Development itu
belum tercantum dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Jakarta
2010-2030 dan belum memiliki
kajian lingkungan hidup strategis
serta izin lingkungan.

”Saat bertemu Menteri Ling-
kungan Belanda, saya bilang soal
tanggul raksasa. Ia berharap kita
teguh dan memperhatikan ana-
lisis mengenai dampak lingkung-
an (amdal),” kata Menteri Ling-
kungan Hidup Balthasar Kam-
buaya di Jakarta, Rabu (8/10).

Saat ini, proses studi kajian
lingkungan hidup strategis
(KLHS) masih berjalan sehingga
belum diketahui dampaknya. Na-
mun, kajian awal menunjukkan,
pembangunan tanggul laut (giant

sea wall) akan membelokkan
arus laut yang memengaruhi to-
pografi pantai di Banten dan Ja-
wa Barat.

Secara terpisah, Deputi Men-
teri LH Bidang Tata Lingkungan
Imam Hendargo Abu Ismoyo
mengatakan, rencana penca-
nangan proyek itu hanya menun-
jukkan bahwa detail desain ke-
teknikannya sudah mapan. ”Bu -
kan berarti konstruksi mulai di-
lakukan karena untuk melaku-
kan konstruksi perlu izin ling-
kungan dan amdal,” u j a r ny a .

Ranah nasional
Izin lingkungan dan amdal, ka-

ta Imam, akan menjadi ranah
Kementerian LH atau pemerin-
tah pusat, bukan pemerintah da-
erah. Itu karena tanggul raksasa
berkategori obyek vital nasional
dengan cakupan proyek dan
dampak melintasi batas adminis-
trasi antarprovinsi.

”Tahap g ro u n d b re a k i n g itu bu-
kan berarti apa pun proyek itu

akan dilayakkan. Kalau dari ka-
jian lingkungan dan sosial tidak
bisa dan tidak layak, kami harus
bilang tidak layak,” u n g k a p ny a .

Ia menegaskan, Kementerian
LH tidak bermaksud mengham-
bat atau menghalangi proyek.
Kementerian LH bertugas mem-
beri rambu-rambu dan berbagai
pertimbangan dampak tanggul
raksasa bagi lingkungan.

”Proyek ini berniat mengatasi
banjir. Apa bisa dengan tanggul?
Kalau bisa, bagus. Apa implikasi-
nya? Apa menimbulkan bencana
baru? Bagaimana mengatasi se-
dimentasi dan sampah dari 13
sungai yang bermuara di Teluk
Ja k a r t a? ” kata Imam.

Pertanyaan itu harus dijawab
dalam dokumen KLHS yang di-
susun Kementerian Pekerjaan
Umum. KLHS akan menjadi acu-
an dasar rencana pembuatan do-
kumen lingkungan dan amdal.

Proyek tanggul raksasa itu juga
belum masuk Rencana Tata Ru-
ang Wilayah Jakarta 2010-2030

dan Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2008 tentang Penataan
Ruang Kawasan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Puncak, dan
C i a n j u r.

Secara terpisah, Kepala Ke-
lompok Peneliti Kerentanan Pe-
sisir Kementerian Kelautan dan
Perikanan Semeidi Husrin meng-
ingatkan ancaman kerusakan pe-
sisir Banten. ”Untuk memba-
ngun reklamasi pantai Jakarta
harus mengorbankan daerah lain
yang pasirnya diambil dari pantai
Serang, Banten,” kata Semeidi.

Peneliti pada Badan Pengkaji-
an dan Dinamika Pantai Badan
Pengkajian dan Penerapan Tek-
nologi Widjo Kongko mengata-
kan, jika pemerintah siap mem-
perhitungkan risiko proyek, ia
meminta dibuat naskah akade-
miknya dan dikaji terbuka de-
ngan mengundang banyak ahli.
”Kajiannya terutama upaya
mengatasi banjir, termasuk aspek
lingkungan dan sosial yang bisa
diterapkan,” ujarnya. ( I C H /A I K )

PENGENDALIAN ROKOK

Tidak Satu Pun Produsen Konsisten
JAKARTA, KOMPAS — Kepa -
tuhan produsen rokok terhadap
aturan pencantuman peringatan
kesehatan bergambar pada bung-
kus rokok masih belum konsis-
ten. Penelitian di tujuh daerah,
tidak ada satu pun merek rokok
yang menjalankan aturan terse-
but secara menyeluruh.

”Secara agregat, belum dite-
mukan merek yang konsisten di
setiap daerah. Jadi, di satu daerah
mereka patuh dengan aturan
bergambar, di daerah lain ternya-
ta belum,” kata Koordinator Pe-
ngembangan Peringatan Kese-
hatan di Kemasan Rokok Fakul-
tas Kesehatan Masyarakat Uni-
versitas Indonesia (UI) Widyas-
tuti Soerojo, di Jakarta, Selasa
(7/10). Itu dinilai mengherankan
karena produsen rokok diberi
waktu 20 bulan untuk menyesu -
aikan dengan aturan baru itu.

Dalam Pasal 114 Undang-Un-
dang Nomor 36 Tahun 2009 ten-

tang Kesehatan disebutkan, seti-
ap orang yang memproduksi atau
memasukkan rokok ke wilayah
Indonesia wajib mencantumkan
peringatan kesehatan.

Hingga 11 September 2014, da-
ri 3.363 merek rokok yang ter-
daftar di Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM), baru 269
merek yang mencantumkan pe-
ringatan kesehatan bergambar di
kemasan. Jumlah merek itu ber-
asal dari 67 industri rokok.

Saat ini, industri rokok di In-
donesia ada 660 perusahaan.
Adapun yang memasang peri-
ngatan kesehatan bergambar ba-
ru 2.910 dari 7.402 item (Ko m p a s ,
1 8/ 9) .

Survei kepatuhan
Survei yang digelar Fakultas

Kesehatan Masyarakat UI dan
diberi nama Survei Pack Com-
ponent of the Indonesia SITT
(Southeast Asia Tobacco Tax)

ritual lamporan, acara hari itu
juga diramaikan berbagai kegiat-
an kesenian. Sepanjang acara,
gending Jawa berlirik sarat kri-
tik segar terus mengiringi. Acara
diselingi pertunjukan teater dan
tari dari grup Sahita, Solo.

Empat biduanita yang berso-
lek seperti petani paruh baya
berlenggak-lenggok di tengah
petani. Pertunjukan dimulai de-
ngan tembang pangkur, dari Se -
rat Wedatama yang konon di-
tulis Mangkunegara IV. Dimulai
dengan kalimat mingkar ming-
kuring angkoro, syair tembang
ini berisi falsafah kehidupan, se-
perti hidup bertenggang rasa,
menjadi manusia seutuhnya,
dan orang berwatak ksatria.

Dialog-dialognya pun segar
dan kontekstual sehingga meng-
gugah penonton antusias me-
nyahutinya, ”Anakku, putuku,
bakale manggon ning endi? Le-
mahku mung sak cuil, kuwi wae
arepo diiris-iris? Opo iyo jarene
awake dewe negoro agraris, ning
wis ora bakal nduwe beras?
Awake dewe arep mangan opo?
Aku arep manggon ning endi?”

(Anakku, cucuku, bakal tinggal
di mana? Tanahku hanya sedi-
kit, itu pun bakal kalian ambil?
Apa iya negara kita masih agra-
ris, tetapi nanti bakal tidak pu-
nya beras lagi? Kita mau makan
apa? Mau tinggal di mana?).

Para petani itu bersorak. Se-
bagian tertunduk. ”Saya m b re b e s
mili (menangis) menyaksikan
semangat perlawanan petani di
sini,” kata Bondan, sore hari se-
usai dialog. ”Kita mungkin
akhirnya kalah, tetapi harus te-
rus melawan karena Sedulur Si-
kep ini mungkin benteng terak-
hir perlawanan warga di Jawa.”

Seperti dikatakan Hendro
Sangkoyo, perlawanan petani
Kendeng itu bukan hanya men-
cerminkan konflik antara peng-
usaha semen dan Sedulur Sikep.
”Namun, kapital global melawan
laku sikep. Ini etika kehidupan
Sedulur Sikep, juga petani, yang
hidup dari tanah dan air, me-
lawan kapital global yang hanya
peduli pada keuntungan usaha
mereka,” k a t a ny a .

(P RADITYA
MAHENDRA YASA)

SUMBER DAYA ALAM

Project itu dimaksudkan untuk
melihat peningkatan kepatuhan
di tempat-tempat penjualan.
Survei dilakukan pada 24-31
Agustus di tujuh kota dari tujuh
provinsi, termasuk Jakarta.

Hasilnya, tingkat kepatuhan
bervariasi, 37-53 persen. Semen-
tara 40-60 persen merek tidak
patuh dan hanya 4-5 persen pa-
tuh pada sebagian aturan. Ting-
kat ketidakpatuhan di Jakarta
tertinggi, yakni 58,5 persen.

Kepatuhan sesuai varian per
merek pun tak konsisten. ”Ada
satu merek rokok punya empat
varian. Di beberapa daerah, se-
mua varian patuh dan punya per-
ingatan bergambar. Namun, keti-
ka dicek di daerah lain, tak semua
varian merek yang sama patuh,”
tutur Widyastuti. Survei men-
unjukkan, dari 61-151 merek yang
diperiksa di 525 tempat penju-
alan di tujuh daerah, hanya 1-10
merek yang mematuhi aturan.

Widyastuti mengatakan, jika
pemerintah mendiamkan keti-
dakpatuhan, hal itu bisa diman-
faatkan produsen rokok. ”Misal -
nya untuk membuat kemasan ro-
kok dari kaleng,” katany a .

Sementara itu Ketua Asosiasi
Pengacara Indonesia pada Pe-
ngendalian Tembakau Muham-
mad Joni mengatakan, pihaknya
berupaya melengkapi data dan
bukti untuk melaporkan pihak
yang melanggar ke BPOM. ”Ka m i
fokus ke kemasan rokok yang
belum memasang tanda per-
ingatan karena sudah ada atur-
a n ny a , ” j e l a s ny a .

Barang bukti yang dikumpul-
kan diperoleh dari Jakarta dan
sekitarnya. Survei dari sejumlah
daerah dijadikan data sekunder.
Direktur Pengawasan Narkotika,
Psikotropika, dan Zat Adiktif BP-
OM Sri Utami Ekaningtyas me-
ngatakan siap menerima laporan
itu dan menyidiknya. ( A 01 )

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga menggelar Lamporan yang biasa dilakukan warga sebelum memasuki masa tanam di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (3/10). Tradisi ini sebagai wujud doa warga yang hidup sebagai petani agar terhindar dari serangan
hama. Khusus saat ini, mereka tidak hanya berhadapan dengan hama tanaman, tetapi juga ancaman kerusakan lingkungan atas rencana
pembangunan pabrik semen di kawasan itu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta (kedua dari kiri, berkacamata) melihat salah
satu program karya perwakilan seluruh unit Perusahaan Listrik Negara se-Indonesia yang mengikuti
KNIFE (Knowledge, Norm Discussion Forum, Innovation Contest, Festival and Exhibition) di Gedung
PT PLN (Persero) Pusat, Jakarta, Rabu (8/10). Kegiatan dalam rangkaian Hari Listrik Nasional tersebut
menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya inovasi di lingkungan PLN.

Pameran Inovasi Kelistrikan

Bang Suratebang surate Gu-
nung Kendeng ono omo te-
ko kene panggonane kali

gede ojo ngganggu, nek nggang-
gu seblak obor dadi awu. Se ho-
re ....” Demikian penggalan man-
tra yang dirapal Mbah Saruto-
mo, pemimpin ritual, sambil
terus berjalan. Artinya, kira-kira,
”...Bang Suratebang kabar dari
Gunung Kendeng ada hama da-
tang kemari tempatnya sungai
besar jangan mengganggu, kalau
mengganggu ditebas obor jadi
abu. Se hore.” Lalu, dengan
kompak, orang-orang menyam-
but dengan sorakan, hore...!

Ritual ”lamporan” yang dila-
kukan petani di Sukolilo, Ka-
bupaten Pati, Jawa Tengah,
Jumat (3/10) malam, itu me-
nutup acara rembuk warga ten-
tang kedaulatan pangan yang di-
gelar sejak pagi. Warga, yang ke-
banyakan petani itu, datang dari
kawasan di sepanjang Pegu-
nungan Kendeng Utara, mulai
Pati, Purwodadi, Blora, hingga
Rembang. Bahkan, datang wakil
warga dari kawasan karst Ma-
ros-Pangkep, Sulawesi Selatan.

Laki-laki, perempuan,
anak-anak hingga dewasa, antu-
sias. Keragaman peserta ritual
tampak dari penampilan. Bebe-
rapa perempuan berjilbab, se-
bagian berkebaya hitam berkain
jarit. Sebagian lelaki berkopiah
dan kain sarung, lainnya ber-
surjan hitam bercelana kom-
prang berikat udeng.

Amrih Widodo, peneliti ko-
munitas Sedulur Sikep dari Aus-
tralian National University, me-
ngatakan, lamporan adalah ritu-
al masyarakat agraris Jawa. ”Ri -
tual ini biasanya dimaksudkan
mengusir lampor atau kekuatan
jahat. Bagi petani, lampor bisa
mewujud hama perusak tanam-
an dan berbagai penyakit yang

”

Raditya Mahendra Yasa 
Pria kelahiran Yogyakarta, 13 November 1979 adalah jurnalis Harian Kompas  yang juga 
bekerja dan tinggal di Yogyakarta. 
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TRADISI LAMPORAN 

Oleh: RADITYA MAHENDRA YASA
dimuat dalam Harian Kompas pada 9 Oktober 2014

Warga menggelar tradisi Lamporan yang biasa dilakukan warga sebelum memasuki 
masa tanam di Omah Sonokeling, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 
Jumat (3/10). Tradisi ini sebagai wujud doa warga setempat yang bekerja sebagai 
petani agar terhindar dari serangan hama. Untuk saat ini mereka tidak hanya 
berhadapan dengan hama tanaman tetapi juga ancaman kerusakan lingkungan dari 
rencana pembangunan pabrik semen di kawasan itu.
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Wawan Hadi Prabowo 
Fotografer Harian Kompas ini terlahir di  Surakarta, 15-05-1980 dan sekarang 
sedang bertugas di Jakarta. Berbagai penghargaan sudah pernah diraih, yaitu:  Juara 
pertama Lomba Foto XL Award 2007; Juara Dua Lomba Cigna Photo 2008;  Juara 
Pertama dan Kedua Kereta Api Indonesia Photo Contes 2009;  
Walikota Yogyakarta Award 2010;  Juara Pertama Lomba Foto Bank Indonesia 
2011;  Nominasi Adinegoro Award 2011; Medali Emas Wan-Ifra, Asia-
Pacific Media Award, India, 2013
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GOTONG ROYONG  
MENANAM PADI LOKAL 

Oleh: WAWAN HADI PRABOWO
dimuat dalam Harian Kompas pada 18 November 2012

Warga Kampung Adat Ciptagelar bergotong royong menanam padi lokal di areal 
persawahan Dusun Sukamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten 
Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (16/11). Benih padi lokal yang ditanam adalah salah satu 
warisan para leluhur mereka yang hingga kini masih tetap lestari. 
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Arif  Nugroho 
Fotografer Koran Sindo ini, tinggal dan bekerja di wilayah Semarang. Tidak jauh dari tanah 
asalnya di Demak,  pria ini terlahir pada 14  Desember 1980. 
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PETANI GUNUNG 

Oleh: ARIF NUGROHO
dimuat dalam Koran Sindo Edisi Jawa Tengah pada 13 Oktober 2013

TEMANGGUNG - Petani membawa pupuk kandang di lahan kentang miliknya di 
lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah (1/1-2013). Para petani di nusantara 
perlu didorong untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida guna 
mengurangi efek buruk jangka panjangnya.
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Bahauddin Raja Baso 
Pria kelahiran Makassar, 26 Juni 1981 ini merupakan jurnalis di Harian Fajar, Makassar. 
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PARA PENCARI AIR 

Oleh: BAHAUDDIN RAJA BASO
dimuat dalam Fajar Makassar pada 26 Desember 2014

Beberapa perempuan di desa Bontoa, Kabupaten Maros menjunjung air dari sumber 
air yang cukup jauh dari lokasi pemukiman mereka. Krisis air yang berkepanjangan 
kini mengancam sejumlah daerah di Indonesia. Krisis air air juga berdampak gagalnya 
panen di sejumlah lahan pertanian yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan. 
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Boy T Harjanto 
Jurnalis yang terlahir pada 16 Januari 1974, bekerja di harian Jakarta Globe. Mengenal 
fotografi di Institut Seni Indonesia ( ISI/STSI) Solo 1995-1999. Lalu mengawali karir 
menjadi juru foto amatiran hingga 2001, berlanjut bekerja di Harian Umum Bengawan 
Pos hingga 2003, bekerja di Harian Pagi Indopos hingga 2009 dan saat ini di Jakarta Globe 
Newspaper.
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SUNDRIED 

Oleh: BOY T HARJANTO
dimuat dalam Jakarta Globe pada 14 September 2013

A Farmer spreads out unhusked rice at the Plaosan Temple compound in Klaten, 
Central Java, on Friday. Rice farmers need to dry their rice grains to help reduce the 
crop’s water content, whicah will in turn make for higher quality rice. 
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Aris Andrianto 
Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Purwokerto ini merupakan koresponden Tempo 
untuk wilayah Banyumas. Pria tamatan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 
juga terlahir di bumi Banyumas pada 26 Juni 1981. 
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KENTANG DIENG TERDESAK 
KENTANG CINA -3 

Oleh: ARIS ANDRIANTO
dimuat dalam Tempo.co pada 3 Juli 2012

Para petani di Desa Karang Tengah Dataran Tinggi Dieng sedang memanen kentang, 
Rabu (3/7). Harga kentang kualitas super saat ini hanya Rp 4.000 perkilogram, turun 
dibandingkan tiga bulan lalu yang dijual Rp 8.000 perkilogram, akibat masuknya 
kentang impor dari Cina. 
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Feri Latief 
Fotografer lepas yang karyanya sudah banyak tayang di media, seperti National 
Geographic Indonesia, Reader’s Diggest Indonesia, TEMPO, KOMPAS dll. Tamatan jurusan 
arsitektur ITENAS (Institut Teknologi Nasional) Bandung ini , sudah sering mendapat 
penghargaan, antara lain : Beasiswa WWF – AJI Indonesia “Better Journalism for Better 
Environment” 2014  ; Beasiswa dari ILO 2013 : Women’s equality in the workplace 
; Pemenang pertama Green Industry Photo Contest in Indonesia 2013 ; Pemenang 
pertama Unity and Diversity Photo Contest in Indonesia 2012 ; Pemenang pertama 

BTPN Photo Contest in Indonesia 2012 ; Penghargaan Apresiasi Jurnalis Jakarta 2010. 
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PELANGI PANGAN DI TANAH 
RINGKAI – 1

Oleh: FERI LATIEF
dimuat dalam Jelajah.id pada 22 Desember 2014

Maria Loretha, menunjukan hasil panen sorghum perdana kelompok tani binaannya di 
Tanjung Bunga, Flores Timur,  NTT. Perempuan berusia 46 tahun yang akrab dipanggil 
Mama Tata ini dengan usahanya tak kenal lelah berhasil mengembangkan bibit asli 
pangan lokal. Usahanya mulai memperlihatkan hasil, banyak petani di Nusa Tenggara 
Timur memulai lagi menanam pangan lokal yang dulu sempat hilang dari peredaran. 


